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MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR
SEKRETARIS JENDERAL MPR RI

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3),
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ditugasi untuk
memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), Ketetapan MPR RI,
Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal lka yang
kemudian disebut dengan Empat Pilar MPR RI.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pemasyarakatan
Empat Pilar MPR RI, MPR RI menyusun buku-buku dan bahan tayang
materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI sebagai referensi bagi para
narasumber dan masyarakat tentang sejarah, tantangan, perkembangan,
dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945 dan
Ketetapan MPR RI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka
Tunggal Ika.

Buku Panduan Pemasyarakatan UUD NRI Tahun 1945 dan
Ketetapan MPR RI disusun agar UUD NRI Tahun 1945 dan Ketetapan
MPR RI dapat dipahami secara utuh dan menyeluruh sesuai dengan
sejarah, latar belakang, dan proses perubahan UUD NRI Tahun
1945, serta lahirnya Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 Tentang
Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan
Ketetapan MPR RI Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002.

Buku Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI disusun agar
masyarakat dapat memahami secara utuh dan menyeluruh Empat
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Pilar MPR RI yakni Pancasila sebagai dasar dan Ideologi Negara, UUD
NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi Negara, Negara Kesatuan Republik
Indoenesia sebagai bentuk negara serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai
semboyan negara, sehingga menumbuhkan kesadaran seluruh elemen
masyarakat untuk melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam
Empat Pilar MPR RI.

Buku UUD NRI Tahun 1945 yang terdiri dari naskah asli dan
naskah perubahan UUD NRI Tahun 1945 dimuat dalam susunan UUD
NRI Tahun 1945 yang terdiri atas lima bagian, yakni:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(naskah asli);

2. Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

3. Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

4. Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; dan

5. Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Buku Ketetapan MPR RI Nomor  I/MPR/2003 tentang
Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan
Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, menetapkan
6 (enam) kategori status hukum Ketetapan MPRS/MPR, yakni:

1. Ketetapan MPR RI yang dicabut dan  dinyatakan
tidak berlaku;

2. Ketetapan MPRS/MPR RI yang dinyatakan tetap berlaku;

3. Ketetapan MPR RI yang berlaku sampai dengan terbentuknya
pemerintahan hasil Pemilu 2004;

4. Ketetapan MPR RI yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya
UU yang mengatur substansi yang sama;

5.  Ketetapan MPR RI tentang Tata Tertib MPR RI yang masih berlaku
sampai ditetapkannya Peraturan Tata tertib MPR RI yang baru; dan

6. Ketetapan MPR RI yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum
lebih lanjut karena bersifat einmalig.

Buku Bahan Tayang Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI
adalah alat bantu bagi narasumber untuk menjelaskan secara visual
Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD NRI Tahun 1945
sebagai konstitusi negara serta Ketetapan MPR RI, Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal lka
sebagai semboyan negara.
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Demikian, semoga buku Materi  Sosialisasi  Empat
Pilar MPR RI ini dapat bermanfaat dalam mendukung
kegiatan pemasyarakatan Empat Pilar MPR RI oleh Anggota
MPR RI dan pihak-pihak terkait, guna menumbuhkan kesadaran
bermasyarakat berbangsa dan bernegara yang berdasarkan nilai-nilai
Empat Pilar MPR RI.

Jakarta, Agustus 2020
Sekretaris Jenderal,

Dr. Ma’ruf Cahyono, S.H., M.H.
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MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

SAMBUTAN

KETUA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia adalah
lembaga perwakilan rakyat yang sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat (1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
mempunyai kewenangan konstitusional mengubah dan menetapkan
UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara yang berdaulat. Mencermati
kewenangan MPR RI yang sangat fundamental sebagaimana tercantum
dalam Pasal 3 ayat (1) dan kewenangan lainnya sesuai ketentuan pasal
3 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 8 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, maka sesungguhnya MPR RI merupakan
lembaga permusyawaratan dengan kewenangan yang tertinggi.

Dalam kedudukannya sebagai lembaga negara, MPR RI juga
memiliki legitimasi keanggotaan yang paling representatif, yang secara
yuridis konstitusional keanggotaan MPR RI terdiri atas anggota Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) yang mewakili aspirasi dan kepentingan
politik warga negara dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
yang mewakili aspirasi dan kepentingan daerah. Sesuai dengan
kedudukan yang dimaksud, MPR RI sebagai lembaga demokrasi
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dan perwakilan harus mampu menjadi lembaga permusyawaratan
rakyat yang mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi, kekeluargaan,
kegotongroyongan, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dan
daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 11 huruf a, huruf
b, dan huruf ¢ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat yang menyebutkan
tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia adalah
memasyarakatkan Ketetapan MPR; memasyarakatkan Pancasila,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya; dan menyerap
aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pasal 11 huruf
a, huruf b, dan huruf ¢ yang menyebutkan kewajiban Anggota MPR
untuk memegang teguh dan mengamalkan Pancasila; melaksanakan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
menaati peraturan perundang-undangan; memasyarakatkan Pancasila,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara
Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Berkenaan
dengan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud, penyusunan buku
materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI menjadi sangat penting untuk
dipahami sebagai salah satu upaya untuk memudahkan dalam memahami
materi-materi sosialisasi sehingga mampu merespons secara positif dan
menjawab dinamika aspirasi masyarakat dan daerah, yang pada akhirnya
dapat diselenggarakan pemasyarakatan yang berkualitas, terukur, tepat
sasaran, dan berkontribusi maksimal dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.

Atas nama Pimpinan MPR RI, saya menyambut baik penerbitan
buku-buku materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI ini sebagai alat bantu
bagi Anggota MPR RI ataupun narasumber dalam melaksanakan tugas-
tugas konstitusionalnya. Substansi materi Sosialisasi Empat Pilar MPR
RI harus dapat dipahami secara utuh dan menyeluruh oleh seluruh lapisan
masyarakat. Oleh karena itu, penyampaian materi Sosialisasi Empat Pilar
MPR RI harus dilakukan melalui metoda dan bahasa yang sesuai dengan
segmentasi masyarakat agar mudah dipahami oleh masyararakat.
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Akhir kata, semoga penerbitan buku-buku Materi Sosialisasi
Empat Pilar MPR RI ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan kegiatan
sosialisasi bagi Anggota MPR RI maupun bagi masyarakat luas dalam

memahami nilai-nilai dan norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara.

Billahitaufik Walhidayah,
Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, Agustus 2020
Ketua MPR RI,

H. Bambang Soesatyo, SE.,MBA.
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BAB 1
PENDAHULUAN

Forum Permusyawaratan Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat
periode 1999-2004 telah menuntaskan salah satu amanat reformasi
yaitu melaksanakan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 serta meninjau materi dan status hukum
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat dari tahun 1960 — 2002,

Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan hasil peninjauan terhadap seluruh materi dan
status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR harus dipahami
oleh seluruh elemen masyarakat. Di sinilah arti penting sosialisasi yang
dimaksudkan sebagai upaya pembelajaran bagi masyarakat untuk
memperoleh pengetahuan yang memadai tentang konstitusi, pada
khususnya, dan tentang dinamika ketatanegaraan pada umumnya, yang
dapat menumbuhkan sikap dan perilaku masyarakat luas untuk
menjawab tantangan-tantangan ke depan dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara.

Panduan ini1 berisi hal-hal yang berkaitan dengan perubahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
terjadi pada awal era reformasi sampai Sidang Tahunan MPR tahun
2002, wyaitu mengenai latar belakang dan dasar pemikiran, tujuan
perubahan, dasar yuridis dan kesepakatan dasar dalam melakukan
perubahan, proses perubahan, dan hasil perubahan Undang-Undang Da-
sar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta hasil peninjauan
materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada
Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003.
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Isi yang terkandung di dalam panduan ini diharapkan dapat
memberikan pemahaman yang baik mengenai perubahan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah
dilakukan MPR sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 serta hasil
peninjauan materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan
MPR. Dengan membaca panduan ini, diharapkan dapat dipahami
suasana dan dinamika pembahasan selama proses perubahan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peninjauan
terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan
MPR dilakukan, harapan dan semangat yang menjiwai perubahan, serta
latar belakang dan implikasinya. Namun, perlu disampaikan bahwa
panduan ini tidaklah merangkum seluruh rincian hal-hal yang terkait
dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan peninjauan terhadap materi dan status hukum
Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR, termasuk perdebatan yang
terjadi selama berlangsungnya sidang-sidang pembahasan kedua materi
tersebut.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 jo Undang-
Undang Nomor 42 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 5 huruf a dan b dan Per-
aturan Tata Tertib MPR pasal 150 ayat 1 dan pasal 151 ayat 1, MPR
memiliki tugas memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan Bhinneka Tunggal 1ka dan Ketetapan MPR kepada seluruh
lapisan masyarakat dan lembaga negara. Ketentuan ini tidak menutup
kesempatan bagi pemerintah dan masyarakat untuk memasyarakatkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
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Di dalam buku ini dijelaskan materi Putusan MPR, yaitu tentang:

. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 Tentang Peninjauan
Terhadap Materi Dan Status Hukum Ketetapan MPRS Dan
Ketetapan MPR RI Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002;
3. Peraturan MPR RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Peraturan Tata
Tertib MPR RI;

Panduan ini disusun mengacu kepada buku Panduan dalam
Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Latar Belakang, Proses dan Hasil Perubahan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disusun
oleh Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR periode 1999-2004 serta
buku Materi Sosialisasi Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia, Ketetapan MPR RI dan Keputusan MPR RI yang
disusun oleh Panitia Ad Hoc I1 Badan Pekerja MPR periode 1999-2004
sebagai bahan bagi para narasumber dalam melakukan kegiatan
memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan Putusan MPR lainnya.
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BAB 11

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945

A. Latar Belakang, Dasar Pemikiran Dan Tujuan Perubahan
UUD 1945

1. Latar Belakang Dan Dasar Pemikiran

Pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyatakan
berhenti dari jabatan presiden setelah terjadi gelombang unjuk
rasa besar-besaran, yang dimotori oleh mahasiswa, pemuda,
dan berbagai komponen bangsa lainnya, di Jakarta dan di
daerah-daerah. Berhentinya Presiden Soeharto di tengah krisis
ekonomi dan moneter yang sangat memberatkan kehidupan
masyarakat Indonesia menjadi awal dimulainya era reformasi
di tanah air.

Era reformasi memberikan harapan besar bagi terjadinya
perubahan menuju penyelenggaraan negara vyang lebih
demokratis, transparan, dan memiliki akuntabilitas tinggi serta
terwujudnya good governance dan adanya kebebasan berpen-
dapat. Semuanya itu diharapkan makin mendekatkan bangsa
pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana terdapat dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Untuk itu gerakan reformasi diharapkan mampu
mendorong perubahan mental bangsa Indonesia, baik
pemimpin maupun rakyat sehingga mampu menjadi bangsa
yang menganut dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran,
keadilan, kejujuran, tanggung jawab, persamaan, serta
persaudaraan.
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Pada awal era reformasi, berkembang dan populer di
masyarakat banyaknya tuntutan reformasi yang didesakkan
oleh berbagai komponen bangsa, termasuk mahasiswa dan
pemuda. Tuntutan, itu antara lain, sebagai berikut.

1. Amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik
[ndonesia Tahun 1945.

2. Penghapusan doktrin dwifungsi Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia (ABRI).

3. Penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi
manusia (HAM), serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan
nepotisme (KKN).

4. Desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan
daerah (otonomi daerah).

5. Mewujudkan kebebasan pers.

6. Mewujudkan kehidupan demokrasi.

Tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang digulirkan oleh berbagai
kalangan masyarakat dan kekuatan sosial politik didasarkan
pada pandangan bahwa Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 belum cukup memuat lan-
dasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat,
dan penghormatan HAM. Selain itu di dalamnya terdapat pa-
sal-pasal yang menimbulkan multitafsir dan membuka peluang
bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik,
tertutup, dan KKN yang menimbulkan kemerosotan kehidupan
nasional di berbagai bidang kehidupan.

Tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 pada era reformasi tersebut
merupakan suatu langkah terobosan yang mendasar karena
pada era sebelumnya tidak dikehendaki adanya perubahan Un-
dang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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Sikap politik pemerintah pada waktu itu kemudian diperkukuh
dengan dasar hukum Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983
tentang Referendum, yang berisi kehendak untuk tidak
melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Apabila muncul juga kehendak
mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, terlebih dahulu harus dilakukan referendum
dengan persyaratan yang sangat ketat sehingga kecil kemung-
kinannya untuk berhasil sebelum usul perubahan Undang-Un-
dang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diajukan
ke sidang MPR untuk dibahas dan diputus.

Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu
menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Selanjutnya,
tuntutan itu diwujudkan secara komprehensif, bertahap, dan
sistematis dalam empat kali perubahan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada empat sidang
MPR sejak tahun 1999 sampai dengan 2002.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dilakukan oleh MPR sesuai dengan
kewenangannya yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 37
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa MPR berwenang
mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar dan untuk
mengubah Undang-Undang Dasar, sekurang-kurangnya 2/3
dari jumlah anggota MPR harus hadir. Putusan diambil
dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah
anggota yang hadir.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan oleh MPR, selain
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merupakan perwujudan tuntutan reformasi, juga sejalan
dengan pidato Ir. Soekarno, Ketua Panitia Penyusun Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam
rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)
tanggal 18 Agustus 1945. Pada kesempatan itu ia menyatakan
antara lain, “bahwa ini adalah sekedar Undang-Undang Dasar
Sementara, Undang-Undang Dasar Kilat, bahwa barangkali
boleh dikatakan pula, inilah revolutiegrondwet. Nanti kita
membuat Undang-Undang Dasar yang lebih sempurna dan
lengkap.”

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan MPR merupakan upaya
penyempurnaan aturan dasar guna lebith memantapkan usaha
pencapaian cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus
1945 sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Selain 1tu, perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 memenuhi sila keempat Pan-
casila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/perwakilan”, yang penerapannya
berlangsung di  dalam  sistem  perwakilan  atau
permusyawaratan. Orang-orang yang duduk di dalam
merupakan hasil pemilihan umum. Hal itu selaras dengan
perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden
serta anggota lembaga perwakilan yang dipilih oleh rakyat.

Perubahan yang dilakukan secara bertahap dan sistematis
dalam empat kali perubahan, yaitu Perubahan Pertama,
Perubahan Kedua, Perubahan Ketiga, dan Perubahan Keempat,
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harus dipahami bahwa perubahan tersebut merupakan satu
rangkaian dan satu sistem kesatuan.

Perubahan  dilakukan  secara  bertahap  karena
mendahulukan pasal-pasal yang disepakati oleh semua fraksi
MPR, kemudian dilanjutkan dengan perubahan terhadap pasal-
pasal yang lebih sulit memperoleh kesepakatan.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 pertama kali dilakukan pada Sidang
Umum MPR tahun 1999 yang menghasilkan Perubahan
Pertama. Setelah itu, dilanjutkan dengan Perubahan Kedua
pada Sidang Tahunan MPR tahun 2000, Perubahan Ketiga
pada Sidang Tahunan MPR tahun 2001, dan Perubahan
Keempat pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002.

Dasar pemikiran yang melatarbelakangi dilakukannya
perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, antara lain, sebagai berikut.

l. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu
pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya
melaksanakan kedaulatan rakyat. Hal itu berakibat pada
tidak terjadinya saling mengawasi dan saling mengimbangi
(checks and balances) pada nstitusi-institusi
ketatanegaraan. Penyerahan kekuasaan tertinggi kepada
MPR merupakan kunci yang menyebabkan kekuasaan
pemerintahan negara seakan-akan tidak memiliki hubungan
dengan rakyat.

2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada
pemegang kekuasaan eksekutif (presiden). Sistem yang
dianut oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik
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Indonesia Tahun 1945 adalah dominan eksekutif (executive
heavy,) yakni kekuasaan dominan berada di tangan
presiden. Pada diri presiden terpusat kekuasaan men-
jalankan pemerintahan (chief executive) yang dilengkapi
dengan berbagai hak konstitusional yang lazim disebut hak
prerogatif (antara lain memberi grasi, amnesti, abolisi, dan
rehabilitasi) dan kekuasaan legislatif karena memiliki
kekuasaan membentuk undang-undang. Hal itu tertulis jelas
dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi Presiden ialah
penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi di bawah
Majelis. Dua cabang kekuasaan negara yang seharusnya di-
pisahkan dan dijalankan oleh lembaga negara yang berbeda
tetapi nyatanya berada di satu tangan (Presiden) yang me-
nyebabkan tidak bekerjanya prinsip saling mengawasi dan
saling mengimbangi (checks and balances) dan berpotensi
mendorong lahirnya kekuasaan yang otoriter.

3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu “luwes™ sehing-
ga dapat menimbulkan lebih dari satu tafsiran (multitafsir),
misalnya Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (sebelum diubah) yang berbunyi
“Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama
masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali”.
Rumusan pasal itu dapat ditafsirkan lebih dari satu, yakni
tafsir pertama bahwa presiden dan wakil presiden dapat
dipilih berkali-kali dan tafsir kedua adalah bahwa presiden
dan wakil presiden hanya boleh memangku jabatan
maksimal dua kali dan sesudah itu tidak boleh dipilih
kembali. Contoh lain adalah Pasal 6 ayat (1) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(sebelum diubah) yang berbunyi “Presiden ialah orang In-
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donesia asli”. Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 tidak memberikan penjelasan dan
memberikan arti apakah yang dimaksud dengan orang
Indonesia asli. Akibatnya rumusan itu membuka tafsiran
beragam, antara lain, orang Indonesia asli adalah warga
negara Indonesia yang lahir di Indonesia atau warga negara
Indonesia yang orang tuanya adalah orang Indonesia.

4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 terlalu banyak memberikan kewenangan kepada
kekuasaan Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan
undang-undang. Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa Presiden juga
memegang kekuasaan legislatif sehingga Presiden dapat
merumuskan hal-hal penting sesuai dengan kehendaknya
dalam undang-undang. Hal itu menyebabkan pengaturan
mengenai MPR, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA),
HAM, dan pemerintah daerah disusun oleh kekuasaan
Presiden dalam bentuk pengajuan rancangan undang-un-
dang ke DPR.

5. Rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 tentang semangat penyelenggara
negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang
memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis,
supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan hak
asasi manusia (HAM), dan otonomi daerah. Hal itu
membuka peluang bagi berkembangnya praktik penye-
lenggaraan negara yang tidak sesuai dengan Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, antara lain, sebagai berikut.

a. Tidak adanya saling mengawasi dan saling mengimbangi
(checks and balances) antarlembaga negara dan
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kekuasaan terpusat pada Presiden.

. Infrastruktur politik yang dibentuk, antara lain partai

politik dan organisasi masyarakat, kurang mempunyai
kebebasan berekspresi sehingga tidak dapat berfungsi
sebagaimana mestinya.

. Pemilihan umum (pemilu) diselenggarakan untuk

memenuhi persyaratan demokrasi formal karena seluruh
proses dan tahapan pelaksanaannya dikuasai oleh
pemerintah.

. Kesejahteraan sosial berdasarkan Pasal 33 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
tidak tercapai, justru yang berkembang adalah sistem
monopoli, oligopoli, dan monopsoni.

2. Tujuan Perubahan UUD 1945

Tujuan perubahan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 untuk:

1.

menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara
dalam mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan memperkokoh Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila;
menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan
pelaksanaan  kedaulatan rakyat serta memperluas
partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan pa-
ham demokrasi;

menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan per-
lindungan hak asasi manusia agar sesuai dengan perkem-
bangan paham hak asasi manusia dan peradaban umat
manusia yang sekaligus merupakan syarat bagi suatu
negara hukum dicita-citakan oleh Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
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4. menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara
secara demokratis dan modern, antara lain melalul
pembagian kekuasaan yang lebih tegas, sistem saling
mengawasi dan saling mengimbangi (checks and
balances) yang lebih ketat dan transparan, dan pemben-
tukan lembaga-lembaga negara yang baru untuk
mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan
tantangan zaman;

5. menyempurnakan aturan dasar mengenali jaminan
konstitusional dan kewajiban negara mewujudkan
kesejahteraan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa,
menegakkan etika, moral, dan solidaritas dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan
harkat dan martabat kemanusiaan dalam perjuangan
mewujudkan negara sejahtera;

6. melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam
penyelenggaraan negara bagi eksistensi negara dan
perjuangan negara mewujudkan demokrasi, seperti
pengaturan wilayah negara dan pemilihan umum;

7. menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan
bernegara dan berbangsa sesuai dengan perkembangan
aspirasi, kebutuhan, serta kepentingan bangsa dan negara
Indonesia dewasa ini sekaligus mengakomodasi kecende-
rungannya untuk kurun waktu yang akan datang.

B. Dasar Yuridis Dan Kesepakatan Dasar Dalam Perubahan
UuUD 1945

1. Dasar Yuridis Perubahan UUD 1945

MPR melakukan perubahan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berpedoman
pada ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara
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Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur prosedur per-
ubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Naskah yang menjadi objek perubahan adalah
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan
diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5
Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22
Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana
tercantum dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959.

Sebelum melakukan perubahan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR dalam Sidang
Istimewa MPR tahun 1998 mencabut Ketetapan MPR Nomor
IV/ MPR/1983 tentang Referendum yang mengharuskan terle-
bih dahulu penyelenggaraan referendum secara nasional de-
ngan persyaratan yang demikian sulit sebelum dilakukan
perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 oleh MPR. Putusan Majelis itu sejalan dengan
kehendak untuk melakukan perubahan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menggunakan
aturan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar itu sendiri,
yaitu Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan MPR  Nomeor IV/MPR/1983  tentang
Referendum yang mengatur tentang tata cara perubahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 tidak sesuai dengan cara perubahan seperti yang diatur
pada Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
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Kesepakatan Dasar dalam Perubahan UUD 1945

Tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 pada awal era reformasi
(pertengahan tahun 1998) terus berkembang, baik oleh masya-
rakat, pemerintah maupun oleh kekuatan sosial politik, ter-
masuk partai politik. Tuntutan itu kemudian diperjuangkan
oleh fraksi-fraksi MPR.

Selanjutnya, MPR membentuk Badan Pekerja MPR untuk
melaksanakan tugas mempersiapkan rancangan perubahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Badan Pekerja MPR kemudian membentuk Panitia Ad
Hoc III (pada masa sidang tahun 1999) dan Panitia Ad Hoc |
(pada masa sidang tahun 1999-2000, tahun 2000-2001, tahun
2001-2002, dan tahun 2002-2003).

Rancangan perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 untuk pertama kalinya
dipersiapkan oleh Panitia Ad Hoc Il Badan Pekerja dalam
waktu yang sangat singkat. Namun, proses dan persiapannya
telah berlangsung lama sebelumnya.

Dengan tekad, semangat, dan komitmen serta ke-
bersamaan seluruh fraksi MPR serta dukungan yang demikian
besar dari masyarakat, pemerintah, dan berbagai komponen
bangsa lainnya, dalam jangka waktu yang singkat Panitia Ad
Hoc Il telah merumuskan rancangan perubahan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Setelah hasil kerja Panitia Ad Hoc III tersebut diambil putusan
dalam rapat Badan Pekerja MPR. materi rancangan perubahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 tersebut diajukan kepada Sidang Umum MPR tahun 1999
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untuk dibahas dan diambil putusan. Dalam forum permu-
syawaratan tersebut MPR telah menghasilkan putusan berupa
Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Dalam rapat-rapat Panitia Ad Hoc Il Badan Pekerja MPR
masa sidang 1999 sebelum sampai pada kesepakatan mengenai
materi rancangan perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, disepakati dua hal, yaitu
kesepakatan untuk langsung melakukan perubahan tanpa
menetapkan  Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 terlebih dahulu dan kesepakatan dasar
antarfraksi MPR dalam melakukan perubahan Undang-Undang
Dasar.

Sebelum memulai pembahasan perubahan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Panitia
Ad Hoc III terlebih dahulu melakukan rapat dengar pendapat
umum (RDPU) dengan beberapa pakar hukum tata negara
untuk membahas topik apakah perlu menetapkan terlebih
dahulu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 sebelum melakukan perubahan ataukah langsung
melakukan perubahan tanpa harus menetapkan terlebih dahulu
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Pada rapat dengar pendapat umum tersebut muncul dua
pendapat pakar hukum tata negara. Di satu pihak ada pendapat
bahwa sebelum dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terlebih dahulu
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 harus ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 3
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
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1945. Pihak lainnya berpendapat bahwa Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak perlu
ditetapkan, tetapi langsung saja dilakukan perubahan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan
berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan diskusi mendalam mengenai hal itu dan
setelah mendengarkan masukan dari pakar hukum tata negara,
Panitia Ad Hoc III menyepakati langsung melakukan
perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 karena Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 telah ditetapkan berlaku dengan Dekrit
Presiden 5 Juli 1959. Selanjutnya, perubahan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan oleh
MPR dengan mempergunakan ketentuan Pasal 37 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 adalah prestasi dan simbol perjuangan
serta kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia sekaligus
menjadi hukum dasar tertulis, dalam melakukan perubahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, fraksi-fraksi MPR perlu menetapkan kesepakatan dasar
agar perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 mempunyai arah, tujuan, dan batas yang
jelas. Dengan demikian, dapat dicegah kemungkinan ter-
jadinya pembahasan yang melebar ke mana-mana atau
terjadinya perubahan tanpa arah. Selain itu, perubahan yang
dilakukan merupakan penjabaran dan penegasan cita-cita yang
terkandung di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesepakatan dasar itu
menjadi koridor dan platform dalam melakukan perubahan
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Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945,

Pada saat itu, fraksi-fraksi MPR juga menyepakati bahwa
perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 tidak menyangkut dan tidak mengganggu eksis-
tensi negara, tetapi untuk memperbaiki dan menyempurnakan
penyelenggaraan negara agar lebih demokratis, seperti
disempurnakannya sistem saling mengawasi dan saling
mengimbangi (checks and balances) dan disempurnakannya
pasal-pasal mengenai hak asasi manusia. Konsekuensi dari
kesepakatan itu adalah perubahan dilakukan terhadap pasal-
pasal, bukan terhadap Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Di tengah proses pembahasan perubahan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Panitia Ad Hoc
I menyusun kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Kesepakatan dasar itu terdiri atas lima butir, vaitu:

1. tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

3. mempertegas sistem pemerintahan presidensial;

4. Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan
dimasukkan ke dalam pasal-pasal (batang tubuh);

5. melakukan perubahan dengan cara adendum.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 memuat dasar filosofis dan dasar
normatif yang mendasari seluruh pasal dalam Undang-Undang
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Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 mengandung staaisidee berdirinya Negara Kesatuan Re-
publik Indonesia (NKRI), tujuan (haluan) negara serta dasar
negara yang harus tetap dipertahankan.

Kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara
kesatuan yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
didasari pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah bentuk
yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia dan
dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan sebuah
bangsa yang majemuk ditinjau dari berbagai latar belakang.

Kesepakatan  dasar untuk  mempertegas  sistem
pemerintahan presidensial bertujuan untuk memperkukuh
sistem pemerintahan yang stabil dan demokratis yang dianut
oleh negara Republik Indonesia dan pada tahun 1945 telah
dipilih oleh pendiri negara ini.

Kesepakatan dasar lainnya adalah memasukkan Penjelasan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 yang memuat hal-hal normatif ke dalam pasal-pasal (Ba-
tang Tubuh). Peniadaan Penjelasan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimaksudkan untuk
menghindarkan  kesulitan  dalam  menentukan  status
“Penjelasan” dari sisi sumber hukum dan tata urutan peraturan
perundang-undangan. Selain itu, Penjelasan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukan produk
Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(BPUPKI) atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(PPKI) karena kedua lembaga itu menyusun rancangan
Pembukaan dan Batang Tubuh (pasal-pasal) Undang-Undang

19

20998640_BK PANDUAN PEMASYARAKATAN UUD NRI THN 45_T-019



Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tanpa Pen-
jelasan.

Kesepakatan perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan dengan cara
adendum. Artinya perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 itu dilakukan dengan tetap
mempertahankan naskah asli Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana terdapat dalam
Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959 hasil Dekrit Presiden
5 Juli 1959 dan naskah perubahan-perubahan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diletakkan me-
lekat pada naskah asli.

C. Proses Perubahan UUD 1945
1. Awal Perubahan UUD 1945

Tuntutan reformasi yang menghendaki agar Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diubah,
sebenarnya telah diawali dalam Sidang Istimewa MPR tahun
1998. Pada forum permusyawaratan MPR yang pertama
kalinya diselenggarakan pada era reformasi tersebut, MPR
telah menerbitkan tiga ketetapan MPR. Ketetapan itu memang
tidak secara langsung mengubah Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi telah
menyentuh muatan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 .

Pertama, Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/ 1998 tentang
Pencabutan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang
Referendum. Ketetapan MPR  tentang referendum itu
menetapkan bahwa sebelum dilakukan perubahan terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
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1945 harus dilakukan referendum nasional untuk itu, yang
disertai dengan persyaratan yang demikian sulit.

Kedua, Ketetapan MPR Nomor XIII/MPR/ 1998 tentang
Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden
Republik Indonesia. Ketentuan Pasal 1 Ketetapan MPR Nomor
XIIMPR/1998  berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden
Republik Indonesia memegang jabatan selama masa lima
tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan
yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.” Ketentuan
MPR yang membatasi masa jabatan Presiden dan Wakil
Presiden tersebut, secara substansial sesungguhnya telah
mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, yakni mengubah ketentuan Pasal 7 yang berbunyi
“Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama
masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.”

Ketiga, Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/ 1998 tentang
Hak Asasi Manusia. Terbitnya Ketetapan MPR 1tu juga dapat
dilihat sebagai penyempurnaan ketentuan mengenai hak asasi
manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, seperti Pasal 27; Pasal 28;
Pasal 29 ayat (2).

Terbitnya Ketetapan MPR Nomor VIIVMPR/ 1998,
Ketetapan MPR Nomor XIII/MPR/1998, dan Ketetapan MPR
Nomor XVII/MPR/1998 dapat dikatakan sebagai langkah awal
bangsa Indonesia dalam melakukan perubahan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setelah terbitnya tiga ketetapan MPR tersebut, kehendak
dan kesepakatan untuk melakukan perubahan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 makin meng-
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kristal di kalangan masyarakat, pemerintah, dan kekuatan
sosial politik, termasuk partai politik.

Pasca penyelenggaraan Sidang Istimewa MPR tahun 1998
fraksi-fraksi MPR makin intensif membahas perubahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Fraksi-fraksi MPR memiliki kesamaan aspirasi dan
sikap politik di dalam melakukan perubahan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni
mengutamakan kepentingan negara dan bangsa di atas
kepentingan partai politik dan kelompok atau golongan.

Suasana pada waktu itu sungguh-sungguh diliputi oleh
kehendak dan tuntutan bersama berbagai komponen bangsa
untuk melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Berbagai komponen bangsa
yang berasal dari aspirasi dan paham politik, ras, agama, suku,
dan golongan yang beragam itu bersatu padu untuk secara
bersama-sama dan konstitusional melakukan perubahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 sebagai kehendak kolektif bangsa agar dapat mewu-
judkan masa depan yang lebih baik.

Suasana yang dibangun secara sistematis dan penuh
kesadaran tersebut, baik di kalangan masyarakat, pemerintah,
kekuatan sosial politik, termasuk partai-partai politik sangat
mendukung berkembangnya komitmen, kesepahaman, persau-
daraan, dan toleransi antarfraksi MPR. Suasana itu sangat me-
mudahkan dan memperlancar tercapainya kesepakatan
antarfraksi MPR dalam pembahasan materi rancangan
perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
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Kuatnya komitmen, kesepahaman, persaudaraan, dan
toleransi antarfraksi MPR itu terlihat dari kebersamaan fraksi-
fraksi MPR dalam pembahasan materi rancangan perubahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, baik dalam forum rapat-rapat Panitia Ad Hoc, rapat-
rapat Badan Pekerja MPR maupun dalam sidang-sidang MPR.
Pada forum rapat-rapat Panitia Ad Hoc dan Badan Pekerja
MPR itu, perbedaan pendapat antarfraksi MPR diberi ruang.
Hal itu terlihat dari adanya beberapa rumusan alternatif materi
rancangan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang disampaikan ke tingkat
pembicaraan berikutnya, yakni pada sidang-sidang MPR.

Begitu pula dalam sidang-sidang MPR, pengambilan
putusan terhadap materi rancangan perubahan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tetap lebih
mengedepankan kebersamaan. Hal itu terlihat dari pengam-
bilan putusan terhadap materi rancangan perubahan dilakukan
secara aklamasi. Terhadap materi rancangan perubahan yang
belum disepakati oleh semua fraksi dalam sidang MPR,
diputuskan untuk dibahas kembali pada forum rapat Panitia Ad
Hoc I dan Badan Pekerja MPR untuk selanjutnya diajukan
kembali pada sidang MPR berikutnya. Dari semua materi
rancangan perubahan yang diajukan pada sidang MPR, hanya
satu materi yang pengambilan putusannya dilakukan melalui
mekanisme pemungutan suara (voting), yaitu materi tentang
susunan keanggotaan MPR [Pasal 2 ayat (1)].

Badan Pekerja MPR yang merupakan alat kelengkapan
MPR membentuk Panitia Ad Hoc IIT (pada masa sidang tahun
1999) dan Panitia Ad Hoc 1 (pada masa sidang tahun 1999-
2000, tahun 2000-2001, tahun 2001-2002, dan tahun 2002-

2003) untuk membahas rancangan perubahan Undang-Undang
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Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Panitia Ad Hoc
itu terdiri atas wakil-wakil fraksi MPR yang jumlahnya
mencerminkan perimbangan jumlah kursi yang dimilikinya di
MPR. Anggota Panitia Ad Hoc III maupun Panitia Ad Hoc I
berjumlah 45 orang.

Partisipasi Publik

Partisipasi publik dalam proses perubahan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, Badan
Pekerja MPR menyadari pentingnya partisipasi publik dalam
mewujudkan rancangan perubahan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sesuai dengan
aspirasi dan kepentingan bangsa dan negara. Untuk itu, Badan
Pekerja MPR melalui alat kelengkapannya, yakni Panitia Ad
Hoc I, menyusun secara sistematis program partisipasi publik,
antara lain dengan melakukan penyerapan aspirasi masyarakat.
Bentuk kegiatannya antara lain, berupa rapat dengar pendapat
umum (RDPU), kunjungan kerja ke daerah, dan seminar. Oleh
karena waktu yang tersedia sangat singkat, yakni hanya satu
minggu, Panitia Ad Hoc II1 hanya melakukan RDPU dengan
beberapa pakar hukum tata negara saja.

Dalam kegiatan-kegiatan tersebut, berbagai kalangan
masyarakat dan instansi negara/pemerintah memberikan
masukan, pendapat, dan ikut serta dalam diskusi yang intensif
dengan Panitia Ad Hoc 1. Kalangan masyarakat yang
berpartisipasi dalam kegiatan itu, antara lain, para pakar, pihak
perguruan tinggi, asosiasi keilmuan, lembaga pengkajian,
organisasi kemasyarakatan, dan juga Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM).
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Selain itu, Panitia Ad Hoc 1 juga menyelenggarakan
diskusi terbatas untuk membahas beberapa topik yang ber-
kaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam diskusi terbatas itu
berbagai kelompok masyarakat menjadi peserta dan
memberikan masukan serta tanggapan terhadap pemaparan
para pakar yang dipandang ahli di bidangnya.

Panitia Ad Hoc [ juga menyelenggarakan seminar di
berbagai daerah dengan topik beberapa aspek kehidupan yang
berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain menyangkut aspek
politik, ekonomi, agama dan sosial budaya, serta hukum.

Selain melakukan berbagai kegiatan tersebut, Panitia Ad
Hoc I melakukan studi banding ke luar negeri dan membentuk
tim ahli yang terdiri atas sejumlah pakar dari berbagai disiplin
ilmu (antara lain politik, hukum, ekonomi). Beberapa negara
yang dikunjungi Panitia Ad Hoc I untuk kegiatan studi
banding, antara lain Jerman, Inggris, Amerika Serikat, Swedia,
Denmark, Republik Rakyat Cina, Jepang. Rusia, dan Malaysia.

Panitia Ad Hoc | juga melakukan studi kepustakaan
dengan mempelajari naskah konstitusi negara-negara lain.
Untuk itu, tercatat lebih dari 30 naskah konstitusi yang dikaji
secara mendalam dan kritis. Selain itu, Panitia Ad Hoc 1 juga
menerima Kunjungan komisi konstitusi dari tiga negara, yaitu
Thailand, Korea Selatan, dan Jerman. Thailand dan Korea Se-
latan memiliki kesamaan dengan Indonesia yakni sama-sama
melakukan perubahan undang-undang dasar negara setelah
memasuki era baru pemerintahan yang lebih demokratis.
Panitia Ad Hoc 1 dan komisi konstitusi dari ketiga negara
berdiskusi secara mendalam mengenai berbagai hal yang
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berkaitan  dengan  perubahan  undang-undang  dasar.
Pengalaman negara lain dalam melakukan perubahan undang-
undang dasarnya sangat penting bagi Panitia Ad Hoc I dalam
mempersiapkan perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Seiring dengan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat
oleh Panitia Ad Hoc 1, fraksi-fraksi MPR dan partai politik
yvang mempunyai wakil di MPR juga secara bersamaan
memberikan kesempatan kepada publik untuk berpartisipasi
dalam proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Hal itu dilakukan dengan cara
menerima berbagai delegasi masyarakat ataupun perseorangan
yang menyampaikan aspirasinya. Kegiatan penyerapan aspirasi
masyarakat dilakukan, baik di pusat maupun di daerah.
Kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat mencapai ratusan
kali diselenggarakan di tingkat provinsi dan tingkat
kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Fraksi-fraksi MPR dan
partai-partai politik tetap melakukannya kegiatan itu bukan ha-
nya selama masa sidang Panitia Ad Hoc [, tetapi juga dalam
masa sidang-sidang MPR.

Masih berkaitan dengan penyerapan aspirasi masyarakat,
partai politik, fraksi-fraksi MPR, dan Panitia Ad Hoc Il yang
dilanjutkan oleh Panitia Ad Hoc I, secara serius terus menerus
mengikuti dan mencermati berbagai gagasan dan aspirasi
masyarakat sehubungan dengan perubahan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang muncul di
ruang publik, terutama melalui media massa, baik cetak
maupun elektronik.

Berkaitan dengan upaya sosialisasi pembahasan perubahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
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1945 serta partisipasi publik yang lebih luas, Panitia Ad Hoc I
yang didukung oleh Sekretariat Jenderal MPR menjalin kerja
sama dengan stasiun TV pemerintah, yaitu Televisi Republik
Indonesia (TVRI) dan beberapa stasiun televisi swasta di tanah
air. Kerja sama tersebut berwujud penayangan program siaran
dengan materi perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, baik berupa siaran langsung
maupun siaran tunda. Penayangan program siaran itu di
berbagai stasiun TV sangat mendukung kegiatan Panitia Ad
Hoc I di dalam menyebarluaskan pembahasan perubahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 ke berbagai kalangan masyarakat. Dengan demikian,
masyarakat mengetahui dan memahami secara lebih lengkap
dan sekaligus mendorong peningkatan partisipasi publik dalam
memberikan masukan dan tanggapan kepada Panitia Ad Hoc 1
terhadap materi rancangan perubahan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sedang dibahas.

3. Dinamika Pembahasan

Dinamika Pembahasan proses perubahan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada era
reformasi dimulai dengan pemandangan umum fraksi-fraksi
MPR dalam rapat Badan Pekerja MPR masa sidang tahun
1999-2000. Dalam pemandangan umum itu, fraksi-traksi MPR
menyatakan sikapnya secara tegas untuk melakukan perubahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dengan mengajukan usul-usul materi perubahan,
termasuk latar belakang, maksud dan tujuan serta
implikasinya.

Selanjutnya pembahasan lebih rinci dilakukan di tingkat
Panitia Ad Hoc [II yang diawali dengan pengantar
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musyawarah fraksi-fraksi MPR. Setelah dilakukan pemba-
hasan, hasil kerja Panitia Ad Hoc IlI dibahas dan diambil
putusan pada rapat Badan Pekerja MPR masa sidang tahun
1999-2000, dilanjutkan dengan diajukan ke Sidang Umum
MPR tahun 1999 untuk dibahas dan diambil putusan. Setelah
melalui  pembahasan yang mendalam, pada forum
permusyawaratan tersebut, MPR mengesahkan Perubahan
Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Mengingat waktu yang tersedia untuk melakukan
perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 sangat terbatas sehingga tidak memungkinkan
MPR melakukan perubahan sesuai dengan dinamika dan aspi-
rasi masyarakat, MPR pada Sidang Umum MPR tahun 1999
tersebut menerbitkan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1999
tentang Penugasan Badan Pekerja MPR RI untuk Mem-
persiapkan Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketetapan MPR itu
tidak dipersiapkan oleh Panitia Ad Hoc IlI, tetapi dirumuskan
dalam Sidang Umum MPR tahun 1999. Ketetapan MPR itu
diterbitkan karena perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 pada sidang MPR saat itu
dirasakan baru memenuhi sebagian tuntutan dan aspirasi
masyarakat dan baru mencakup sebagian dari rancangan materi
perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang diusulkan fraksi-fraksi MPR. Ketetapan
MPR itu menjadi dasar hukum bagi Badan Pekerja MPR untuk
melanjutkan pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada Sidang Umum MPR tahun 1999, Komisi C Majelis
menyepakati cara penulisan perubahan Undang-Undang Dasar
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Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan dalam
bentuk adendum. Cara penulisan itu kemudian menjadi acuan
dalam penulisan perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya.

Sebagai pelaksanaan ketetapan MPR tersebut, maka pasca
Sidang Umum MPR tahun 1999, pembahasan rancangan
perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dilanjutkan oleh Badan Pekerja MPR masa sidang
1999-2000 melalui alat kelengkapannya, yaitu Panitia Ad Hoc
L

Panitia Ad Hoc I mempunyai waktu lebih panjang
sehingga secara lebih intensif dapat melakukan pembahasan
rancangan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Hasil kerja Panitia Ad Hoc [ itu
kemudian diputuskan dalam sidang Badan Pekerja MPR masa
sidang tahun 1999-2000 yakni berupa materi rancangan
perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Materi perubahan itu selanjutnya dibahas dan
diambil putusan dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2000
dengan hasil berupa Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Karena tidak seluruh materi rancangan perubahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 yang telah dipersiapkan Badan Pekerja MPR dapat
diambil putusan pada forum permusyawaratan Majelis ter-
sebut, MPR pada sidang itu juga menerbitkan Ketetapan MPR
Nomor IX/MPR/2000 tentang Penugasan Badan Pekerja MPR
RI untuk Mempersiapkan Rancangan Perubahan Undang-Un-
dang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketetapan
MPR itu disertai lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan
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dari ketetapan MPR tersebut. Lampiran itu berupa Materi
Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Badan Pekerja MPR RI
Tahun 1999-2000.

Terbitnya ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2000 tersebut
dimaksudkan untuk menjadi dasar hukum bagi pembahasan
rancangan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 selanjutnya. Lampiran Ketetapan MPR
tersebut menjadi acuan bagi Badan Pekerja MPR yang
kemudian ditugaskan kepada Panitia Ad Hoc I, untuk melan-
jutkan pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rapat-rapatnya selama
masa sidang tahun 2000-2001 dan seterusnya sampai
diputuskannya semua materi rancangan perubahan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
tersebut oleh MPR, yang berpuncak pada Sidang Tahunan
MPR tahun 2002,

Pada tanggal 18 Agustus 2000, bersamaan dengan
diputuskannya Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Rapat Paripurna
Majelis pada Sidang Tahunan MPR tahun 2000 menyepakati
untuk  membakukan penyebutan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setelah melalui pembahasan yang mendalam, Panitia Ad
Hoc 1 Badan Pekerja MPR masa sidang tahun 2000-2001
menyepakati beberapa materi rancangan perubahan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dari
Materi Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana terlampir dalam
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Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2000. Materi itu kemudian
diajukan kepada rapat Badan Pekerja MPR masa sidang tahun
2000-2001 untuk dibahas dan diambil putusan. Selanjutnya,
materi rancangan perubahan yang telah diputuskan oleh Badan
Pekerja MPR itu diajukan untuk dibahas dan diambil putusan
dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2001. MPR dalam forum
permusyawaratan tersebut, setelah melalui pembahasan yang
panjang dan mendalam, mengesahkan Perubahan Ketiga
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Mengingat masih terdapat materi rancangan perubahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 yang belum diambil putusan dalam Sidang Tahunan
MPR tahun 2001 sebagaimana terdapat dalam lampiran
Ketetapan MPR Nomor [X/MPR/2000, MPR pada Sidang
tahunan MPR tahun 2001 tersebut juga menerbitkan Ketetapan
MPR Nomor XI/MPR/2001 tentang Perubahan atas Ketetapan
MPR Nomor IX/MPR/2000 tentang Penugasan Badan Pekerja
MPR RI untuk Mempersiapkan Rancangan Perubahan Un-
dang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Ketetapan MPR
Nomor XI/MPR/2001 juga dilengkapi lampiran yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari ketetapan MPR itu
yaitu Materi Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketetapan MPR itu
menjadi dasar hukum bagi Badan Pekerja MPR masa sidang
2001-2002  untuk melanjutkan pembahasan rancangan
perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Badan Pekerja MPR kemudian membentuk
Panitia Ad Hoc 1 yang secara intensif membahas materi
rancangan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 sebagaimana terdapat dalam lampiran
Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/ 2001.
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Setelah melalui pembahasan yang mendalam, Panitia Ad
Hoc 1 Badan Pekerja MPR masa sidang tahun 2001-2002
menyepakati materi rancangan perubahan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang masih
belum diambil putusan pada tiga sidang MPR sebelumnya.
Materi ini kemudian diajukan kepada rapat Badan Pekerja
MPR masa sidang tahun 2001-2002 untuk dibahas dan diambil
putusan. Selanjutnya, materi rancangan perubahan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 vang
telah diputuskan oleh Badan Pekerja MPR itu diajukan untuk
dibahas dan diambil putusannya dalam Sidang Tahunan MPR
tahun 2002. Dalam forum permusyawaratan tersebut, setelah
melalui pembahasan yang mendalam, MPR mengesahkan Per-
ubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Berkaitan dengan proses perubahan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, fraksi-fraksi
MPR dan partai politik juga secara intensif melakukan perte-
muan internal untuk lebih meneguhkan konsolidasi di dalam
dirinya sechubungan dengan perubahan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demikian pula sering
dilakukan pertemuan atau lobi antarfraksi MPR dan antarpartai
politik. Pertemuan atau lobi tersebut sangat besar peranannya
dalam mendekatkan sikap atau pendapat yang berbeda,
meminimalkan, bahkan menghilangkan perbedaan sikap dan
pendapat antarfraksi MPR atau antarpartai politik berkaitan
dengan pembahasan materi perubahan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu Komisi A Majelis yang bertugas membahas
materi rancangan perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 pada beberapa sidang MPR
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juga membentuk tim perumus. Pembentukan ftim itu
dimaksudkan untuk mendalami lebih lanjut materi yang
menjadi pembahasan serta sedapat mungkin merumuskan
kesepakatan mengenal materi rancangan perubahan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
masih memiliki perbedaan rumusan diantara fraksi MPR.

Dalam kaitan dengan upaya mendalami dan mencapai
kesepakatan mengenai materi rancangan perubahan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, jika
dipandang perlu, tim perumus yang dibentuk Komisi A Majelis
mengundang para pakar di bidangnya guna memperoleh
masukan. Beberapa materi yang dibahas tim perumus dengan
mengundang pakar, antara lain, mengenai wilayah negara dan
hak asasi manusia.

Pertemuan atau lobi sangat sering berhasil memperlancar
pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, terutama dengan dicapainya
kesepakatan antarfraksi MPR mengenai berbagai materi ran-
cangan perubahan yang sebelumnya masih berbeda
rumusannya (masih menggunakan rumusan alternatif) serta
alot pembahasannya. Beberapa materi rancangan perubahan
yang berhasil diselesaikan melalui pertemuan atau lobi, antara
lain materi mengenai hak asasi manusia (HAM), wilayah
negara, pemilihan presiden secara langsung, perekonomian
nasional, dan perubahan Undang-Undang Dasar.

Dari proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, dapat diketahui
bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dilakukan oleh MPR dalam satu
kesatuan perubahan yang dilaksanakan dalam empat tahapan
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perubahan. Hal itu terjadi karena materi rancangan perubahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 telah disusun secara sistematis dan lengkap pada masa
pembahasan di tingkat Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR
masa sidang tahun 1999-2000. Tidak seluruhnya dapat dibahas
dan diambil putusan dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2000.
Untuk itu pembahasan dan pengambilan putusan dilanjutkan
dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2001 dan baru dapat
dituntaskan dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2002. Hal itu
berarti bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dilaksanakan secara siste-
matis-berkelanjutan karena senantiasa mengacu dan berpedom-

an pada materi rancangan yang telah disepakati pada Sidang
Tahunan MPR tahun 2000.

Tingkat-tingkat Pembicaraan

Proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 mengikuti ketentuan Pasal 92 Peraturan
Tata Tertib MPR mengenai tingkat-tingkat pembicaraan dalam
membahas dan mengambil putusan terhadap materi sidang
MPR. Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana tercantum
dalam ketentuan Pasal 92 Peraturan Tata Tertib adalah sebagai
berikult.

a. Tingkat 1
Pembahasan oleh Badan Pekerja Majelis terhadap bahan-
bahan yang masuk dan hasil dari pembahasan tersebut
merupakan rancangan putusan Majelis sebagai  bahan
pokok Pembicaraan Tingkat I1.
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b. Tingkat I1
Pembahasan dalam Rapat Paripurna Majelis  yang
didahului oleh penjelasan  Pimpinan dan dilanjutkan
dengan Pemandangan Umum Fraksi-fraksi.

¢. Tingkat III
Pembahasan oleh Komisi/Panitia Ad Hoc Majelis terhadap
semua hasil pembicaraan Tingkat I dan I1.
Hasil pembahasan pada Tingkat 111 ini  merupakan
rancangan putusan Majelis.

d. Tingkat IV
Pengambilan putusan dalam Rapat Paripurna Majelis
setelah mendengar laporan dari Pimpinan Komisi/Panitia
Ad Hoc Majelis dan bilamana perlu dengan kata akhir dari
fraksi-fraksi.

Proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 berkaitan dengan tingkat-tingkat pembi-
caraan sesuai dengan ketentuan Pasal 92 Peraturan Tata Tertib
MPR dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Pembicaraan Tingkat |

Pada Pembicaraan Tingkat 1 Panitia Ad Hoc | Badan
Pekerja MPR pada masa Sidang Tahunan MPR tahun 2000,
tahun 2001, dan tahun 2002, kecuali Panitia Ad Hoc Il
Badan Pekerja MPR pada masa Sidang Umum MPR tahun
1999 karena keterbatasan waktu, sebagai salah satu alat
kelengkapan Badan Pekerja MPR yang ditugasi untuk
mempersiapkan rancangan perubahan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Panitia itu
memulai tugasnya dengan melakukan kegiatan penyerapan
aspirasi masyarakat dengan kegiatan sebagai berikut.
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1) Rapat Dengar Pendapat Umum

Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR melakukan
rapat dengar pendapat umum dengan berbagai kalangan
masyarakat (seperti para pakar, pihak perguruan tinggi,
asosiasi keilmuan, lembaga pengkajian, organisasi ke-
masyarakatan, dan LSM) dan berbagai lembaga nega-
ra/pemerintah.

Dalam kegiatan yang dilakukan berulang Kkali
tersebut, berbagai kelompok memberikan masukan dan
tanggapan secara kritis dan objektif berkaitan dengan
rancangan perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Masukan dan tang-
gapan tersebut menjadi bahan bagi Panitia Ad Hoc |
dalam melakukan pembahasan terhadap rancangan
perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

2) Kunjungan kerja ke daerah

Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR melakukan
kunjungan kerja ke daerah (baik ke tingkat provinsi,
maupun ke tingkat kabupaten dan kota) berulang kali
untuk berdialog dengan berbagai kalangan masyarakat
(seperti perguruan tinggi, LSM, organisasi kema-
syarakatan, dan tokoh masyarakat) dan berbagai lem-
baga negara/pemerintah.

Dalam kegiatan itu berbagai kelompok yang ada di
daerah memberikan masukan dan tanggapan secara kri-
tis dan objektif berkaitan dengan rancangan perubahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Masukan dan tanggapan tersebut menjadi
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bahan bagi Panitia Ad Hoc I dalam melakukan pem-
bahasan terhadap rancangan perubahan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3) Seminar

Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR menye-
lenggarakan beberapa kali seminar dengan berbagai
topik perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengikutsertakan
berbagai kalangan masyarakat (seperti para pakar,
perguruan tinggi, asosiasi keilmuan, lembaga peng-
kajian, LSM, organisasi keagamaan) dan berbagai
lembaga negara/pemerintah.

Dalam kegiatan 1tu berbagai kalangan tersebut
memberikan masukan dan tanggapan secara kritis dan
objektif berkaitan dengan rancangan perubahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Masukan dan tanggapan tersebut menjadi
bahan bagi Panitia Ad Hoc I dalam melakukan pem-
bahasan terhadap rancangan perubahan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4) Studi banding ke luar negeri

Panitia Ad Hoc | Badan Pekerja MPR melakukan
studi banding ke berbagai negara, baik negara maju
maupun negara berkembang, untuk melengkapi ke-
giatan penyerapan aspirasi masyarakat. Studi banding
itu dimaksudkan untuk mendalami konstitusi, konsep,
praktik, dan pengalaman penyelenggaraan negara.
sistem pemerintahan, sistem Kkepartaian, penataan
hukum, mahkamah konstitusi, sistem pemilihan umum,
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hubungan sipil-militer, implementasi dan promosi/pe-
majuan hak asasi manusia di berbagai negara itu.

Dari berbagai negara di berbagai belahan dunia
(Asia, Eropa, Amerika, Afrika, Australia) yang
dikunjungi dengan beragam sistem Ketatanegaraan,
ideologi, dan budaya, serta tingkat kemajuannya,
Panitia Ad Hoc I dapat meningkatkan wawasan, penge-
tahuan, dan pengalaman berharga yang sangat berguna
dalam melakukan pembahasan terhadap rancangan
perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

5) Pembentukan Tim Ahli Panitia Ad Hoc 1 Badan
Pekerja MPR

Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR membentuk
Tim Ahli Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR yang
terdiri atas sejumlah pakar dari berbagai disiplin ilmu.

Tim ahli yang menguasai berbagai disiplin ilmu,
antara lain politik, hukum, ekonomi, budaya, agama,
sosiologi, dan pendidikan itu memberikan masukan
secara kritis dan objektif dengan mengutamakan nilai-
nilai kebenaran serta mengutamakan Kkepentingan
bangsa dan negara. Masukan dar1 Tim Ahli itu sangat
mendukung Panitia Ad Hoc 1 dalam melakukan pemba-
hasan terhadap rancangan perubahan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setelah Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR (pa-
da masa Sidang Tahunan MPR tahun 2000, tahun 2001,
dan tahun 2002) melakukan berbagai kegiatan penye-
rapan aspirasi masyarakat yang dilengkapi dengan studi
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banding ke luar negeri, Panitia Ad Hoc [ Badan Pekerja
MPR dalam rapat-rapatnya mulai melakukan pem-
bahasan untuk menyusun materi rancangan perubahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Bahan bahasan yang digunakan dan menjadi acuan
Panitia Ad Hoc III Badan Pekerja MPR adalah tuntutan
dan wacana perubahan dari berbagai kalangan yang
muncul dan berkembang selama awal era reformasi,
termasuk pada masa kampanye Pemilu 1999. Bahan
bahasan tersebut tidak berasal dari kegiatan penyerapan
aspirasi masyarakat yang sangat luas dan studi banding
ke luar negeri waktu yang tersedia bagi Panitia Ad Hoc
111 hanya tinggal satu minggu.

Bahan bahasan yang digunakan dan menjadi acuan
pembahasan dalam rapat-rapat Panitia Ad Hoc | Badan
Pekerja MPR adalah

a) materi Rancangan Perubahan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
sebagaimana dimuat dalam lampiran beberapa
ketetapan MPR (khusus untuk pembahasan
rancangan Perubahan Kedua, Perubahan Ketiga,
dan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945);

b) materi usulan fraksi-fraksi MPR yang disampaikan
dalam pengantar musyawarah pada rapat Badan
Pekerja MPR;

¢) materi usulan lembaga negara/pemerintah;
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d) materi usulan berbagai kelompok masyarakat
(pihak perguruan tinggi, ormas, pakar, LSM, lem-
baga pengkajian, dan lain-lain);

¢) materi hasil kunjungan kerja ke daerah;

f) materi hasil seminar;

g) materi usulan dari perseorangan warga negara;

h) materi hasil studi banding ke negara-negara lain;

i) materi masukan dari Tim Ahli Panitia Ad Hoc |
Badan Pekerja MPR.

Dalam melakukan pembahasan materi rancangan
perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Panitia Ad Hoc | Badan Pekerja
MPR menyepakati mekanisme pembahasan sebagai
berikut.

a) Seluruh materi termasuk materi usulan fraksi-fraksi
MPR yang belum sempat dibahas pada sidang-
sidang MPR dibahas pada rapat pleno Panitia Ad
Hoc I Badan Pekerja MPR.

b) Setelah rapat pleno, dilakukan rapat perumusan
(dilakukan oleh Tim Perumus yang dibentuk oleh
Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR) untuk me-
rumuskan materi yang telah dibahas pada rapat
pleno Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR,
menginventarisasi pasal-pasal yang menjadi usulan
fraksi atau yang telah dibahas dalam sidang-sidang
MPR namun belum diputuskan serta melakukan
inventarisasi permasalahan yang disampaikan oleh
fraksi-fraksi MPR dalam pengantar musyawarah
fraksi pada rapat Badan Pekerja MPR.

¢) Hasil kesepakatan Tim Perumus, selanjutnya
dibahas pada rapat pleno dengan tujuan untuk
menyerasikan dan menyempurnakan materi-materi

40

20998640_BK PANDUAN PEMASYARAKATAN UUD NRI THN 45_T-040



yang saling terkait antara satu bab dengan bab
lainnya, satu pasal dengan pasal lainnya, dan antara
ayat satu dengan ayat lainnya. Selain itu rapat sin-
kronisasi diselenggarakan untuk merangkum dan
melihat kembali hal-hal yang menyangkut perma-
salahan dan perhatian tiap-tiap fraksi sebagaimana
disampaikan dalam pengantar musyawarah fraksi
pada rapat Badan Pekerja MPR.

d) Materi yang telah disinkronkan, selanjutnya
dibahas dalam rapat finalisasi dengan tujuan untuk
merumuskan dan  mensistematiskan  materi
rancangan perubahan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¢) Materi yang dihasilkan dari rapat finalisasi,
selanjutnya disosialisasikan sekaligus dilakukan uji
sahih kepada berbagai kalangan masyarakat dan
lembaga negara/pemerintah. Tujuannya ialah untuk
menyerap berbagai pandangan, pendapat, dan
tanggapan dari berbagai kalangan masyarakat dan
lembaga negara/pemerintah terhadap hasil rumusan
rapat finalisasi.

f) Pembahasan berbagai pandangan, pendapat, dan
tanggapan dari berbagai kalangan masyarakat dan
lembaga negara/ pemerintah dilakukan oleh Panitia
Ad Hoc 1 Badan Pekerja MPR dengan me-
nyelenggarakan kegiatan review yang didahului
dengan kegiatan pre-review.

g) Hasil kerja Panitia Ad Hoc 1 Badan Pekerja MPR
selanjutnya disahkan oleh rapat Panitia Ad Hoc 1
Badan Pekerja MPR dan rapat Badan Pekerja
MPR. Hasil kerja yang disepakati itu kemudian
menjadi bahan pokok Pembicaraan Tingkat II.
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Dalam rangka pendalaman terhadap materi ran-
cangan perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Panitia Ad Hoc |
Badan Pekerja MPR mengundang beberapa narasumber
yvang dipandang berkompeten di bidang materi
rancangan perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu untuk memperlancar proses pembahasan
Panitia Ad Hoc [ Badan Pekerja MPR me-
nyelenggarakan lobi antarpimpinan fraksi MPR. Forum
itu digelar untuk membahas hal-hal yang berkaitan de-
ngan materi rancangan perubahan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta
mengupayakan tercapainya titik temu mengenai materi
yang menjadi perhatian fraksi-fraksi MPR sebagaimana
disampaikan dalam pengantar musyawarah fraksi pada
rapat Badan Pekerja MPR.

Agar bahasa yang digunakan di dalam materi
rancangan perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan kaidah
bahasa Indonesia dan bahasa hukum, Panitia Ad Hoc |
Badan Pekerja MPR meminta pendapat ahli bahasa,
ahli hukum tata negara, dan ahli penulisan undang-
undang (legal drafter).

Satu hal yang sangat penting dikemukakan dalam
pembicaraan tingkat I  adalah bahwa berdasarkan
ketentuan Peraturan Tata Tertib MPR, selama
pembicaraan tingkat 1 oleh Panitia Ad Hoc [ tidak
dilakukan pemungutan suara (veling). Semua materi
dibahas secara bersama dan senantiasa diupayakan
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tercapainya kesepakatan terhadap satu materi sehingga
hanya terdapat satu rumusan materi. Apabila sampai
kesempatan terakhir tidak juga dicapai kesepakatan
adanya satu rumusan materi, rumusan dapat terdiri atas
dua alternatif atau lebih.

Tidak adanya pemungutan swvara (voting)
memperkuat tekad dan semangat dari Panitia Ad Hoc |
untuk terus mencari kesamaan pendapat sampai batas
akhir pembahasan sekaligus meneguhkan kebersamaan

dan toleransi seluruh pimpinan dan anggota Panitia Ad
Hoc L.

Agar pembahasan dan pengambilan putusan
terhadap rancangan perubahan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil kerja
Panitia Ad Hoc 1 berjalan lancar di tingkat pembicaraan
selanjutnya (pembicaraan ftingkat [I, III. dan IV)
sehingga lebih mudah disahkan menjadi perubahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Panitia Ad Hoc I menyusun daftar
prioritas materi rancangan perubahan berdasarkan
tingkat sensitivitasnya. Terhadap materi yang tidak
sensitif karena tidak adanya perbedaan. Diantara fraksi
MPR, materi itu menjadi prioritas untuk dimasukkan
sebagai bagian dari hasil kerja Panitia Ad Hoc I,
contohnya mater1 tentang pembatasan masa jabatan
presiden, pemilihan umum, Badan Pemeriksa
Keuangan, dan atribut negara. Terhadap materi yang
memiliki sensitivitas tinggi karena masih adanya
perbedaan yang besar di antara fraksi MPR, materi itu
tidak dipaksakan untuk menjadi hasil kerja Panitia Ad
Hoc 1 vyang diajukan ke tingkat pembicaraan
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selanjutnya, contohnya materi tentang susunan dan
keanggotaan MPR, wewenang MPR. pemilihan
presiden secara langsung, kedudukan agama dalam
negara (Pasal 29), dan wilayah negara.

Seiring dengan berjalannya waktu serta pendekatan
dan komunikasi yang makin efektif antarfraksi MPR di
Panitia Ad Hoc I, diharapkan materi yang memiliki
tingkat sensitivitas tinggi tersebut secara bertahap dapat
diturunkan sensitivitasnya serta dapat diupayakan

adanya kesamaan pendapat diantara semua fraksi MPR
di Panitia Ad Hoc 1.

Selain itu, Panitia Ad Hoc I juga membagi materi
rancangan perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dua bagian:
yaitu materi yang berdiri sendiri dan materi yang
berkaitan dengan materi lain. Terhadap materi yang
berdiri sendiri, Panitia Ad Hoc I memprioritaskan
untuk menjadi hasil kerjanya serta diajukan ke tingkat
pembicaraan selanjutnya karena dipandang lebih
mudah untuk dibahas dan disahkan. Contohnya adalah
materi tentang Pemilihan Umum dan Wilayah Negara.
Adapun materi yang berkaitan dengan materi lain
mendapat waktu pembahasan lebih lama (panjang) agar
sedapat mungkin dapat dicapai kesepakatan terhadap
seluruh materi yang berkaitan itu sebelum diajukan ke
tingkat pembicaraan selanjutnya. Contohnya adalah
materi tentang susunan dan keanggotaan MPR, wewe-
nang MPR, dan pemilihan presiden secara langsung.

Dari mekanisme pembicaraan pada tingkat | yang
dilakukan oleh Panitia Ad Hoc [ dapat ditemukan
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secara jelas bahwa proses pembahasan perubahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 sarat dengan nilar kualitatif, yakni muncul
dengan leluasa dan tolak angsur gagasan dan pemikiran
muncul secara dialogis, bebas, dan kritis sekaligus
konstruktif, serta kajian keilmuan dan studi literatur
dilakukan secara intensif.

b. Pembicaraan Tingkat Il

Pada Pembicaraan Tingkat Il dilakukan pembahasan
materi rancangan perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan dalam
rapat paripurna MPR pada sidang MPR yang didahului oleh
penjelasan Pimpinan MPR dan dilanjutkan dengan
pemandangan umum fraksi-fraksi MPR.

¢. Pembicaraan Tingkat I1I

Penjelasan Pimpinan MPR dan pemandangan umum
fraksi-fraksi MPR mengenai materi rancangan perubahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dilanjutkan dengan pembahasan oleh Komisi Majelis
terhadap semua hasil pembicaraan tingkat I dan tingkat II.

Komisi A MPR (Komisi C MPR pada Sidang Umum
MPR tahun 1999) sebagai komisi pada sidang-sidang MPR
yang mendapat tugas untuk membahas perubahan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menggunakan rancangan perubahan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil kerja Badan
Pekerja MPR dan materi pengantar musyawarah fraksi-
fraksi MPR yang disampaikan pada rapat pertama Komisi A
MPR. Selama pembahasan di Komisi A MPR, terbuka ke-
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mungkinan menerima masukan, tanggapan, dan pendapat
dari anggota komisi.

Mekanisme pembahasan di  Komisi A MPR
berlangsung sebagai berikut.

1) Forum Rapat Pleno Komisi A MPR
Tiap-tiap fraksti MPR menyampaikan pengantar
musyawarah fraksi dan tiap-tiap anggota MPR diberi
kesempatan untuk membahas materi rancangan per-
ubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

2) Forum Lobi
Forum lobi adalah forum yang dibentuk oleh Komisi A
untuk membicarakan substansi materi rancangan
perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang berkembang dalam forum
rapat pleno. Keanggotaan forum lobi terdiri atas Pim-
pinan Komisi A dan wakil dari setiap fraksi.

3) Forum Rapat Tim Perumus
Forum rapat tim perumus adalah forum yang dibentuk
oleh Komisi A MPR untuk membahas dan merumuskan
rancangan perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

4) Untuk  penyempurnaan  redaksional  rancangan
perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Komisi A meminta pendapat
ahli bahasa, ahli hukum tata negara, dan ahli penulisan
undang-undang.

d. Pembicaraan Tingkat IV

Hasil kerja Komisi A MPR kemudian diputus-
kan/ditetapkan dalam rapat paripurna MPR setelah men-
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dengar laporan dari Pimpinan Komisi dan bilamana perlu
dengan kata akhir dari fraksi-fraksi MPR.

Terhadap materi hasil pembicaraan tingkat Il yang
disepakati, putusan diambil dengan cara aklamasi,
sedangkan terhadap materi hasil pembicaraan tingkat III
yang tidak disepakati, putusan diambil dengan cara
pemungutan suara (vering).

Putusan terhadap rancangan materi perubahan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dilakukan dengan cara pemungutan suara karena sampai
saat terakhir menjelang pengambilan putusan tidak dicapai
kesepakatan fraksi-fraksi MPR sehingga masih terdapat le-
bih dari satu rumusan rancangan perubahan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemungutan suara dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal
37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (sebelum diubah), yaitu:

(1) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-
kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota Majelis
Permusvawaratan Rakyat harus hadir.

(2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-ku-
rangnya 2/3 daripada jumlah anggota vang hadir.

Dalam proses perubahan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dibahas dalam
empat kali sidang MPR sejak tahun 1999 sampai dengan
2002, hampir seluruh materi rancangan perubahan disetujui
dengan cara aklamasi setelah sebelumnya dilakukan
pembahasan sangat mendalam, kritis, dan objektif. Hal ini
menunjukkan keberhasilan dari seluruh anggota MPR dan
fraksi-fraksi MPR serta dalam arti luas seluruh bangsa
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Indonesia karena telah berhasil menyamakan persepsi dan
materi perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Dari puluhan materi yang dibahas dan diputuskan
dalam empat sidang MPR, hanya satu materi saja yang
diputuskan dengan cara pemungutan suara yaitu Pasal 2
Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 mengenai susunan keanggotaan MPR, yang
terdiri atas dua alternatif sebagai berikut.

Alternatif 1

Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota
Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan
Daerah yang dipilih melalui pemilithan umum, ditambah
dengan utusan golongan vyang dipilih oleh Dewan
Perwakilan Rakyat, yang selanjutnya diatur oleh undang-
undang.

Alternatif 2

Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota
Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan
Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur le-
bih lanjut dengan undang-undang.

Pada pemungutan suara tersebut, mayoritas anggota
MPR memilih alternatif 2, yaitu sebanyak 475 anggota
MPR, sedangkan alternatif 1 dipilih 122 anggota MPR, dan
3 anggota MPR memilih abstain.

Dari proses pengambilan putusan yang mengutamakan
cara aklamasi dibanding pemungutan suara tersebut, dapat
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5.

disimpulkan bahwa kuatnya semangat dan ikatan
kebersamaan, kekeluargaan, persahabatan, persaudaraan,
serta toleransi dan jiwa besar antaranggota MPR. Semangat
dan ikatan luhur itu melampaui keragaman paham dan sikap
antarfraksi MPR sebelumnya, pada awal-awal pembahasan.

Semangat kenegarawanan antaranggota MPR itu
menunjukkan besarnya hasrat dan cita-cita membangun
keindonesiaan yang dilandaskan pada keragaman
(bhinneka) tetapi pada satu titik mencapai kesatuan
pendapat (funggal ika). Hal itu juga menunjukkan bahwa
perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 merupakan kebutuhan MPR untuk
menyempurnakan aturan dasar dalam mewujudkan
kehidupan bangsa dan negara yang lebih baik pada masa
yang akan datang.

Jenis Perubahan UUD 1945

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dilakukan untuk menyempurnakan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, bukan untuk mengganti Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu jenis per-
ubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang dilakukan oleh MPR adalah mengubah,
membuat rumusan baru sama sekali, menghapus atau
menghilangkan, memindahkan tempat pasal atau ayat
sekaligus mengubah penomoran pasal atau ayat. Untuk itu
dapat dikemukakan contoh sebagai berikut.
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a. Mengubah rumusan yang telah ada.

Sebagai contoh rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
semula berbunyi:

Pasal 2

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas ang-
gota-angeota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah
dengan utusan-utusan dari  daerah-daerah dan
golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan
dengan undang-undang.

Setelah diubah menjadi:

Pasal 2

(1) Majelis Permusyawaratan Rakvat terdivi atas
anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota
Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui
pemilihan wmum dan diatur lebih lanjut dengan
undang-undang.

b. Membuat rumusan baru sama sekali.

Contohnya adalah rumusan ketentuan Pasal 6A ayat (1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945:

Pasal 6A4

(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu
pasangan secara langsung oleh rakyat.
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c. Menghapuskan/menghilangkan rumusan yang ada.

Sebagai contoh, ketentuan Bab IV Dewan Per-
timbangan Agung.

BAB IV
DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG
Pasal 16

(1) Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan
dengan undang-undang.

(2) Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas
pertanvaan Presiden dan berhak memajukan usul
kepada pemerintah.

Setelah diubah menjadi:
BAB 1V
DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG
Dihapus.

d. Memindahkan rumusan pasal ke dalam rumusan ayat atau
sebaliknya memindahkan rumusan ayat ke dalam rumusan
pasal sekaligus mengubah penomoran pasal atau ayat.
Contoh pemindahan rumusan pasal ke dalam rumusan ayat
sekaligus mengubah penomoran pasal atau ayat adalah
ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
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Pasal 34

Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara
oleh negara.

Setelah diubah menjadi:
Pasal 34

(1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlaniar dipelihara
oleh negara.

Contoh pemindahan rumusan ayat ke dalam rumusan
pasal sekaligus mengubah penomoran pasal atau ayat yakni
ketentuan Bab VIII Hal Keuangan Pasal 23 ayat (2)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Pasal 23

(2) Macam dan harga mata wang ditetapkan dengan
undang-undang.

Setelah diubah menjadi:
Pasal 23B

Macam dan harga mata wang ditetapkan dengan
undang-undang.

6. Ketentuan Umum

Dalam proses dan hasil Perubahan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat beberapa hal
yang perlu dijelaskan agar diperoleh kesamaan dan
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keseragaman pendapat dalam memahami Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk
menjadi acuan bagi para narasumber dalam melakukan
kegiatan sosialisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Beberapa ketentuan tersebut, antara
lain, sebagai berikut.

a. Secara resmi kata yang dipakai dalam perubahan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
adalah kata perubahan. lIstilah amendemen yang berasal
dari bahasa Inggris tidak digunakan sebagai istilah resmi.
Istilah  amendemen banyak dipakai oleh kalangan
akademis dan LSM serta orang asing.

b. Penyebutan Undang-Undang Dasar 1945 secara resmi
adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Penyebutan resmi ini diputuskan dalam
Sidang Paripurna Majelis pada Sidang Tahunan MPR
tahun 2000.

¢. Dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR
menyepakati cara penulisan cara adendum yakni naskah
asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 tetap dibiarkan utuh sementara naskah
perubahan diletakkan setelah naskah asli. Dengan
demikian naskah resmi Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 adalah naskah yang
terdiri atas lima bagian:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2) Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
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3) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

4) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

5) Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

d. Agar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dapat lebih mudah dipahami oleh berbagai
kalangan, disusun risalah Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Satu Naskah yang
berisikan pasal-pasal dari Naskah Asli yang tidak berubah
dan pasal-pasal dari empat naskah hasil perubahan.
Namun Undang-Undang Dasar dalam Satu Naskah itu
bukan merupakan naskah resmi Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

e. Penyebutan nama Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 telah termasuk juga
perubahannya. Oleh karena itu, tidak perlu disebutkan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan perubahannya atau UUD 1945 dan
perubahannya.

f.  Kata “Pembukaan” merupakan penyebutan resmi untuk
menunjuk Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Istilah lain yang dapat
dipakai adalah Preambule sebagaimana tercantum dalam
naskah asli Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Adapun Mukaddimah merupakan
istilah yang digunakan dalam Piagam Jakarta.

g. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 terdiri atas dua bagian. yaitu Pembukaan dan pasal-
pasal. Istilah “Batang Tubuh™ yang selama ini digunakan
sebagaimana tercantum dalam Pasal Il Aturan Tambahan
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D.

h.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 tidak lagi dipakai karena sudah digantikan dengan
kata pasal-pasal.

Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 tidak berlaku lagi sesuai dengan
ketentuan Pasal II Aturan Tambahan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Walaupun
demikian sebagai dokumen historis Penjelasan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
tetap tercantum dalam naskah asli Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena dalam
melakukan perubahan konstitusi, MPR menganut cara
adendum.

Rumusan diatur dengan undang-undang yang terdapat
dalam pasal atau ayat Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 diberi makna hal yang
diatur dalam ketentuan itu harus dirumuskan dalam sebuah
undang-undang  yang  khusus diterbitkan  untuk
kepentingan itu. Adapun diarur dalam undang-undang
vang terdapat dalam pasal atau ayat Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diberi
makna hal yang diatur dalam ketentuan itu dapat menjadi
materi suatu atau beberapa undang-undang vyang tidak
khusus diterbitkan untuk kepentingan itu.

Hasil Perubahan Dan Naskah Asli UUD 1945

Setelah melalui tingkat-tingkat pembicaraan sesuai dengan

ketentuan Pasal 92 Peraturan Tata Tertib MPR, dalam beberapa
kali sidang MPR telah mengambil putusan empat kali perubahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dengan perincian sebagai berikut.
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1. Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 hasil Sidang Umum MPR tahun 1999
(tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999).

2. Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 hasil Sidang Tahunan MPR tahun 2000
(tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000).

3. Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 hasil Sidang Tahunan MPR tahun 2001
(tanggal 1 sampai dengan 9 November 2001).

4. Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 hasil Sidang Tahunan MPR tahun 2002
(tanggal 1 sampai dengan 11 Agustus 2002).

Setelah disahkannya Perubahan Keempat Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Sidang
Tahunan MPR tahun 2002 yang lalu, agenda reformasi konstitusi
Indonesia untuk kurun waktu sekarang ini dipandang telah tuntas.
Mengingat perubahan dilakukan dengan cara adendum, setelah
dilakukan empat kali perubahan dalam satu rangkaian kegiatan,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
memiliki susunan sebagai berikut:

1. Naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang ditetapkan dalam sidang Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 dan
diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5
Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22
Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (sebagaimana
tercantum dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959);

2. Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (sebagaimana tercantum dalam
Lembaran Negara Nomor 11 Tahun 2006);
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3. Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik
[ndonesia Tahun 1945 (sebagaimana tercantum dalam
Lembaran Negara Nomor 12 Tahun 2006);

4. Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (sebagaimana tercantum dalam
Lembaran Negara Nomor 13 Tahun 2006);

5. Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (sebagaimana tercantum dalam
Lembaran Negara Nomor 14 Tahun 2006).

Untuk memudahkan pemahaman secara sistematis, holistik,
dan komprehensif, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 juga disusun dalam satu naskah yang
berisikan pasal-pasal dari Naskah Asli yang tidak berubah dan
pasal-pasal dari empat naskah hasil perubahan. Penyusunan
Undang-Undang Dasar 1945 dalam satu naskah pada awalnya
merupakan kesepakatan Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR
masa sidang tahun 2001-2002. Selanjutnya kesepakatan itu dibahas
dan disepakati oleh Komisi A Majelis pada Sidang Tahunan MPR
tahun 2002, tanggal 9 Agustus 2002, yang disampaikan pada Rapat
Paripurna ke-5 Sidang Tahunan MPR tahun 2002. Kesepakatan
Komisi A Majelis itu menindaklanjuti laporan Panitia Ad Hoc 1
Badan Pekerja masa sidang tahun 2001-2002 dalam Rapat ke-4
Badan Pekerja MPR tanggal 25 Juli 2002 berupa draft Undang-
Undang Dasar 1945 dalam satu naskah, untuk dilaporkan dalam
sidang paripurna MPR, yang selanjutnya akan menjadi risalah
sidang paripurna MPR sebagai naskah perbantuan dan kompilasi
tanpa ada opini. Namun, susunan Undang-Undang Dasar dalam
satu naskah itu bukan merupakan naskah resmi Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedudukannya
hanya sebagai risalah sidang dalam rapat paripurna Sidang
Tahunan MPR tahun 2002.
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Perlu dicatat bahwa walaupun Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 disusun dalam satu naskah, hal itu
sama sekali tidak mengubah sistematika Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni secara penomoran
tetap terdiri atas 16 bab dan 37 pasal. Perubahan bab dan pasal
ditandai dengan penambahan huruf (A, B, C, dan seterusnya) di
belakang angka bab atau pasal (contoh Bab VIIA tentang Dewan
Perwakilan Daerah dan Pasal 22E). Penomoran Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tetap tersebut
sebagai konsekuensi logis dari pilihan melakukan perubahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dengan cara adendum.

Ditinjau dari aspek sistematika, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum diubah terdiri atas tiga
bagian (termasuk penamaannya), yaitu:

l. Pembukaan (Preambule);
2. Batang Tububh;
3. Penjelasan.

Setelah diubah, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 terdiri dari atas dua bagian, yaitu:

1. Pembukaan;
2. Pasal-pasal (sebagai ganti istilah Batang Tubuh).

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang dilakukan mencakup 21 bab, 73 pasal, dan 170
ayat, 3 pasal Aturan Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan.

Ditinjau dari jumlah bab, pasal, dan ayat Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum diubah ter-
diri atas 16 bab, 37 pasal. 49 ayat, dan 4 pasal Aturan Peralihan
serta 2 ayat Aturan Tambahan. Setelah diubah, Undang-Undang

58

20998640_BK PANDUAN PEMASYARAKATAN UUD NRI THN 45_T-058



Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas 21 bab,
73 pasal, dan 170 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan serta 2 pasal
Aturan Tambahan. Lihat tabel di bawah ini.

Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Sebelum dan Sesudah Perubahan

Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945

No. Bab | Pasal | Ayat | Aturan Aturan
Peralihan | Tambahan

1. Sebelum 16 37 49 4 pasal 2 ayat
Perubahan

2. Setelah 21 73 170 | 3 pasal 2 pasal
Perubahan

Hasil perubahan dan naskah asli Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut.

A. PEMBUKAAN.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, TETAP dengan rumusan sebagai
berikut.
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UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945

PEMBUKAAN
(Preambule)

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala
bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia
harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-
kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia
telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat
sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu
gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka,
bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan
dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya
berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia
menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu
Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan
untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan
Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara
Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara
Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan
berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan
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yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan
yang dipimpin oleh  hikmat kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan
suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 sebagaimana terdapat pada Penjelasan UUD 1945
sebelum diubah mencakup empat pikiran, yaitu:

Pertama, Negara Indonesia melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan
berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pembukaan ini diterima
aliran pengertian negara persatuan, negara yang melindungi
dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi negara
mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham
perseorangan. Negara, menurut pengertian Pembukaan itu
menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia
seluruhnya. Inilah suatu dasar negara yang tidak boleh
dilupakan.

Kedua, bahwa Negara Indonesia hendak mewujudkan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Ketiga, bahwa Negara Indonesia ialah negara yang
berkedaulatan Rakyat, berdasar atas kerakyatan dan
permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu sistem negara
yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar
atas kedaulatan Rakyat dan berdasar atas permusyawaratan
perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat
Indonesia.
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Keempat, bahwa Negara Indonesia 1alah negara berdasar
atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan
yang adil dan beradab. Oleh karena itu, Undang-Undang
Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan
lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti
kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral
rakyat yang luhur.

Selain keempat pokok pikiran itu, keempat alinea
Pembukaan UUD 1945 masing-masing mengandung cita-cita
luhur dan filosofis yang harus menjiwai keseluruhan sistem
berfikir materi Undang-Undang Dasar.

Alinea pertama menegaskan keyakinan bangsa Indonesia
bahwa kemerdekaan itu adalah hak asasi segala bangsa, dan
karena itu segala bentuk penjajahan di dunia harus
dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan
perikeadilan.

Alinea kedua, menggambarkan proses perjuangan bangsa
Indonesia yang panjang dan penuh penderitaan yang akhirnya
berhasil mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu
gerbang Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat,
adil, dan makmur. Alinea ketiga, menegaskan pengakuan
bangsa Indonesia akan kemahakuasaan Tuhan Yang Maha
Esa, yang memberikan dorongan spiritual kepada segenap
bangsa untuk memperjuangkan perwujudan cita-cita luhur,
yang atas dasar keyakinan spiritual serta dorongan luhur itulah
rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya.

Alinea keempat, menggambarkan visi bangsa Indonesia
mengenai bangunan kenegaraan yang hendak dibentuk dan
diselenggarakan dalam melembagakan keseluruhan cita-cita
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bangsa untuk merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur
dalam wadah Negara Indonesia. Alinea ini menentukan
dengan jelas mengenal tujuan dan dasar negara Indonesia
sebagali negara yang menganut prinsip demokrasi
konstitusional. Negara Indonesia dimaksudkan untuk tujuan
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah  Indonesia, memajukan  kesejahteraan  umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial.

Dalam mencapai keempat tujuan bernegara itu, Negara
Indonesia diselenggarakan berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan
Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh  hikmat
kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pokok-pokok  pikiran tersebut mencakup suasana
kebathinan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar.
Pokok-pokok pikiran itu mencerninkan falsafah hidup dan
pandangan dunia bangsa Indonesia serta cita-cita hukum yang
menguasai dan menjiwai hukum dasar, baik yang tertulis
maupun tidak tertulis. Undang-Undang Dasar mewujudkan
pokok-pokok pikiran itu dalam perumusan pasal-pasalnya
yang secara umum mencakup prinsip-prinsip pemikiran dalam
garis besarnya.

63

20998640_BK PANDUAN PEMASYARAKATAN UUD NRI THN 45_T-063



B. PASAL-PASAL.

1.

Bab Bentuk dan Kedaulatan

Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, bab Bentuk dan
Kedaulatan terdiri atas satu pasal, yaitu Pasal 1 dengan dua
ayat, vaitu ayat (1) dan ayat (2). Setelah Perubahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 tetap memiliki satu pasal, tetapi dengan tiga avat,
yaitu ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Adapun Pasal 1 ayat
(1) tetap.

Uraian perubahan materi pokok “Bab tentang Bentuk
dan Kedaulatan™ sebagai berikut.

a. Bentuk Negara, TETAP.
Rumusan pasal ini sebagai berikut.
Pasal 1

(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, vang
berbentuk Republik.

b. Kedaulatan Rakyat

Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai kedaulatan
rakyat diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dengan rumusan
sebagai berikut.
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Rumusan perubahan
Pasal 1

(2) Kedaulatan berada di tangan rakyal dan dilaksa-
nakan menurut Undang-Undang Dasar.

Rumusan naskah asli
Pasal 1

(2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan
dilakukan sepenuhnyva oleh Majelis  Permu-
syvawaratan Rakyat.

Perubahan ketentuan Pasal 1 ayat (2) itu di-
maksudkan untuk mengoptimalkan dan meneguhkan
paham kedaulatan rakyat yang dianut negara Indonesia
karena pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak lagi
dijalankan sepenuhnya oleh sebuah lembaga negara,
yaitu MPR, tetapi melalui cara-cara dan oleh berbagai
lembaga yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Rumusan baru itu justru merupakan penjabaran
langsung paham kedaulatan rakyat yang secara tegas
dinyatakan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea IV.
Padahal rumusan sebelum perubahan, kedaulatan rakyat
dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, yang justru telah
mereduksi paham kedaulatan rakyat itu menjadi paham
kedaulatan negara, suatu paham yang hanya lazim
dianut oleh negara yang masih menerapkan paham
totalitarian dan/atau otoritarian.
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Atas dasar pemikiran bahwa pelaksanaan ke-
daulatan rakyat ditentukan oleh Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang menentukan bagian mana dari ke-
daulatan rakyat yang pelaksanaannya diserahkan kepa-
da badan/ lembaga yang keberadaan, wewenang, tugas,
dan fungsinya ditentukan oleh Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu serta bagian
mana yang langsung dilaksanakan oleh rakyat. Dengan
kata lain, pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak
diserahkan kepada badan/lembaga mana pun, tetapi
langsung dilaksanakan oleh rakyat itu sendiri melalui
pemilu.

Dalam implementasinya, pelaksanaan pemilihan
langsung sebagai bentuk penggunaan hak kedaulatan
rakyat bisa juga diberikan oleh undang-undang yang
bersumber pada Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 seperti yang telah
berlaku untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan
Daerah dan pemilihan Kepala Daerah. Itu juga mungkin
berlaku untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD pada
masa yang akan datang. Jadi, penggunaan hak memilih
secara langsung bukan hanya yang ditentukan secara
eksplisit di dalam Undang-Undang Dasar, tetapi juga
dapat dimuat di dalam Undang-Undang yang bersumber
dari konsep dasar yang dianut Undang-Undang Dasar
kita.

Ketentuan itu mengubah sistem ketatanegaraan
Indonesia dari supremasi MPR kepada sistem
kedaulatan rakyat yang diatur melalui Undang-Undang
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Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Dasar itulah yang menjadi dasar dan
rujukan utama dalam menjalankan kedaulatan rakyat.
Aturan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 itulah yang mengatur dan
membagi pelaksanaan kedaulatan rakyat kepada rakyat
itu sendiri dan/atau kepada berbagai lembaga negara.

Perubahan itu menetapkan bahwa kedaulatan tetap
di tangan rakyat, sedangkan lembaga-lembaga negara
melaksanakan bagian-bagian dari kedaulatan itu
menurut wewenang, tugas, dan fungsi yang diberikan
oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Dengan perubahan itu tidak dikenal lagi
istilah lembaga tertinggi negara ataupun lembaga tinggi
negara. Kedudukan setiap lembaga negara bergantung
pada wewenang, tugas, dan fungsi yang diberikan oleh
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

¢. Indonesia adalah negara hukum

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai Indonesia
adalah negara hukum diatur dalam satu pasal, yaitu
Pasal 1 ayat (3) dengan rumusan sebagai berikut.

Pasal 1
(3) Negara Indonesia adalah negara hukun:.

Ketentuan ini berasal dari Penjelasan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang “diangkat” ke dalam Undang-Undang Dasar
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Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum
yang dimaksud adalah negara yang menegakkan
supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan
keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertang-
gungjawabkan (akuntabel). Masuknya rumusan itu ke
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu contoh
pelaksanaan kesepakatan dasar dalam melakukan per-
ubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, yakni kesepakatan untuk mema-
sukkan hal-hal normatif yang ada di dalam Penjelasan
ke dalam pasal-pasal.

Masuknya ketentuan mengenai Indonesia adalah
negara hukum (dalam Penjelasan rumusan lengkapnya
adalah “negara yang berdasar atas hukum™) ke dalam
pasal dimaksudkan untuk memperteguh paham bahwa
Indonesia adalah negara hukum, baik dalam penyeleng-
garaan negara maupun kehidupan berbangsa dan
bermasyarakat.

Secara umum, dalam setiap negara yang menganut
paham negara hukum, kita melihat bekerjanya tiga
prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (supremacy of
law), kesetaraan di hadapan hukum (equality before the
law), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak
bertentangan dengan hukum (due process of law).
Dalam penjabaran selanjutnya, pada setiap negara
hukum akan terlihat ciri-ciri adanya:

1) jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia;
2) kekuasaan kehakiman atau peradilan yang
merdeka;
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3) legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa baik
pemerintah/negara maupun warga negara dalam
bertindak harus berdasar atas dan melalui hukum;

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 negara hukum
Indonesia mengenal juga adanya Pengadilan Tata
Usaha Negara (PTUN) sebagai salah satu lingkungan
peradilan di samping peradilan umum, peradilan militer
dan peradilan agama. Adanya PTUN sering juga
diterima sebagai salah satu ciri negara hukum.

Di dalam literatur memang dikenal juga adanya
ciri lain sebagai varian di dalam negara hukum, yakni
adanya peradilan tata usaha negara atau peradilan
administrasi negara’ (Administratief rechisspraak).
Namun ciri itu tidak selalu ada di negara hukum karena
amat bergantung pada tradisi yang
melatarbelakanginya. Ciri itu biasanya ada di negara
hukum dengan latar belakang tradisi Eropa Kontinental
dengan menggunakan istilah rechtsstaat. Di dalam
rechsstaat pelembagaan peradilan dibedakan dengan
adanya peradilan khusus administrasi negara karena
pihak yang menjadi subjek hukum berbeda
kedudukannya yakni pemerintah/pejabat tata usaha
negara melawan warga negara sebagai perseorangan
atau badan hukum privat. Namun di negara hukum
yang berlatar belakang tradisi Anglo Saxon yang negara
hukumnya menggunakan istilah the rule of law
peradilan khusus tata usaha negara pada umumnya tidak
dikenal sebab pandangan dasarnya semua orang
(pejabat atau bukan) berkedudukan sama di depan
hukum.
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Meskipun tidak sepenuhnya menganut paham
negara hukum dari Eropa Kontinental, karena warisan
sistem hukum Belanda, Indonesia menerima dan
melembagakan adanya peradilan tata usaha negara di
dalam sistem peradilannya. Sementara itu penggunaan
istilah rechisstaat dihapus dari Undang-Undang Dasar
kita sejalan dengan peniadaan unsur “Penjelasan”
setelah Undang-Undang Dasar negara kita itu dilakukan
empat kali perubahan. Istilah resmi yang dipakai
sekarang, seperti yang dimuat dalam pasal 1 ayat (3),
adalah “negara hukum” yang bisa menyerap substansi
rechisstaat dan the rule of law sekaligus. Unsur
konsepsi negara hukum yang berasal dari tradisi Anglo
Saxon (the rule of law) di dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terlihat dari
bunyi pasal 27 ayat (1) yang menegaskan bahwa
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di
dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung
hukum dan  pemerintahan itu  dengan tidak ada
kecualinva.”

Konsekuensi ketentuan itu adalah bahwa setiap
sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk
(warga negara dan orang asing) harus berdasarkan dan
sesuai dengan hukum. Ketentuan itu sekaligus
dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kesewenang-
wenangan dan arogansi kekuasaan, baik yang dilakukan
oleh alat negara maupun oleh penduduk.

Paham negara hukum sebagaimana tercantum
dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) terkait erat dengan
negara kesejahteraan (welfare stafe) atau paham negara
hukum materiil sesuai dengan bunyi alinea keempat

70

20998640_BK PANDUAN PEMASYARAKATAN UUD NRI THN 45_T-070



Pembukaan dan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pelaksanaan
paham negara hukum materiil akan mendukung dan
mempercepat terwujudnya negara kesejahteraan di
Indonesia.

2. Bab Majelis Permusyawaratan Rakyat

Bab tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri
dari dua pasal, yaitu Pasal 2 dengan tiga ayat dan Pasal 3.
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dilakukan terhadap ayat (1)
mengenai susunan keanggotaan MPR. Adapun ayat (2) dan
ayat (3) tetap tidak diubah dan terhadap Pasal 3 tanpa ayat
menjadi Pasal 3 dengan 3 (tiga) ayat, yaitu ayat (1), ayat
(2), dan ayat (3). Rumusan perubahannya sebagai berikut.

Rumusan perubahan:
Pasal 2

(1) Majelis Permusyvawaratan Rakyat terdiri atas anggota
Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwa-
kilan Daerah vang dipilih melalui pemilihan umum dan
diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Rumusan naskah asli:
Pasal 2

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan
utusan-utusan dari daerah-dacerah dan golongan-
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golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan
undang-undang.

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya
sekali dalam lima tahun di ibukota negara.

(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat
ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Perubahan Pasal 2 ayat (1) dilakukan melalui
pemungutan suara. Pada saat pemungutan suara, usul
perubahan Pasal 2 ayat (1) terdiri dari dua alternatif:

Alternatif 1:

Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota
Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan
Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum, ditambah
dengan utusan golongan yang dipilih oleh Dewan
Perwakilan Rakyat, yang selanjutnya diatur oleh undang-
undang.

Alternatif 2:

Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota
Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan
Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur le-
bih lanjut dengan undang-undang.

Setelah dilakukan pemungutan suara, ternyata 475 ang-
gota MPR memilih alternatif 2, sedangkan 122 anggota
MPR memilih alternatif 1, dan 3 anggota MPR memilih
abstain. Dengan demikian alternatif 2 disahkan sebagai
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Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Perubahan ketentuan mengenai susunan keanggotaan
MPR dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan
kedaulatan rakyat yang seluruh anggota MPR dipilih oleh
rakyat melalui pemilu. Selain itu, perubahan itu untuk
meningkatkan legitimasi MPR.

Dengan perubahan ketentuan tersebut, MPR terdiri atas
anggota DPR dan anggota DPD yang semuanya dipilih oleh
rakyat dalam pemilu. Ketentuan itu sesuai dengan prinsip
demokrasi perwakilan yaitu “perwakilan atas dasar
pemilihan™ (representation by election). Ketentuan itu juga
menjelaskan bahwa MPR terdiri atas anggota DPR dan
anggota DPD. bukan lembaga DPR dan lembaga DPD.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 terhadap Pasal 3 terdiri atas tiga
ayat. Pada Perubahan Ketiga (tahun 2001) diputuskan ayat
(1), ayat (3), dan ayat (4). Adapun ayat (2) yang terdiri atas
dua alternatif diputuskan pada Perubahan Keempat (tahun
2002) yakni tidak perlu ayat (2). Akibatnya penomoran
ayat-ayat pada Pasal 3 hasil Perubahan Ketiga yang semula
avat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah menjadi ayat (1), ayat
(2), dan ayat (3) pada Perubahan Keempat (tahun 2002).

Perubahan Pasal 3 mengenai wewenang Majelis
Permusyawaratan Rakyat tersebut dinyatakan dengan
rumusan sebagai berikut.
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Rumusan perubahan
Pasal 3

(1) Majelis Permusyawaratan Rakvat berwenang meng-
ubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyvat melantik Presiden
dan/atau Wakil Presiden.

(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanva dapat mem-
berhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam
masa jabatannyva menurut Undang-Undang Dasar.

Rumusan naskah asli

Pasal 3

Majelis ~ Permusyawaratan — Rakyat — menetapkan
Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada
haluan negara.

Ketentuan itu dirumuskan untuk melakukan penataan
ulang sistem ketatanegaraan kita agar dapat diwujudkan
secara optimal sistem ketatanegaraan negara Indonesia yang
menganut  sistem  saling mengawasi dan  saling
mengimbangi antarlembaga negara dalam kedudukan yang
setara, dalam hal ini antara MPR dan lembaga negara
lainnya seperti Presiden dan DPR.

Dengan ketentuan baru ini secara teoretis berarti
terjadi perubahan fundamental dalam sistem ketatanegaraan
kita, yaitu dari sistem yang vertikal hierarkis dengan prinsip
supremasi MPR menjadi sistem yang horizontal-fungsional
dengan prinsip saling mengimbangi dan saling mengawasi
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antarlembaga negara. Dengan perubahan itu, MPR tidak
lagi menetapkan garis-garis besar haluan negara, baik yang
berbentuk GBHN maupun berupa peraturan perundang-
undangan, serta tidak lagi memilih dan mengangkat Presi-
den dan Wakil Presiden. Hal ini berkaitan dengan
perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang menganut sistem pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat
yang memiliki program yang ditawarkan langsung kepada
rakyat. Jika calon Presiden dan Wakil Presiden itu menang
maka program itu menjadi program pemerintah selama lima
tahun. Berkaitan dengan hal 1tu, wewenang MPR adalah
melantik Presiden atau Wakil Presiden yang dipilih secara
langsung oleh rakyat. Dalam hal ini MPR tidak boleh tidak
melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sudah
terpilih.

Dengan adanya perubahan Pasal 3 Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR mem-
punyal tiga wewenang, yaitu.

1) mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar;

2) melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden;

3) memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden
dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang
Dasar.

Kewenangan MPR lainnya diatur pula dalam Pasal 8
ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 tentang pengisian lowong-
an jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara bersama-
sama ataupun bilamana Wakil Presiden berhalangan tetap.
Dengan demikian, kewenangan MPR itu ada lima, yaitu:
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1) mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar;

2) melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden;

3) memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden
dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang
Dasar;

4) memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan
oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil
Presiden dalam masa jabatannya;

5) memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila
keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa
jabatannya, dari dua pasangan calon Presiden dan calon
Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau
gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden
dan calon Wakil Presidennya meraih suara terbanyak
pertama dan kedua dalam pemilihan umum
sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.

Bentuk pengaturan lebih lanjut tentang MPR
sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar adalah
ditetapkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009
tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD; dan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu anggota DPR, DPD,
dan DPRD sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. | Tahun 2009
Tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 2008 Tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah menjadi Undang-Undang.
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3. Bab Kekuasaan Pemerintahan Negara

Sebelum  perubahan, Bab tentang Kekuasaan
Pemerintahan Negara terdiri atas dua belas pasal, vaitu
Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10,
Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15. Setelah
perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia  Tahun 1945 Bab tentang Kekuasaan
Pemerintahan Negara menjadi tujuh belas pasal yaitu Pasal
4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7. Pasal 7A, Pasal 7B,
Pasal 7C, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12,
Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16.

Pada Perubahan Pertama (tahun 1999) diputuskan
perubahan Pasal 5 ayat (1) , Pasal 7, Pasal 9 ayat (1) dan
ayat (2), Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (1)
dan ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3), Pasal
20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 21.

Pada Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (tahun 2001)
diputuskan sebanyak delapan pasal, yaitu Pasal 6, Pasal 6A,
Pasal 7B, Pasal 7C, Pasal 8, Pasal 11, dan Pasal 17.

Pada Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945  diputuskan
sebanyak empat pasal, yaitu Pasal 6A ayat (4), Pasal 8 ayat
(3), Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 16.

Uraian perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 vyang tercakup dalam
materi pokok Bab tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara
sebagai berikut.
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a. Pemegang kekuasaan pemerintahan (TETAP)

Rumusan pasal ini sebagai berikut:

Pasal 4
(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan
pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu
oleh satu orang Wakil Presiden.

b. Kekuasaan membentuk undang-undang

Perubahan  Undang-Undang Dasar  Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai kekuasaan
membentuk undang-undang yang diatur dalam Pasal 5
ayat (1) dan ayat (2) dilakukan hanya terhadap ayat (1)
dengan rumusan sebagai berikut.

Rumusan perubahan

Pasal 5
(1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-
undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Rumusan naskah asli

Pasal 5
(1) Presiden memegang kekuasaan membentuk un-
dang-undang dengan persetujuan Dewan Perwa-

kilan Rakyat.

2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk
menjalankan undang-undang sebagaimana
mestinya.

Perubahan Pasal 5 ayat (1) dimaksudkan untuk
meneguhkan kedudukan dan peranan DPR sebagai lem-
baga legislatif yang memegang kekuasaan legislatif
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(membentuk undang-undang) sebagaimana tercantum
pada Pasal 20 ayat (1) hasil Perubahan Pertama, dan
Presiden yvang memegang kekuasaan eksekutif (men-
jalankan undang-undang) tetap diberi hak untuk meng-
ajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR
[Pasal 5 ayat (1) hasil Perubahan Pertamal.

Perubahan pasal ini memindahkan titik berat
kekuasaan legislasi nasional yang semula berada di
tangan Presiden, beralih ke tangan DPR. Pemberdayaan
DPR tidak menyebabkan DPR lebih kuat dibandingkan
Presiden karena kedua lembaga tersebut berada dalam
kedudukan yang seimbang/setara.

Berkaitan dengan kekuasaan legislatif’ itu, dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 antara lain diatur lewat ketentuan bahwa
Presiden dan DPR mempunyai wewenang yang sama
untuk membahas setiap rancangan undang-undang
untuk kemudian disetujui bersama [Pasal 20 ayat (2)
hasil Perubahan Pertama]. Anggota DPR diberi hak
untuk mengajukan usul rancangan undang-undang
(Pasal 21 hasil Perubahan Pertama), dan Presiden
mempunyai hak untuk menetapkan peraturan peme-
rintah menetapkan menjalankan undang-undang [Pasal
5 ayat (2)] serta peraturan pemerintah sebagai
pengganti undang-undang [Pasal 22 ayat (1)]. Selain itu
DPR mempunyai hak melakukan pengawasan terhadap
presiden/pemerintah sebagai salah satu ciri sistem
presidensial yang kita anut [Pasal 20A ayat (1)].
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c¢. Persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden

Perubahan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) mengenai
Persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan
rumusan sebagai berikut.

Rumusan perubahan:

Pasal 6
(1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus
seorang  warga  negara  Indonesia  sejak
kelahirannya dan  tidak  pernah  menerima
kewarganegaraan  lain  karena  kehendaknya
sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, seria
mampu  secara rohani dan jasmani  untuk
melaksanakan tugas dan kewajiban  sebagai

Presiden dan Wakil Presiden.

(2) Syarat-syaral untuk menjadi Presiden dan Wakil
Presiden diatur lebih  lanjut  dengan undang-
undang.

Rumusan naskah asli:

Pasal 6
(1) Presiden ialah orang Indonesia asli.
(2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang
terbanyak.

Perubahan ketentuan mengenai persyaratan calon
Presiden dan calon Wakil Presiden dimaksudkan untuk
mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan
tuntutan zaman. Untuk itu persyaratan yang ada
sebelumnya dalam Undang-Undang Dasar Negara
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Republik Indonesia Tahun 1945 (“orang Indonesia
asli”) diubah agar sesuai dengan perkembangan
masyarakat yang makin demokratis, egaliter, dan
berdasarkan rule of law yang salah satu cirinya adalah
pengakuan kesederajatan di depan hukum bagi setiap
warga negara.

Rumusan itu konsisten dengan paham kebangsaan
Indonesia yang berdasarkan kebersamaan dengan tidak
membedakan warga negara atas dasar keturunan, ras,
dan agama. Kecuali itu, dalam perubahan ini juga
terkandung kemauan politik untuk lebih memantapkan
ikatan kebangsaan Indonesia.

Berbagai persyaratan untuk menjadi Presiden dan
Wakil Presiden sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 6
ayat (1) dimaksudkan agar siapa pun warga negara
yang terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden
dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
secara optimal. Penyempurnaan persyaratan itu
mengingat kedudukan dan peranan Presiden dan Wakil
Presiden sangat penting dalam penyelenggaraan negara
(sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial yang
dianut negara Indonesia) sehingga diperlukan adanya
persyaratan yang ketat.

d. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Secara
Langsung

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden secara langsung tercantum
dalam Pasal 6A avat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan

81

20998640_BK PANDUAN PEMASYARAKATAN UUD NRI THN 45_T-081



ayat (5.). Pada Perubahan Ketiga (tahun 2001)
diputuskan empat ayat, yaitu ayat (1), ayat (2), ayat (3),
dan ayat (5). sedangkan ayat (4) diputuskan dalam
Perubahan Keempat (tahun 2002). Rumusan perubahan
sebagai berikut.

Pasal 6A

(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu
pasangan secara langsung oleh rakvat.

(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden
diusulkan oleh partai politik atau gabungan pariai
politik  peserta  pemilihan — umum  sebelum
pelaksanaan pemilihan umum.

(3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang
mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen
dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan
sedikitnya dua puluh  persen suara di setiap
provinsi yang tersebar di lebih dari setengah
Jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi
Presiden dan Wakil Presiden.

(4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan
Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang
memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua
dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara
langsung dan pasangan vang memperoleh suarva
rakyat terbanvak dilantik sebagai Presiden dan
Wakil Presiden.

(5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-
undang.

Sejalan  dengan kesepakatan untuk memper-
tahankan (dalam arti lebih mempertegas) sistem
pemerintahan presidensial, maka Presiden (dan Wakil
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Presiden) haruslah memiliki legitimasi yang kuat.
Legitimasi yang kuat itu hanya bisa diperoleh jika
Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung
oleh rakyat. Dalam sistem presidensial, setidak-
tidaknya, akan terdapat ciri-ciri

1) adanya masa jabatan Presiden yang bersifat pasti
(fixed term);

2) Presiden di samping sebagai kepala negara,
sekaligus sebagai kepala pemerintahan:

3) adanya mekanisme saling mengawasi dan saling
mengimbangi;

4) adanya mekanisme impeachment.

Perubahan ketentuan mengenai pemilihan Presiden
dan Wakil Presiden yang semula dilakukan oleh MPR
dan sekarang dilakukan rakyat secara langsung juga
didasarkan pemikiran untuk mengejawantahkan paham
kedaulatan rakyat. Di samping itu, pemilihan Presiden
dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat,
menjadikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih
mempunyai legitimasi yang lebih kuat. Jadi. adanya
ketentuan  tersebut berarti memperkuat  sistem
pemerintahan presidensial yang kita anut dengan salah
satu cirinya adalah adanya periode masa jabatan yang
pasti (fixed term) dari Presiden dan Wakil Presiden,
dalam hal ini masa jabatan Presiden dan Wakil
Presiden Indonesia lima tahun. Dengan demikian,
Presiden dan Wakil Presiden terpilih tidak dapat
dijatuhkan dalam masa jabatannya kecuali melanggar
hukum berdasar hal-hal yang tercantum dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
melalui suatu prosedur konstitusional, yang populer
disebut impeachment. Khusus mengenai impeachment,
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sesungguhnya merupakan suatu pengecualian, yaitu
jika Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan
pelanggaran hukum yang ditentukan dalam Undang-
Undang Dasar. Di sini sekali lagi terlihat konsistensi
penerapan paham negara hukum, yaitu bahwa tidak ada
pengecualian penerapan hukum, bahkan terhadap
Presiden sekalipun.

Calon Presiden dan calon Wakil Presiden di-
usulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik
dimaksudkan untuk mewujudkan fungsi partai politik
sebagai pemersatu bangsa yang menyerap dan
memperjuangkan aspirasi rakyat mengenai calon
Presiden dan calon Wakil Presiden. Dengan demikian,
para calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang
diajukan partai-partai politik merupakan kristalisasi
dari aspirasi rakyat.

Selain adanya ketentuan diusulkan oleh sebuah
partai politik, calon Presiden dan Wakil Presiden juga
dapat diusulkan oleh gabungan partai politik peserta
pemilu dimaksudkan untuk membangun kesepahaman,
kebersamaan, dan kesatuan di kalangan partai-partai
politik dalam melakukan perjuangan politik. Hal itu
diharapkan dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan
bangsa Indonesia vang majemuk dalam melaksanakan
demokrasi atau kedaulatan rakyat.

Ketentuan bahwa calon Presiden dan calon Wakil
Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan
partai politik tersebut menyebabkan tidak tertutup
peluang munculnya calon Presiden dan calon Wakil
Presiden dari kalangan non partai politik. Hanya saja,
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calon dari kalangan non partai itu dapat diusulkan
menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden jika
melalul dan diusulkan oleh partai politik atau gabungan
partai politik.

Dalam ketentuan Pasal 6A ayat (3) diatur me-
ngenai perolehan suara minimal yang harus diraih
pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden
untuk terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Pertimbangan adanya ketentuan ini adalah untuk
menyesuaikan dengan realitas bangsa Indonesia yang
sangat majemuk, baik dari segi suku, agama, ras,
budaya, dan domisili karena persebaran penduduk tidak
merata di seluruh wilayah negara yang terdiri atas
pulau-pulau. Dengan demikian Presiden dan Wakil
Presiden Republik Indonesia adalah pilihan mayoritas
rakyat Indonesia secara relatif yang tersebar di hampir
semua wilayah. Hal itu sebagai wujud bahwa figur
Presiden dan Wakil Presiden selain sebagai pimpinan
penyelenggara pemerintahan, juga merupakan simbol
persatuan nasional.

Pasal 6A ayat (4) merupakan ketentuan lanjutan
untuk melengkapi ketentuan Pasal 6A ayat (3) hasil
Perubahan Ketiga (tahun 2001) yang mengatur proses
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara lang-
sung. Ketentuan Pasal 6A ayat (4) ini merupakan jalan
keluar (escape clausule) untuk mengantisipasi jika
dalam pemilu tidak ada pasangan calon Presiden dan
Wakil Presiden yang memenuhi perolehan suara yang
disyaratkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6A

ayat (3).
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e. Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil
Presiden

Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil
Presiden diatur dalam satu pasal di dalam Perubahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, yaitu Pasal 7 dengan rumusan sebagai
berikut.

Rumusan perubahan:

Pasal 7
Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan
selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih
kembali dalam jabatan yang sama, hanva untuk satu kali
masa jabatan.

Rumusan naskah asli:

Pasal 7
Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya
selama masa lima tahun, dan sesudahnyva dapat dipilih
kembali.

Perubahan pasal ini dilatarbelakangi oleh praktik
ketatanegaraan kita selama berpuluh-puluh tahun tidak
pernah mengalami pergantian presiden. Terjadinya hal
tersebut disebabkan oleh rumusan Pasal 7 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
sebelum diubah yang memang menimbulkan tafsiran
yang beragam, antara pendapat yang menyatakan
bahwa presiden dapat menjabat berkali-kali dan
pendapat yang menyatakan bahwa presiden hanya
dapat menjabat dua kali.
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Belajar dari pengalaman praktik ketatanegaraan
tersebut, dilakukan perubahan sehingga dengan
rumusan Pasal 7 itu, periode masa jabatan Presiden dan
Wakil Presiden sudah ditentukan dan dibatasi, yakni
bisa dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan.
Dengan demikian, Presiden atau Wakil Presiden hanya
dapat menjabat maksimal dua kali masa jabatan.

f. Alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil
Presiden dalam masa jabatannya

Perubahan  Undang-Undang  Dasar  Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai alasan
pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam
masa jabatannya. Pengaturan mengenai hal itu diatur
dalam ketentuan Pasal 7A. Rumusannya sebagai
berikut.

Pasal 74

Presiden  dan/atau  Wakil — Presiden  dapat
diberhentikan dalam masa jabatannva oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan
Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan
pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap
negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat
lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti
tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau
Wakil Presiden.

Sebelum  perubahan, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 belum memuat
ketentuan yang mengatur pemberhentian Presiden
dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
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Tahun 1945 hanya mengatur hal itu di dalam
Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 bahwa DPR mengusulkan
sidang istimewa MPR dan MPR meminta pertanggung-
jawaban Presiden. Hal itu di samping bertentangan
dengan sistem presidensial juga membuka peluang
terjadinya ketegangan dan krisis politik dan kenegaraan
selama masa jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden,
seperti yang kerap kali terjadi dalam prakiik
ketatanegaraan kita. Praktik ketatanegaraan seperti itu
lebih merupakan pelaksanaan sebuah sistem peme-
rintahan parlementer yang tidak dianut negara kita.

Untuk itu, perubahan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat
ketentuan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil
Presiden dalam masa jabatannya (impeachment) yang
didasarkan pada alasan hukum ataupun alasan lain,
yang tidak bersitat politik dan multitafsir seperti yang
terjadi pada era sebelumnya. Dengan adanya rumusan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang secara tegas dan jelas mengatur
mengenai impeachment, hanya atas alasan yang ter-
cantum dalam ketentuan Pasal 7A saja, seorang
Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan
dalam masa jabatannya. Itu pun hanya dapat dilakukan
setelah melalui  proses konstitusional — melalui
Mahkamah Konstitusi (MK) dan DPR.

Peran MK menegaskan bekerjanya prinsip negara
hukum. Putusan MK merupakan putusan hukum yang

didasarkan pada pertimbangan hukum semata. Posisi
putusan MK menjadi rujukan/acuan bagi DPR
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mengenai apakah usul pemberhentian Presiden dan/atau
Wakil Presiden tersebut diteruskan atau dihentikan.

g. Prosedur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil
Presiden dalam masa jabatannya

Prosedur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil
Presiden dalam masa jabatannya sebagaimana
ketentuan Pasal 7A diatur dalam ketentuan Pasal 7B
yang terdiri atas tujuh ayat, yaitu ayat (1), ayat (2), ayat
(3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) dengan
rumusan sebagai berikut,

Pasal 7B

(1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil
Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan
Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyal
hanva dengan terlebih  dahulu  mengajukan
permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk
memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat
Dewan  Perwakilan Rakyat  bahwa  Presiden
dan/atau  Wakil ~ Presiden telah  melakukan
pelanggaran  hukum  berupa  pengkhianatan
terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak
pidana berat lainnya, atau perbuatan ftercela;
dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil
Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai
Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Ketentuan itu dilatarbelakangi oleh kehendak
untuk melaksanakan prinsip saling mengawasi dan
saling mengimbangi antarlembaga negara (DPR,
Presiden, dan MK) serta paham mengenai negara
hukum. Sesuai dengan bidang kekuasaannya, sebagai
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lembaga perwakilan, DPR mengusulkan pemberhentian
Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa
jabatannya. Usul pemberhentian 1tu merupakan
pelaksanaan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh
DPR. MK menjalankan proses hukum tersebut atas usul
pemberhentian tersebut dengan cara memeriksa,
mengadili, dan memutus pendapat DPR.

Pasal 7B
(2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa
Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan
pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak
lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau
Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan
fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.

Ketentuan itu dilatarbelakangi oleh sistem keta-
tanegaraan kita yang menempatkan DPR dan Presiden
dalam kedudukan yang setara/seimbang. Oleh karena
itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 menetapkan bahwa Presiden tidak dapat
membubarkan DPR dan DPR tidak dapat menjatuhkan
Presiden. Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu
fungsi DPR adalah fungsi pengawasan terhadap Pre-
siden (dan Wakil Presiden serta pemerintah secara
umum). Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan
tersebut, DPR dapat berpendapat bahwa Presiden
dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan
pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, dan/atau
tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau
Wakil Presiden.

Atas pendapatnya tersebut, DPR dapat mengajukan
usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden

90

20998640_BK PANDUAN PEMASYARAKATAN UUD NRI THN 45_T-090



kepada MPR sebagai lembaga negara yang berwenang
memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden
dalam masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 3
ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Karena kedudukan DPR sejajar/seimbang dengan
kedudukan Presiden sehingga keduanya tidak dapat
saling menjatuhkan, DPR tidak memproses dan tidak
mengambil putusan terhadap pendapatnya sendiri. Oleh
karena itu, DPR mengajukannya kepada MK untuk
memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat yang
berisi dugaan DPR itu. Jika putusan MK menyatakan
Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan
pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, dan/atau
terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden
dan/atau  Wakil Presiden, DPR meneruskan usul
pemberhentian ke MPR.

Ketentuan itu juga merupakan salah satu pe-
laksanaan prinsip saling mengawasi dan saling
mengimbangi antarlembaga negara, khususnya antara
DPR, MK, dan MPR sesuai dengan kedudukan dan
wewenangnya yang berbeda.

Pasal 7B

(3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat
kepada Mahkamah Konstitusi  hanyva dapat
dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya
2/3 dari jumlah anggoia Dewan Perwakilan
Rakyat vang hadir dalam sidang paripurna vang
dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah
anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

91

20998640_BK PANDUAN PEMASYARAKATAN UUD NRI THN 45_T-091



(4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili,
dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap
pendapat  Dewan Perwakilan Rakyat tersebut
paling lama sembilan puluh  hari  setelah
permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima
oleh Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan kuorum dan jumlah minimal dukungan
anggota DPR itu dimaksudkan agar pendapat DPR
merupakan pendapat yang didukung oleh mayoritas
anggota DPR.

Adapun jangka waktu yang disebut secara tegas
dalam ketentuan Pasal 7B ayat (4) dimaksudkan untuk
memberikan kepastian waktu sekaligus batas waktu
(deadline) kepada MK. Ketentuan itu dimaksudkan
untuk menghindarkan berlarut-larutnya proses pember-
hentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa
jabatannya yang akan dapat meningkatkan ketegangan
situasi politik nasional.

Pasal 7B

(5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa
Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melaku-
kan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan
terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak
pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela;
dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil
Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai
Presiden dan/atau  Wakil  Presiden, Dewan
Perwakilan Rakyat menvelenggarakan sidang
paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian
Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis
Permusyawaratan Rakyat.
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Ketentuan itu menunjukkan diterapkannya paham
negara hukum sehingga hanya atas putusan MK, DPR
dapat melanjutkan upaya pemberhentian Presiden
dan/atau  Wakil Presiden dalam masa jabatannya
dengan cara menyelenggarakan sidang paripurna untuk
meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau
Wakil Presiden kepada MPR.

Pasal 7B

(6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menye-
lenggarakan  sidang untuk memutuskan usul
Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat
tiga puluh hari sejak Majelis Permusyvawaratan
Rakyat menerima usul tersebut.

(7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyai atas
usul pemberhentian Presiden dan/atau  Wakil
Presiden harus diambil dalam rapat paripurna
Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri
oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota
dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari
Jjumlah anggota vang hadir, setelah Presiden
dan/atau  Wakil Presiden diberi kesempatan
menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna
Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Adanya ketentuan mengenai jangka waktu yang
disebut secara tegas dalam Ketentuan Pasal 7B ayat (6)
dimaksudkan untuk memberikan kepastian waktu seka-
ligus  batas  waktu  kepada ~ MPR  untuk
menyelenggarakan sidang guna membahas usul pem-
berhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh DPR.
Ketentuan itu menghindarkan berlarut-larutnya proses
pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam
masa jabatannya yang dapat meningkatkan ketegangan
situasi politik nasional.
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Ketentuan kuorum sebanyak tiga perempat dari
jumlah anggota MPR harus hadir dan disetujui oleh
sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota
MPR yang hadir dalam mengambil putusan terhadap
usul DPR tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan
putusan yang didukung suara terbanyak.

Rapat Paripurna MPR dapat memutuskan mem-
berhentikan atau tidak diberhentikan Presiden dan/atau
Wakil Presiden dari jabatannya. Proses itu merupakan
bagian dari ketentuan hukum yang diatur dalam Un-
dang-Undang Dasar.

Ketentuan Pasal 7B yang mengatur pemberhentian
Presiden dan/atau Wakil Presiden dilakukan melalui
tahapan yang jelas dan tegas yang dilakukan tiga
lembaga negara, yaitu DPR, MK, dan MPR.

Walaupun dipilih oleh rakyat untuk memimpin dan
memegang kekuasaan pemerintahan negara, sebagai
manusia Presiden dan/atau Wakil Presiden bisa saja
melakukan kesalahan atau pelanggaran hukum yang
merusak sendi-sendi hidup bernegara dan mencederai
hukum. Oleh sebab itu, Presiden dan/atau Wakil
Presiden bisa diberhentikan dalam masa jabatannya
dengan alasan tertentu yang disebutkan secara limitatif
di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, yakni melalui proses politik
(dengan adanya pendapat DPR dan keputusan
pemberhentian MPR) dan melalui proses hukum
(dengan cara Mahkamah Konstitusi memeriksa,
mengadili, dan memutus pendapat DPR).
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Perbuatan pelanggaran hukum yang secara limitatif
dijadikan alasan untuk memberhentikan Presiden
dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimuat dalam
pasal 7B ayat (1) adalah pengkhianatan terhadap
negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat
lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi
memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil
Presiden.

Berdasarkan muatan berbagai konstitusi di banyak
negara, pemberhentian Presiden dan/atau Wakil
Presiden dapat dilakukan melalui proses dan keputusan
politik (impeachment) atau melalui proses dan putusan
hakim di  pengadilan  (forum  previlegiatum).
Pemberhentian melalui  impeachment dimaksudkan
bahwa pemberhentian Presiden dan/atau Wakil
Presiden dilakukan dengan mekanisme dan syarat-
syarat tertentu oleh lembaga perwakilan rakyat,
sedangkan pemberhentian melalui forum previlegiatum
dimaksudkan bahwa pemberhentian Presiden dan/atau
Wakil Presiden melalui proses hukum dan putusan
pengadilan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, pemberhentian
Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dilakukan
dengan proses impeachment oleh MPR jika proses
hukum (forum previlegiatum) telah ditempuh melalui
Mahkamah Konstitusi, vyang sebelumnya harus
didahului dengan pernyataan pendapat oleh DPR
bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah
melakukan pelanggaran hukum. Dengan demikian,
proses pemberhentian Presiden dan/atau  Wakil
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Presiden dalam masa jabatannya haruslah melalui tiga
tahap. Pertama, pernyataan pendapat dari DPR bahwa
Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan
pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam pasal 7B
ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, adanya
putusan Mahkamah Konstitusi bahwa pendapat DPR
tersebut terbukti benar. Ketiga, pemberhentian oleh
MPR jika MPR berketetapan bahwa pelanggaran yang
dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden itu
layak dijatuhi hukuman pemberhentian. Jadi, MPR
tidak harus memberhentikan Presiden dan/atau Wakil
Presiden meskipun putusan Mahkamah Konstitusi
membenarkan pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau
Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum
tertentu menurut konstitusi.

Tahapan-tahapan tersebut membuktikan bahwa
dalam memberhentikan Presiden dan/atau Wakil
Presiden yang masih dalam jabatannya, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
berpijak pada paham negara demokrasi seperti diatur
dalam Pasal 1 ayat (2) dan berpijak pada paham negara
hukum seperti diatur dalam pasal 1 ayat (3). Penerapan
paham demokrasi dilakukan melalui  pernyataan
pendapat lebih dahulu oleh DPR dan pemberhentian
oleh MPR, yang merupakan lembaga perwakilan
dengan fungsi yang berbeda. Penerapan paham negara
hukum dilakukan melalui forum previlegiatum, yakni
dengan pemeriksaan, pengadilan, dan putusan oleh
Mahkamah Konstitusi sebagai pemegang kekuasaan
kehakiman sebelum MPR benar-benar memberhentikan
Presiden dan/atau Wakil Presiden. Di sinilah terletak
perpaduan penerapan antara paham demokrasi dan
paham negara hukum.
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h. Presiden tidak dapat membekukan dan/atau
membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat

Perubahan  Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai larangan
pembekuan dan/atau pembubaran DPR oleh Presiden
tercantum dalam Pasal 7C dengan rumusan sebagai
berikut.

Pasal 7C
Presiden  tidak dapat  membekukan  dan/atau

membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mewujudkan
keseimbangan politis bahwa DPR tidak dapat mem-
berhentikan Presiden, kecuali mengikuti ketentuan
Pasal 7A (ketentuan ini diangkat dari Penjelasan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945) dan Presiden juga tidak dapat
membekukan DPR. Ketentuan itu juga dimaksudkan
untuk melindungi keberadaan DPR sebagai salah satu
lembaga negara yang mencerminkan kedaulatan rakyat
sckaligus meneguhkan kedudukan yang setara antara
Presiden dan DPR yang sama-sama memperoleh legi-

timasi langsung dari rakyat.

Dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan
larangan pembekuan dan/atau pembubaran DPR, pada
masa yang akan datang tidak boleh terjadi peristiwa
pembekuan dan/atau pembubaran DPR oleh Presiden.
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i. Pengaturan apabila Presiden mangkat, berhenti,
diberhentikan atau tidak dapat melakukan
kewajibannya dalam masa jabatannya

Sebelum diubah, ketentuan apabila Presiden mang-
kat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan
kewajibannya dalam masa jabatannya terdiri atas satu
pasal, yaitu Pasal 8 (tanpa ayat). Setelah perubahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 menjadi tetap satu pasal, yaitu Pasal 8
dengan 3 (tiga) ayat, yaitu ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3). Pada Perubahan Kedua (tahun 2000) diputuskan
dua ayat, yaitu ayat (1) dan ayat (2), sedangkan ayat (3)
diputuskan untuk dibahas pada Perubahan Keempat
(tahun 2002). Rumusan perubahan sebagai berikut.

Rumusan perubahan:

Pasal 8

(1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan,
atau tidak dapat melakukan kewajibannyva dalam
masa jabatannyva, ia digantikan oleh  Wakil
Presiden sampai habis masa jabatannya.

(2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden,
selambat-lambatnya dalam wakiu enam puluh
hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menye-
lenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden
dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

Rumusan naskah asli:

Pasal 8
Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat
melakukan kewajibannva dalam masa jabatannva, ia
diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya.
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Perubahan ketentuan Pasal 8 dirumuskan untuk
mengatur apabila terjadi kekosongan Presiden, Wakil
Presiden [ayat (1) dan ayat (2)] dalam waktu yang
berbeda, serta kekosongan Presiden dan Wakil Presiden
dalam waktu bersamaan [ayat (3)]. Adanya perubahan
ketentuan Pasal 8 tersebut dimaksudkan untuk
memperjelas dan mempertegas solusi konstitusional
untuk  menghindarkan bangsa dan negara dari
kemungkinan terjadinya krisis politik-kenegaraan
akibat kekosongan jabatan Presiden dan/atau Wakil
Presiden, baik secara sendiri-sendiri maupun secara
bersamaan.

Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan,
atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa
jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai
habis masa jabatannya. Rumusan itu merupakan hal
otomatis karena Wakil Presiden secara konstitusional
harus tampil sebagai pengganti Presiden. Hal tersebut
merupakan pengembangan dari rumusan Pasal 8
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (lama).

Ayat (2) ini menyebabkan bertambahnya tugas
MPR selain tersebut dalam Pasal 3 Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Pasal 8 ayat (1) terdapat penambahan faktor
penyebab penggantian Presiden oleh Wakil Presiden
dalam masa jabatannya dari rumusan Pasal 8 sebelum
diubah, yaitu diberhentikan. Kata diberhentikan itu
dirumuskan dalam upaya konstitusional yang datang
dari luar diri Presiden dan/atau Wakil Presiden, yaitu
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oleh tiga lembaga negara (DPR, MK, dan MPR)
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7A dan 7B.

Adapun ketentuan Pasal 8 ayat (2) yang mengatur
tentang pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong
oleh MPR dengan memilih Wakil Presiden dari dua
calon yang diusulkan oleh Presiden, terkait erat dengan
ketentuan Pasal 6A. Dua calon Wakil Presiden yang
akan mengisi jabatan Wakil Presiden yang kosong
diajukan oleh Presiden sebagai konsekuensi logis dari
ketentuan bahwa Presiden dan Wakil Presiden
merupakan pasangan. Sehingga jika terjadi kekosongan
Wakil Presiden yang menjadi pasangan Presiden,
Presiden diberi hak oleh Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 mengajukan dua calon
Wakil Presiden ke MPR.

Adanya ketentuan bahwa calon Wakil Presiden
yang diusulkan sebanyak dua orang calon. bukan se-
orang calon, dimaksudkan agar MPR dapat mempunyai
alternatif dalam mengambil putusan sekaligus terhindar
dari keharusan untuk menerima begitu saja usul
Presiden dan agar terjaga konstelasi dan stabilitas po-
litik selama sisa masa jabatan Presiden.

Ketentuan mengenal pengaturan Presiden dan
Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau
tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabat-
annya yang telah diputuskan dalam Perubahan Ketiga
(tahun 2001) yaitu dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)
dilengkapi dengan ayat (3) hasil Perubahan Keempat
(tahun 2002) dengan rumusan sebagai berikut:
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Pasal 8
(3) Jika Presiden dan Wakil Presiden wmangkat,
berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat
melakukan kewajibannyva dalam masa jabatannya
secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan
adalah  Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam
Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-
sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah
itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat
menyvelengearakan sidang untuk memilih
Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan
calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan
oleh partai politik atau gabungan partai politik
vang pasangan calon Presiden dan  Wakil
Presidennyva meraih suara terbanyak pertama dan
kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai

berakhir masa jabatannya.

Adanya ketentuan Pasal 8 ayat (3) dimaksudkan
agar apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat,
berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan
kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersa-
maan, telah ada solusi konstitusional yang ditentukan
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Dengan adanya ketentuan itu
diharapkan tidak timbul krisis ketatanegaraan yang ber-
kepanjangan.

Kendatipun yang memilih Presiden dan Wakil
Presiden dalam hal Presiden dan Wakil Presiden ber-
halangan tetap secara bersamaan adalah MPR, sesung-
guhnya esensi pemilihan langsung tidaklah hilang
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karena MPR tidak boleh memilih Presiden dan Wakil
Presiden di luar hasil pemilu sebelumnya. yaitu
pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden
yang berasal dari partai politik atau gabungan partai
politik yang memperoleh suara terbanyak pertama dan
kedua pada pemilu tersebut. Presiden dan Wakil
Presiden yang terpilih menurut ketentuan Pasal 8 ayat
(3) ini masa jabatannya adalah terbatas pada sisa masa
jabatan yang ditinggalkan oleh Presiden dan Wakil
Presiden yang berhalangan tetap secara bersamaan itu.

Perubahan itu juga memberi kewenangan bagi
MPR selain yang disebutkan dalam Pasal 3 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

j- Sumpah/Janji Presiden dan/atau Wakil Presiden

Sebelum diubah ketentuan yang mengatur
sumpah/janji Presiden dan/atau Wakil Presiden diatur
dalam satu pasal, yaitu Pasal 9 tanpa ayat. Setelah
diubah, ketentuan itu menjadi Pasal 9 dengan dua ayat,
yaitu ayat (1) dan ayat (2). Rumusan perubahan sebagai
berikut.

Rumusan perubahan:

Pasal 9
(1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan
Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau
berjanji dengan sungguh-sungguh di  hadapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan
Perwakilan Rakyat sebagai berikut :
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Sumpah Presiden (Wakil Presiden) :

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi
kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil
Presiden Republik [ndonesia) dengan sebaik-
baiknya dan seadil-adilnva, memegang teguh
Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala
undang-undang dan peraturannya dengan selurus-
lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”

Janji Presiden (Wakil Presiden) :

“Sava berjanji dengan sungguh-sungguh akan
memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia
(Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan
sebaik-baiknya dan seadil-adilnva, memegang
teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan
segala undang-undang dan peraturannya dengan
selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan
Bangsa .

(2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan
Perwakilan Rakyvat tidak dapat  mengadakan
sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah
menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-
sungguh  di  hadapan  pimpinan  Majelis
Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh
Pimpinan Mahkamah Agung.

Rumusan naskah asli:

Pasal 9

Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan
Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau
berjanji dengan sungguh-sungeuh di  hadapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan
Perwakilan Rakyat sebagai berikut :
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Sumpah Presiden (Wakil Presiden) :

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi
kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil
Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baik-
nva dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-
Undang Dasar dan menjalankan segala undang-
undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnva
serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa ™.

Janji Presiden (Wakil Presiden) :

“Sayva berjanji dengan sungguh-sungguh akan
memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia
(Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan
sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang
teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan
segala undang-undang dan peraturannyva dengan
selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan
Bangsa”.

Perubahan yang dilakukan pada ketentuan pasal ini
adalah menambah satu ayat, vyakni ayat (2).
Penambahan ayat itu dimaksudkan untuk menghin-
darkan terjadinya problem ketatanegaraan apabila MPR
atau DPR karena satu dan lain hal tidak dapat
menyelenggarakan sidang, ketentuan Pasal 9 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
ditambah dengan memasukkan rumusan: Jika MPR
atau DPR tidak dapat mengadakan sidang maka
Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut
agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di
hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh
pimpinan MA.
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Dengan penambahan ayat (2) tersebut, naskah
sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden menjadi ayat

(1).

k. Kekuasaan Presiden atas Angkatan Darat, Angkatan
Laut, dan Angkatan Udara (TETAP)

Rumusan pasal ini sebagai berikut:
Pasal 10
Presiden memegang kekuasaan vang tertinggi atas
Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

I. Kekuasaan Presiden menyatakan perang, membuat
perdamaian dan perjanjian dengan negara lain

Untuk melengkapi Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3)
hasil Perubahan Ketiga (tahun 2001), pada Perubahan
Keempat (tahun 2002) diputuskan Pasal 11 ayat (1)
yang berasal dari Pasal 11 (lama) tanpa ayat.

Rumusan perubahan:
Pasal 11
(1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian
dan perjanjian dengan negara lain.
Rumusan naskah asli:
Pasal 11
Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat menvatakan perang, membual perdamaian dan

perjanjian dengan negara lain.

Substansi Pasal 11 ini tidak berubah, yang ber-
ubah hanya penomoran ayatnya.
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m. Kekuasaan  Presiden  membuat  perjanjian
internasional

Sebelum diubah, ketentuan mengenai kekuasaan
Presiden membuat perjanjian internasional tercantum
Pasal 11 tanpa ayat, setelah perubahan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menjadi satu pasal, yaitu Pasal 11 dengan tiga ayat,
yaitu ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Pada Perubahan
Ketiga (tahun 2001) diputuskan ayat (2) dan (3),
sedangkan ayat (1) yang merupakan Pasal 11 (lama)
diputuskan pada Perubahan Keempat (tahun 2002)
dengan mengubah penomoran, yakni, semula Pasal 11
menjadi Pasal 11 ayat (1). Rumusan perubahan sebagai
berikut.

Rumusan perubahan:

Pasal 11

(2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional
lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan
mendasar bagi  kehidupan rakyat yang terkait
dengan beban  keuangan negara, dan/atau
mengharuskan  perubahan atau  pembeniukan
undang-undang harus dengan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat.

(3) Ketentuan lebih  lanjut  tentang  perjanjian
internasional diatur dengan undang-undang.

Rumusan naskah asli:

Pasal 11
Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan
perjanjian dengan negara lain.
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Pasal 11 (naskah asli) dirumuskan dalam suasana
ketika perjanjian internasional yang ada pada saat itu
lebih banyak berbentuk perjanjian antarnegara, semen-
tara pada saat ini perjanjian internasional bukan hanya
berupa perjanjian antarnegara tetapi juga antara negara
dengan kelompok negara atau antara negara dengan
subjek hukum internasional lain yang bukan negara
atau badan-badan internasional, misalnya organisasi
internasional, Palang Merah Internasional, World Bank,
IMF, dan Tahta Suci, yang dapat membawa implikasi
yang luas di dalam negeri. Undang-undang dasar yang
modern harus mengakomodasi perkembangan tersebut.

Dari perspektif kedaulatan rakyat, perubahan Pasal
11 juga dimaksudkan untuk memperkuat kedudukan
DPR sebagai lembaga perwakilan dalam pelaksanaan
kekuasaan Presiden menyatakan perang, membuat
perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Dengan
adanya ketentuan itu maka kepentingan dan aspirasi
rakyat dapat diwujudkan melalui  keharusan
memperoleh persetujuan DPR apabila Presiden hendak
menyatakan perang, membuat perdamaian dan
perjanjian dengan negara lain. Presiden dicegah oleh
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 melakukan hal-hal tersebut sesuai dengan
kehendak dan keinginannya sendiri karena dampak
putusannya membawa akibat yang luas kepada kehi-
dupan negara dan kepentingan rakyat banyak.

Adanya ketentuan ini juga merupakan salah satu
pelaksanaan saling mengawasi dan saling mengimbangi
antarlembaga negara, yakni antara Presiden dan DPR.
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n.

0.

Keadaan bahaya (TETAP)

Rumusan pasal ini sebagai berikut.

Pasal 12
Presiden menvatakan keadaan bahava. Syarat-
svarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan
dengan undang-undang.

Pengangkatan duta dan konsul serta penerimaan
duta negara lain

Sebelum diubah, ketentuan tentang pengangkatan
duta dan konsul serta penerimaan duta negara lain
diatur dalam satu pasal, yaitu Pasal 13 dengan dua ayat.
yaitu avat (1) dan ayat (2). Setelah perubahan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menjadi tetap terdiri atas satu pasal, tetapi menjadi tiga
ayat, yaitu Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
Adapun Pasal 13 ayat (1) tetap. Rumusan perubahan
sebagai berikut.

Rumusan perubahan:

Pasal 13
(2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memper-
hatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
(3) Presiden menerima penempatan duta negara lain
dengan memperhatikan pertimbangan Dewan
Perwakilan Rakyat.

Rumusan naskah asli:

Pasal 13
(1) Presiden mengangkat duta dan konsul.
(2) Presiden menerima duta negara lain.
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Sebelum pasal tersebut diubah, Presiden sebagai
kepala negara ~mempunyai wewenang untuk
menentukan sendiri duta dan konsul serta menerima
duta negara lain. Duta besar yang diangkat oleh
Presiden merupakan wakil negara Indonesia di negara
tempat 1a ditugaskan. Kedudukan itu menyebabkan
duta besar mempunyai peranan penting dan
berpengaruh  dalam  menjalankan  tugas-tugas
kenegaraan yang menjadi wewenangnya.

Demikian pula duta negara lain yang mewakili
negaranya di Indonesia sangat penting bagi akurasi
informasi untuk kepentingan hubungan baik antara
kedua negara dan kedua bangsa.

Mengingat pentingnya hal tersebut, maka Presiden
dalam mengangkat dan menerima duta besar sebaiknya
diberikan pertimbangan oleh DPR. Pertimbangan DPR
tidak bersifat mengikat secara yuridis-formal, tetapi
perlu diperhatikan secara sosial-politis. Selain itu,
pertimbangan DPR dalam hal menerima duta asing juga
dimaksudkan agar pemerintah tidak disalahkan apabila
menolak duta asing yang diajukan oleh negara lain
karena telah ada pertimbangan DPR.

Selain 1tu, adanya pertimbangan DPR tersebut
dimaksudkan agar terjalin saling mengawasi dan saling
mengimbangi antara Presiden dan lembaga perwakilan
tersebut di mana mereka saling mengawasi dan saling
mengimbangi dalam hal pelaksanaan tugas-tugas kene-
garaan.
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p- Pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi

Sebelum diubah, ketentuan yang mengatur pem-
berian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi diatur
dalam satu pasal, yaitu Pasal 14 tanpa ayat. Setelah
perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 menjadi Pasal 14 dengan dua
ayat, yaitu ayat (1) dan ayat (2) dengan rumusan
sebagai berikut.

Rumusan perubahan:

Pasal 14
(1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan
memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
(2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan

memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan
Rakyat.

Rumusan naskah asli:

Pasal 14
Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan
rehabilitasi.

Perubahan pasal ini dimaksudkan agar sebelum
Presiden sebagai kepala eksekutif dalam memberikan
grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi mendapat ma-
sukan dari lembaga yang tepat sesuai dengan
fungsinya. Mahkamah Agung (MA) memberikan
pertimbangan dalam hal pemberian grasi dan
rehabilitasi dari pelaksana fungsi yudikatif. MA sebagai
lembaga peradilan tertinggi adalah lembaga negara pa-
ling tepat memberikan pertimbangan kepada Presiden
mengenai hal itu.
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DPR memberikan pertimbangan dalam hal
pemberian amnesti dan abolisi karena didasarkan pada
pertimbangan politik. Oleh karena itu DPR sebagai
lembaga perwakilan/lembaga politik kenegaraan adalah
lembaga negara paling tepat memberikan pertimbangan
kepada Presiden mengenai hal itu.

Selain itu, adanya pertimbangan MA dan DPR
(lembaga di bidang yudikatif dan legislatif) juga
dimaksudkan agar terjalin saling mengawasi dan saling
mengimbangi antara Presiden dan kedua lembaga
negara tersebut dalam hal pelaksanaan tugas-tugas
kenegaraan.

q. Pemberian tanda kehormatan

Perubahan  Undang-Undang  Dasar  Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai kekuasaan
Presiden memberikan tanda kehormatan diatur dalam
satu pasal., yaitu Pasal 15 dengan rumusan sebagai
berikut.

Rumusan perubahan:

Pasal 15
Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain

tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.

Rumusan naskah asli:

Pasal 15
Presiden memberi gelaran, tanda jasa dan lain-lain
tanda kehormatan.
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Perubahan pasal ini berdasarkan pertimbangan agar
Presiden dalam memberikan berbagai tanda kehor-
matan kepada siapa pun (baik warga negara, orang
asing, badan, maupun lembaga) didasarkan pada
undang-undang yang merupakan hasil pembahasan
DPR bersama pemerintah schingga berdasarkan
pertimbangan yang objektif. Dengan adanya undang-
undang yang mengatur pemberian tanda-tanda kehor-
matan  oleh  Presiden, pemberian tanda-tanda
kehormatan tersebut akan transparan dan objektif.

4. Penghapusan Dewan Pertimbangan Agung dan
kekuasaan Presiden membentuk suatu dewan
pertimbangan

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 berkaitan dengan penghapusan
Dewan Pertimbangan Agung dan kekuasaan Presiden
membentuk suatu dewan pertimbangan. Rumusannya
sebagai berikut.

Rumusan perubahan:

BAB IV
DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG
Dihapus.

Pasal 16
Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang

bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada
Presiden, vang selanjutnya diatur dalam undang-undang.

112

20998640_BK PANDUAN PEMASYARAKATAN UUD NRI THN 45_T-112



Rumusan naskah asli:

BAB IV
DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG
Pasal 16
(1) Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan
dengan undang-undang.
(2) Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas
pertanvaan Presiden dan berhak memajukan usul
kepada pemerintah.

Penghapusan Pasal 16 rumusan yang lama ini
didasarkan atas pertimbangan untuk meningkatkan efisiensi
dan efektivitas penyelenggaraan negara. Sebelum
perubahan, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 mengatur kewenangan lembaga
negara DPA memberikan nasihat dan pertimbangan kepada
Presiden dalam kedudukan sejajar. Namun, Presiden tidak
terikat dengan nasihat dan pertimbangan itu. Hal itu
menunjukkan keberadaan DPA sebagai lembaga negara
setingkat Presiden tidak efektif dan tidak efisien.

Demikian pula mekanisme penetapan pertimbangan
oleh DPA harus melalui prosedur pembahasan dalam
pengambilan putusan dalam sidang DPA sehingga
membutuhkan waktu atau tidak dapat dilakukan secara
serta merta apabila Presiden membutuhkan pertimbangan
yang cepat. Untuk 1tu, ketentuan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab IV
tentang Dewan Pertimbangan Agung dihapus. Sebagai
gantinya dirumuskan ketentuan Pasal 16 yang memberikan
kekuasaan kepada Presiden untuk membentuk suatu dewan
pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan
pertimbangan kepada Presiden dan berkedudukan di bawah
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Presiden. Oleh karena itu, ketentuan itu dimasukkan ke
dalam Bab tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara yang
mengatur kekuasaan Presiden. Hal itu juga didasari oleh
hasil pengkajian bahwa secara fungsional lembaga
kepenasihatan, bahkan ketika masih bernama DPA pun
sesungguhnya berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif.

Dengan kedudukan di bawah Presiden, tugas suatu
dewan pertimbangan akan lebih efektif dan efisien karena
langsung berada di bawah pimpinan dan koordinasi
Presiden. Selain itu suatu dewan pertimbangan memang
dibentuk untuk memberikan dukungan secara terus-
menerus kepada Presiden agar lebih sukses dalam
melaksanakan tugasnya.

Bentuk pengaturan lebih lanjut dalam undang-undang
yang mengatur tentang  pelaksanaan  kekuasaan
pemerintahan negara adalah sebagai berikut:

(1) Sesuai dengan pengaturan Pasal 6 Ayat (2) dan 6A
Ayat (5) UUD 1945 tentang pemilu Presiden dan
Wakil Presiden, telah ditetapkan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD,
dan DPRD; serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
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(2) Sesuai dengan pengaturan Pasal 11 ayat (3) tentang
perjanjian internasional, telah ditetapkan antara
lain:

(a) UU No.24 tahun 2000 tentang Perjanjian
Internasional,

(b) UU No.4 tahun 2010 tentang Pengesahan
Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan
Republik Singapura Tentang Penetapan Garis
Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian
Barat Selat Singapura.

(¢c) UU No.6 tahun 2010 tentang Pengesahan
Memorandum  Saling  Pengertian  Antara
Pemerintah Republik Indonesia Dan Kerajaan
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri
Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara
Brunei Darussalam Tentang Kerjasama Di
Bidang Pertahanan.

(3) Sesuai dengan pengaturan Pasal 12 tentang
pernyataan keadaan bahaya, telah ditetapkan
Undang-Undang Nomor 23 tahun 1956 tentang
Penanggulangan Keadaan Bahaya. Pada tahun
2009, telah disusun Rancangan Undang-Undang
(RUU) tentang Keadaan Bahaya, karena Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 1956 tentang
Penanggulangan Keadaan Bahaya dipandang tidak
sesuai  dengan perkembangan hukum dan
ketatanegaraan serta jenis-jenis bencana yang
mengancam keselamatan dan keamanan rakyat
sehingga dipandang perlu disempurnakan.
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(4) Sesuai dengan pengaturan Pasal 15 tentang
pemberian gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda
kehormatan lainnya, telah ditetapkan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar,
Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan. Undang-
Undang ini mencabut keberlakuan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1963 tentang Tanda Kehormatan
Bintang Jasa dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1980 tentang Tanda Kehormatan Bintang Budaya
Parama Dharma.

(5) Sesuai dengan pengaturan Pasal 16 tentang
pembentukan suatu dewan pertimbangan, telah
ditetapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006
tentang Dewan Pertimbangan Presiden. Dewan
Penasihat Presiden ini sebagai pengganti Dewan
Pertimbangan Agung vyang sudah dihapus
keberadaannya di dalam Undang-Undang Dasar
1945.

5. Bab Kementerian Negara

Sebelum diubah Bab tentang Kementerian Negara
terdiri dari satu pasal dengan tiga ayat, vaitu Pasal 17 ayat
(1), ayat (2), dan ayat (3). Setelah perubahan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
tetap terdiri atas satu pasal namun dengan empat ayat, yaitu
Pasal 17 ayat (1), ayat ( 2), ayat (3), dan ayat (4). Pada
Perubahan Pertama (tahun 1999) diputuskan tiga ayat,
yakni ayat (2), dan ayat (3). Sedangkan ayat (4) diputuskan
pada Perubahan Ketiga (tahun 2001). Adapun ayat (1)
tetap, tidak diubah.
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Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang mencantumkan dalam materi
pokok Bab tentang Kementerian Negara adalah mengenai
kekuasaan Presiden mengangkat dan memberhentikan
menteri. Dengan rumusannya sebagai berikut.

Rumusan perubahan:

Pasal 17
(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden.
(3) Setiap menteri membidangi wrusan tertentu dalam
pemerintahan.

Rumusan naskah asli:

Pasal 17
(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh
Presiden.
(3) Menteri-menteri itu memimpin departemen peme-
rintahan.

Perubahan dalam pasal ini menyesuaikan bahasa dan
praktik ketatanegaraan, yakni ayat (2) huruf “p” dari kata
“diperhentikan™ diganti huruf “b” sehingga menjadi
“diberhentikan” sesuai dengan perkembangan bahasa
Indonesia. Ketentuan ayat (3) sesuai dengan praktik
ketatanegaraan kita, yakni ada menteri yang memimpin
departemen dan ada yang tidak. Sementara itu, ayat (1)
yang berisi ketentuan bahwa Presiden dibantu oleh menteri-
menteri negara tetap tidak diubah, baik rumusan, isi, mau-
pun nomornya.

117

20998640_BK PANDUAN PEMASYARAKATAN UUD NRI THN 45_T-117



Pengaturan ini juga mengatur penyusunan peme-
rintahan pusat secara vertikal (asas dekonsentrasi),
pengaturan pembentukan, pengubahan, dan pembubaran
kementerian negara.

Untuk melengkapi Bab tentang Kementerian Negara
yang telah terdapat dalam Perubahan Pertama sebagaimana
tercantum dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3), sedangkan
ayat (1) tetap. tidak diubah, maka dalam Perubahan Ketiga
diputus Pasal 17 ayat (4). Rumusan ayat (4) sebagai
berikut.

Pasal 17
(4)  Pembentukan, pengubahan, dan  pembubaran
kementerian negara diatur dalam undang-undang.

Ketentuan ini dimasukkan ke dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena
belajar dari praktik ketatanegaraan yang pernah terjadi pada
era sebelumnya, vyakni pembubaran departemen oleh
Presiden terpilih. Akibatnya terjadi ketegangan yang berla-
rut-larut, kesulitan menyalurkan Pegawai Negeri Sipil
departemen itu, serta kesulitan mengatur tugas dan tang-
gung jawab pemerintah dalam melanjutkan program pem-
bangunan, yang sebelumnya menjadi tugas departemen
yang dibubarkan itu.

Belajar dari kejadian tersebut, di dalam perubahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945  dimasukkan ketentuan bahwa pembentukan,
pengubahan, dan pembubaran kementerian oleh Presiden
diatur dalam undang-undang. Hal itu dimaksudkan agar
pelaksanaan hak prerogatif Presiden mempunyai aturan
yang baku yang disusun DPR bersama Presiden sehingga
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tidak hanya sesuai dengan kehendak Presiden saja. Karena
diatur dalam undang-undang, hal itu berarti kepentingan
dan aspirasi rakyat juga diwadahi dan menjadi pedoman.

Ketentuan ini juga merupakan perwujudan saling
mengawasi dan saling mengimbangi antarlembaga negara,
yaitu antara Presiden dan DPR.

Bentuk pengaturan lebih lanjut dalam undang-undang
yang mengatur tentang kementerian negara adalah
ditetapkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008
tentang Kementerian Negara.

6. Bab Pemerintahan Daerah

Sebelum diubah, ketentuan mengenai Pemerintahan
Daerah diatur dalam satu pasal yakni Pasal 18 (tanpa ayat),
setelah diubah menjadi tiga pasal yaitu Pasal 18, Pasal 18A.
dan Pasal 18B. Semua pasal diputus pada Perubahan Kedua
(tahun 2000).

Perubahan dalam bab ini dan juga pada bagian lainnya
merupakan suatu pendekatan baru dalam mengelola negara.
Di satu pihak ditegaskan tentang bentuk Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) dan di pihak lain ditampung
kemajemukan bangsa sesuai dengan sasanti Bhinneka
Tunggal Ika.

Pencantuman tentang Pemerintah Daerah di dalam
perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dilatarbelakangi oleh kehendak
untuk menampung semangat otonomi daerah dalam
memperjuangkan kesejahteraan masyarakat daerah. Hal itu
dilakukan setelah belajar dari praktik ketatanegaraan pada
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era sebelumnya yang cenderung sentralistis, adanya
penyeragaman sistem pemerintahan seperti dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan
Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang
Pemerintahan Desa, serta mengabaikan kepentingan daerah.
Akibat kebijakan yang cenderung sentralistis itu,
Pemerintah Pusat menjadi sangat dominan dalam mengatur
dan mengendalikan daerah schingga daerah diperlakukan
sebagai objek, bukan sebagai subjek yang mengatur dan
mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan potensi dan
kondisi objektif yang dimilikinya.

Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar hukum bagi
pelaksanaan otonomi daerah yang dalam era reformasi
menjadi salah satu agenda nasional. Melalui penerapan Bab
tentang  Pemerintahan  Daerah  diharapkan  lebih
mempercepat  terwujudnya kemajuan daerah dan
kesejahteraan rakyat di daerah, serta meningkatkan kualitas
demokrasi di daerah. Semua ketentuan itu dirumuskan
tetap, dalam kerangka menjamin dan memperkuat NKRI,
sehingga dirumuskan hubungan kewenangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dengan
memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

Ketentuan Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B ini
berkaitan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) yang
menyatakan Indonesia adalah negara kesatuan vyang
berbentuk Republik, Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan
Presiden memegang kekuasaan pemerintahan dan Pasal
25A mengenai wilayah negara, yang menjadi wadah dan
batas bagi pelaksanaan Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B.
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a. Pembagian daerah

Mengenai pembagian daerah Indonesia yang
semula diatur dalam satu pasal tanpa ayat diubah men-
jadi satu pasal dengan tujuh ayat. Substansi pembagian
daerah yang semula diatur dalam Pasal 18, setelah
diubah ketentuan tersebut diatur menjadi Pasal 18 ayat
(1) dengan rumusan sebagai berikut.

Rumusan perubahan:

Pasal 18
(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas
daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi it
dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap
provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai
pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-
undang.

Rumusan naskah asli:

Pasal 18
Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar
dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya
ditetapkan dengan undang-undang, dengan meman-
dang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam
sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul
dalam daerah-daerah vang bersifat istimewa.

Perubahan itu dimaksudkan untuk lebih mem-
perjelas pembagian daerah dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) yang meliputi daerah
provinsi dan dalam daerah provinsi terdapat daerah
kabupaten dan kota. Ketentuan Pasal 18 ayat (1)
mempunyai keterkaitan erat dengan ketentuan Pasal
25A mengenai wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
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Ungkapan dibagi atas (bukan terdiri atas) dalam
ketentuan Pasal 18 ayat (1) bukanlah istilah yang digu-
nakan secara kebetulan. Ungkapan itu digunakan untuk
menjelaskan bahwa negara kita adalah negara kesatuan
yang kedaulatan negara berada di tangan Pusat. Hal itu
konsisten dengan kesepakatan untuk tetap mem-
pertahankan bentuk negara kesatuan. Berbeda dari
terdiri atas yang lebih menunjukkan substansi fede-
ralisme karena istilah itu menunjukkan letak kedaulatan
berada di tangan negara-negara bagian.

Ketentuan Pasal 18 ayat (1) ini sesuai dengan
sejarah Indonesia, yakni asal muasal negara Indonesia
adalah negara kesatuan.

b. Pemerintahan Daerah

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 tentang pemerintahan
daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (3), ayat (4),
ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), yang rumusannya
sebagai berikut.

Pasal 18

(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten,
dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurul asas otonomi dan lugas
pembantuan.

(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten,
dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah vang anggota-anggotanya dipilih melalui
pemilihan umum.

(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing
sebagai kepala  pemeriniah daerah provinsi,
kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
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(3) Pemerintahan daerah  menjalankan  otonomi
seluas-luasnya, kecuali urusan pemeriniahan yang
oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan
Pemerintah Pusat.

(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan per-
aturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk
melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

(7) Susunan dan tata cara penvelenggaraan pemerin-
tahan daerah diatur dalam undang-undang.

Dalam ketentuan itu, antara lain, ditegaskan bahwa
pemerintah daerah (baik provinsi, kabupaten, maupun
kota) mengatur dan mengurus sendiri  urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan. Penegasan ini menjadi dasar hukum bagi
seluruh pemerintahan daerah untuk dapat menjalankan
roda pemerintahan (termasuk menetapkan peraturan
daerah dan peraturan lainnya) secara lebih leluasa dan
bebas serta sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan
karakteristik daerahnya masing-masing, kecuali untuk
urusan pemerintahan yang dinyatakan oleh undang-
undang sebagai urusan pemerintah pusat.

Mengenai asas dekonsentrasi tidak diatur dalam
bab yang memuat ketentuan tentang pemerintahan
daerah ini. Tugas dekonsentrasi adalah bagian dari
tugas pemerintahan negara yang berkaitan dengan Bab
Il tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara. Namun,
meskipun daerah diberi hak untuk membentuk
peraturan daerah dan peraturan lain dalam rangka
melaksanakan otonomi daerah [ayat (6) di atas], itu
bukan berarti bahwa daerah boleh membuat peraturan
yang bertentangan dengan prinsip negara kesatuan. Hal
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itu menjadi penting karena Pemerintahan Daerah dalam
menjalankan  otonomi  seluas-luasnya,  kecuali
menyangkut urusan pemerintahan yang oleh undang-
undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat,
daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan itu
juga harus memperhatikan hubungan wewenang
antarpemerintahan yang diatur dengan undang-undang.
Untuk itu hak pemerintahan daerah tersebut sangat
berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dalam
menjalankan urusan pemerintahan dan Pasal 33 serta
Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia  Tahun 1945  dalam  menjalankan
perckonomian dan kesejahteraan sosial.

Selain itu tercantum pula ketentuan bahwa
pemerintahan daerah memiliki DPRD yang anggotanya
dipilih melalui pemilihan umum. Ketentuan ini
dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mewujudkan
demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
yang DPRD-nya berwenang dalam menetapkan
peraturan daerah dan APBD bersama-sama dengan
pemerintah daerah, serta mengawasi penyelenggaraan
pemerintah daerah.

Dalam pasal ini juga dimuat ketentuan bahwa
kepala pemerintah daerah dipilih secara demokratis.
Ketentuan itu mengandung arti bahwa pemilihan itu
harus dilakukan dengan cara yang demokratis, yang
menjamin prinsip kedaulatan rakyat, seperti dipilih
secara langsung atau cara lain sesuai dengan
keistimewaan atau kekhususan daerah yang diatur
dengan undang-undang, tetapi tetap kedaulatan ada di
tangan rakyat.
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¢. Hubungan wewenang pemerintah pusat dan
pemerintahan daerah

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur hubungan
wewenang pemerintah pusat dan pemerintahan daerah
dalam satu pasal, yaitu Pasal 18A ayat (1) dan ayat (2)
dengan rumusan sebagai berikut.

Pasal 184
(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan
pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan
kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota,
diatur dengan undang-undang dengan
memperhatikan  kekhususan — dan  keragaman
daerah.

Ketentuan Pasal 18A ayat (1) ini terkait erat
dengan Pasal 4 ayat (1) dengan ketentuan bahwa
Daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahannya berlandaskan atau mengacu pada
Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Presiden
memegang kekuasaan pemerintahan.

(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, peman-
faatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya
antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah
diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras
berdasarkan undang-undang.

Ketentuan Pasal 18A ayat (2) ini dimaksudkan agar
penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap menjamin
adanya prinsip keadilan dan keselarasan. Sementara itu,
hal-hal yang menyangkut keuangan, termasuk yang
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menyangkut hak-hak daerah, diatur dalam undang-
undang. Demikian pula halnya dengan urusan
pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan
sumber daya lainnya juga ditata agar daerah
mendapatkan bagian secara proporsional. Seiring
dengan itu, pasal ini juga menjamin s¢jumlah
kewajiban untuk memperhatikan daerah lain bagi yang
memiliki sumber daya alam dan sumber daya lainnya
yang berbeda atau daerah lain yang tidak memilikinya,
yang semuanya harus diatur dengan undang-undang.

d. Pengakuan dan penghormatan satuan
pemerintahan daerah bersifat Khusus dan Kesatuan
masyarakat hukum adat.

Perubahan  Undang-Undang  Dasar  Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur pengakuan
dan penghormatan satuan pemerintahan daerah yang
bersifat khusus dan istimewa oleh negara dalam satu
pasal, yaitu Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) dengan
rumusan sebagai berikut.

Pasal 18B
(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan
pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau
bersifat istimewa yang diatur dengan undang-
undang.

Ketentuan ini mendukung keberadaan berbagai
satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau
istimewa (baik provinsi, kabupaten dan kota, maupun
desa). Contoh satuan pemerintahan bersifat khusus
adalah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta; contoh
satuan pemerintahan bersifat istimewa adalah Daerah
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Istimewa (DI) Yogyakarta dan Daerah Istimewa (DI)
Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-
kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia, vang diatur
dalam undang-undang.

Satuan pemerintahan di tingkat desa seperti
gampong (di NAD), nagari (di Sumatera Barat), dukuh
(di Jawa), desa dan banjar (di Bali) serta berbagai
kelompok masyarakat di berbagai daerah hidup
berdasarkan adat dengan hak-haknya seperti hak ulayat,
tetapi dengan satu syarat bahwa kelompok masyarakat
hukum adat itu benar-benar ada dan hidup, bukan
dipaksa-paksakan ada; bukan dihidup-hidupkan. Oleh
karena itu dalam pelaksanaannya, kelompok itu harus
diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah yang
ditetapkan oleh DPRD. Selain itu, penetapan itu tentu
saja dengan suatu pembatasan, yaitu tidak boleh
bertentangan dengan prinsip-prinsip negara kesatuan.

Bentuk pengaturan lebih lanjut dalam undang-
undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah
adalah sebagai berikut:

(1) Sesuai dengan pengaturan Pasal 18 ayat (1) dan
ayat (7) tentang susunan dan tata cara
penyelenggaraan pemerintahan daerah, telah
ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor
33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Pusat dan Daerah; Undang-Undang Nomor 9
tahun 2010 tentang Keprotokolan.

(2) Sesuai dengan pengaturan Pasal 18A ayat (1)
tentang hubungan keuangan, pelayanan umum,
pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya
lainnya  antara  pemerintah  pusat  dan
pemerintahan daerah, telah ditetapkan Undang-
Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang
Perjanjian  Internasional,  Undang-Undang
Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor
28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan
Retribusi Daerah; Undang-Undang Nomor 25
tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

(3) Sesuai dengan pengaturan Pasal 18B tentang
pengakuan  kesatuan-kesatuan = masyarakat
hukum adat, telah ditetapkan Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
Bagi Provinsi Papua; Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh;
Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.
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7. Bab Dewan Perwakilan Rakyat

Sebelum diubah Bab tentang Dewan Perwakilan
Rakyat terdiri atas empat pasal, yaitu Pasal 19, Pasal 20,
Pasal 21, dan Pasal 22. Setelah diubah Bab itu menjadi
tujuh pasal, yaitu Pasal 19, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21,
Pasal 22, Pasal 22A, dan Pasal 22B. Pada Perubahan
Pertama (tahun 1999) diputuskan dua pasal, yaitu Pasal 20
dan Pasal 21, sedangkan pada Perubahan Kedua (tahun
2000) diputus sebanyak empat pasal, yaitu Pasal 20 ayat
(5), Pasal 20A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal
22A, dan Pasal 22B.

Uraian perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 tercantum dalam materi
pokok Bab tentang Dewan Perwakilan Rakyat sebagai
berikut.

a. Keanggotaan, susunan, dan waktu sidang DPR

Sebelum diubah, ketentuan tentang keanggotaan,
susunan, dan waktu sidang DPR diatur dalam satu
pasal, vaitu Pasal 19 dengan dua ayat, yaitu (1) dan
ayat (2). Setelah diubah, ketentuan menjadi Pasal 19
dengan tiga ayat, yaitu ayat (1), ayat (2), dan ayat (3),
dengan rumusan perubahan sebagai berikut.

Rumusan perubahan:

BAB VIl
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Pasal 19
(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyvat dipilih melalui
pemilihan umum.
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(2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan
undang-undang.

(3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnyva
sekali dalam setahun.

Rumusan naskah asli:

BAB V11
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Pasal 19
(1) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan
dengan undang-undang.
(2) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya
sekali dalam setahun.

Adanya ketentuan bahwa anggota DPR dipilih
melalui pemilihan umum dimaksudkan untuk mewu-
judkan asas kedaulatan rakyat yang secara implisit
menjiwai Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dengan ketentuan
bahwa seluruh anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui
pemilu. Dengan adanya ketentuan ini, pada masa
datang tidak ada lagi anggota DPR yang diangkat. Hal
itu sesuai dengan paham demokrasi perwakilan yang
mendasarkan keberadaannya pada prinsip perwakilan
atas dasar pemilihan (representation by election).
Dengan adanya seluruh anggota DPR dipilih melalui
pemilu, demokrasi semakin berkembang dan legitimasi
DPR makin kuat.

b. Kekuasaan DPR membentuk undang-undang

Sebelum diubah, ketentuan yang mengatur
kekuasaan DPR dalam membentuk undang-undang
terdiri dari 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 20 dengan dua
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ayat, yaitu ayat (1) dan ayat (2). Setelah diubah,
ketentuan itu tetap diatur dalam satu pasal tetapi
dengan lima ayat, yaitu Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat
(3), ayat (4), dan ayat (5). Pada Perubahan Pertama
(tahun 1999) diputuskan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan
ayat (4). Adapun ayat (5) diputuskan pada Perubahan
Kedua (tahun 2000), dengan rumusan perubahan
sebagai berikut.

Rumusan perubahan:

Pasal 20

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan
membentuk undang-undang.

(2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh
Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk
mendapat persetijuan bersama.

(3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapai
persetujuan bersama, rancangan undang-undang
itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan
Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

(4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang
yang telah disetujui  bersama untuk menjadi
undang-undang.

Rumusan naskah asli:

Pasal 20

(1) Tiap-tiap wundang-undang menghendaki persetu-
Juan Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak men-
dapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat,
maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi
dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat
masa ifu.
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Perubahan pasal ini dimaksudkan untuk member-
dayakan DPR sebagai lembaga legislatif yang
mempunyal kekvasaan membentuk undang-undang.
Perubahan pasal ini mengubah peranan DPR yang
sebelumnya hanya bertugas membahas dan memberi-
kan persetujuan terhadap rancangan undang-undang
yang dibuat oleh Presiden (kekuasaan eksekutif). Pasal
ini juga memberikan hak kepada anggota DPR untuk
mengajukan rancangan undang-undang.

Pergeseran kewenangan membentuk undang-
undang, yang sebelumnya di tangan Presiden dialihkan
kepada DPR, merupakan langkah konstitusional untuk
meletakkan secara tepat fungsi lembaga negara sesuai
dengan bidang tugasnya masing-masing, yakni DPR
sebagai lembaga  pembentuk  undang-undang
(kekuasaan legislatif) dan Presiden sebagai lembaga
pelaksana undang-undang (kekuasaan eksekutif).
Namun, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 juga mengatur kekuasaan
Presiden di bidang legislatif, antara lain ketentuan
bahwa pembahasan setiap rancangan undang-undang
(RUU) oleh DPR dilakukan secara bersama-sama
dengan Presiden.

Dengan pergeseran kewenangan membentuk
undang-undang itu, sesungguhnya ditinggalkan pula
teori pembagian kekuasaan (distribution of power)
dengan prinsip supremasi MPR menjadi pemisahan
kekuasaan (separation of power) dengan prinsip saling
mengawasi dan saling mengimbangi sebagai ciri yang
melekat. Hal itu juga merupakan penjabaran lebih jauh
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dari  kesepakatan untuk  memperkuat sistem
presidensial.

¢. RUU vang disetujui bersama DPR dan Presiden sah
menjadi UU

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai ketentuan
RUU yang disetujui bersama DPR dan Presiden tetapi
tidak disahkan oleh Presiden diatur dalam Pasal 20 ayat
(5). Rumusan Pasal 20 ayat (5) ini melengkapi Pasal 20
ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) hasil Perubahan
Pertama (tahun 1999). Rumusan Pasal 20 ayat (5)
sebagai berikut.

Pasal 20
(3) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah
disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh
Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak
rancangan undang-undang tersebut disetujui, ran-
cangan undang-undang lersebut sah menjadi
undang-undang dan wajib diundangkan.

Ketentuan itu dirumuskan karena adanya
kebutuhan untuk mencari solusi konstitusional apabila
tidak dilakukan pengesahan oleh Presiden atas sebuah
Rancangan Undang-Undang (RUU) vyang telah
disetujui bersama antara DPR dan Presiden, sehingga
tidak menentunya pengundangan RUU tersebut. Selain
itu, belajar dari prakiik ketatanegaraan pada masa lalu
terdapat RUU yang telah mendapat persetujuan
bersama DPR dan Presiden, tetapi ternyata kemudian
tidak disahkan oleh Presiden. Hal itu dapat
menimbulkan ketidakpastian hukum dan
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kesimpangsiuran hukum yang membawa dampak
negatif dalam kehidupan kenegaraan.

Dengan adanya ketentuan ini, ditandatangani atau
tidak ditandatanganinya suatu RUU yang telah disetujui
bersama DPR dan Presiden oleh Presiden, setelah
lewat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak disetujui
bersama oleh DPR dan Presiden, RUU itu serta merta
(otomatis) secara resmi menjadi Undang-Undang (UU)
yang sah menurut hukum dan menjadi hukum yang
berlaku.

Rumusan ini merupakan salah satu wujud dari
pelaksanaan kekuasaan membentuk undang-undang
yang ada di tangan DPR. Selain itu, ketentuan ini
berkaitan dengan Pasal 22 ayat (1) yang mengatur
kekuasaan Presiden. Dalam hal ihwal kegentingan yang
memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan
pemerintah pengganti undang-undang (perpu).

Walaupun RUU tersebut tidak ditandatangani
Presiden, hal itu tidak mengurangi komitmen semua
pihak, terutama penyelenggara negara untuk
melaksanakan undang-undang tersebut, termasuk
Presiden. Hal 1tu karena undang-undang tersebut se-
belumnya telah disetujui bersama antara DPR dan
Presiden. Selain itu, adanya penegasan Pasal 20 ayat
(5) itu sendiri yang menyatakan bahwa suatu RUU sah
menjadi undang-undang dan wajib diundangkan apabila
lewat waktu 30 hari walaupun Presiden tidak
mengesahkannya.
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Ketentuan ini dirumuskan untuk memberikan ke-
pastian hukum. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 20
ayat (5) ini perlu dipahami sebagai imbangan ketentuan
Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4) karena RUU itu sudah
dibahas dan disetujui bersama oleh DPR dan Presiden.

d. Fungsi dan hak DPR serta hak anggota DPR

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur fungsi dan
hak lembaga DPR serta hak anggota DPR dalam satu
pasal, yaitu Pasal 20A dengan empat ayat, yaitu ayat
(1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). Uraian
perubahannya sebagai berikut.

Pasal 204

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi
legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

(2) Dalam melaksanakan fungsinyva, selain hak vang
diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang
Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai
hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan
pendapat.

(3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain
Undang-Undang Dasar ini, seliap anggota Dewan
Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan
pertanvaan, menyvampaikan usul dan pendapat
serta hak imunitas.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan
Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan
Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjadikan DPR
berfungsi secara optimal sebagai lembaga perwakilan
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rakyat sekaligus memperkukuh pelaksanaan saling
mengawasi dan saling mengimbangi oleh DPR.

Dalam ketentuan itu dipertegas fungsi DPR, vaitu
fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi
legislasi mempertegas kedudukan DPR sebagai lemba-
ga legislatif yang menjalankan kekuasaan membentuk
undang-undang. Fungsi anggaran mempertegas
kedudukan DPR  untuk membahas (termasuk
mengubah) Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (RAPBN) dan menetapkan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) vyang
ditujukan bagi kesejahteraan rakyat. Kedudukan DPR
dalam hal APBN ini lebih menonjol dibandingkan
dengan kedudukan Presiden karena apabila DPR tidak
menyetujui  RAPBN  yang diusulkan Presiden,
Pemerintah menjalankan APBN tahun yang lalu [Pasal
23 ayat (3)]. Fungsi pengawasan adalah fungsi DPR
dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan
pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan oleh Pre-
siden (pemerintah).

Penegasan fungsi dan hak DPR serta hak anggota
DPR dalam ketentuan itu akan sangat mendukung
pelaksanaan tugas DPR sehingga DPR makin berfungsi
sesual dengan harapan dan tuntutan rakyat.

e. Hak anggota DPR mengajukan rancangan undang-
undang

Sebelum diubah, ketentuan mengenai hak
anggota DPR mengajukan rancangan undang-undang
diatur dalam satu pasal, yaitu Pasal 21 ayat (1) dan ayat

136

20998640_BK PANDUAN PEMASYARAKATAN UUD NRI THN 45_T-136



(2). Setelah diubah, ketentuan itu diatur di dalam satu
pasal tanpa ayat yang rumusannya berasal dari Pasal 21
ayat (1). Adapun Pasal 20 ayat (2) menjadi Pasal 20
ayat (3) hasil Perubahan Pertama (tahun 1999).
Rumusan perubahan itu sebagai berikut.

Rumusan perubahan:

Pasal 21
Angoota Dewan Perwakilan Rakyat berhak
mengajukan usul rancangan undang-undang.

Perubahan Pasal 21 ayat (1) ini bersifat redak-
sional, yakni mengubah kata memajukan usul menjadi
kata mengajukan usul untuk mengikuti perkembangan
bahasa Indonesia.

Rumusan naskah asli:

Pasal 21

(1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyal
berhak memajukan rancangan undang-undang.

(2) Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat, tidak disahkan oleh Presiden,
maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi
dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyal
masa itu.

f. Tata cara penetapan peraturan pemerintah
pengganti undang-undang (TETAP)

Rumusan pasal mengenai tata cara penetapan
peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini
tetap, tidak diubah. Rumusannya sebagai berikut.
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Pasal 22

(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa,
Presiden berhak — menetapkan  peraturan
pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

(2) Peraturan pemerintah itu  harus mendapat
persetujuan  Dewan Perwakilan Rakyat dalam
persidangan yang berikut.

(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan
pemerintah itu harus dicabut.

g. Tata cara pembentukan undang-undang

Perubahan  Undang-Undang  Dasar  Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tata cara
pembentukan undang-undang dalam satu pasal, yaitu
Pasal 22A dengan rumusan sebagai berikut.

Pasal 224
Ketentuan lebih  lanjut  tentang tata cara
pembentukan undang-undang diatur dengan undang-
undang.

Ketentuan itu didasarkan pada pemikiran bahwa
undang-undang yang dikeluarkan oleh DPR bersama
Presiden (pemerintah) akan berlaku umum kepada
masyarakat. Undang-undang sangat kompleks dan juga
menyangkut akibat hukum yang luas. Oleh karena itu,
perlu tata cara yang baku dan lengkap.

Ketentuan itu akan membangun  sistem
pembentukan undang-undang dengan pedoman yang
baku dan jelas pada masa yang akan datang.
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h. Pemberhentian anggota DPR

Perubahan  Undang-Undang  Dasar  Negara
Republik  Indonesia  Tahun 1945  mengatur
pemberhentian anggota DPR dalam satu pasal, yaitu
Pasal 22B. Rumusannya sebagai berikut.

Pasal 22B
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diber-
hentikan dari jabatannva, yang syarat-svarat dan lata
caranya diatur dalam undang-undang.

Ketentuan itu dilatarbelakangi oleh pemikiran bah-
wa anggota DPR tidak kebal hukum sebagai salah satu
penerapan paham bahwa Indonesia adalah negara hu-
kum. Dalam masa jabatannya mungkin saja terjadi hal
atau kejadian atau kondisi yang menyebabkan anggota
DPR dapat diberhentikan sebagai anggota DPR. Agar
pemberhentian anggota DPR tersebut mempunyai dasar
hukum yang baku dan jelas, pemberhentian perlu diatur
dalam undang-undang. Ketentuan ini  merupakan
mekanisme kontrol terhadap anggota DPR.

Adanya pengaturan pemberhentian anggota DPR
dalam masa jabatannya dalam undang-undang akan
menghindarkan adanya pertimbangan lain yang tidak
berdasarkan undang-undang. Ketentuan itu juga
sekaligus menunjukkan konsistensi dalam menerapkan
paham supremasi hukum, yaitu bahwa setiap orang
sama di depan hukum, sehingga setiap warga negara
harus tunduk pada hukum. Namun, dalam menegakkan
hukum itu harus dilakukan dengan cara-cara yang
sesuai dengan hukum.
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Bentuk pengaturan lebih lanjut dalam undang-
undang yang mengatur tentang Dewan Perwakilan
Rakyat adalah sebagai berikut:

(1) Sesuai dengan pengaturan Pasal 19 ayat (3) dan
Pasal 20A ayat (4) tentang Susunan Dewan
Perwakilan Rakyat, telah ditetapkan Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR,
DPR, dan DPD; Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2010 tentang Keprotokolan.

(2) Sesuai dengan pengaturan Pasal 22A tentang tata
cara pembentukan undang-undang, telah
ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.

(3) Sesuai dengan pengaturan Pasal 22B tentang
syarat-syarat dan tata cara pemberhentian
anggota DPR, telah ditetapkan Undang-Undang
Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD,
dan DPRD.

8. Bab Dewan Perwakilan Daerah

Bab tentang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah
bab baru dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Bab ini terdiri atas dua pasal, yaitu
Pasal 22C dan 22D dengan rumusan sebagai berikut.

BAB VIIA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
Pasal 22C
(1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari
setiap provinsi melalui pemilihan umum.
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(2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap
provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggola
Dewan Perwakilan Daerah iftu tidak lebih dari
sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya
sekali dalam setahun.

(4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah
diatur dengan undang-undang.

Pasal 22D

(1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada
Dewan Perwakilan Rakyvat rancangan undang-
undang vang berkaitan dengan otonomi daerah,
hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan
pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan
sumber dava alam dan sumber dayva ekonomi lainnya,
serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan
pusat dan daerah.

(2) Dewan  Perwakilan  Daerah  ikut  membahas
rancangan undang-undang yang berkaitan dengan
otonomi daerah;, hubungan pusal dan daerah;
pembentukan,  pemekaran, dan  penggabungan
daerah; pengelolaan sumber dava alam dan sumber
dayva ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan
pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan
kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan
undang-undang anggaran pendapatan dan belanja
negara dan rancangan undang-undang  yang
berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

(3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan
pengawasan  atas  pelaksanaan  undang-undang
mengenai: otonomi daerah, pembeniukan, pemekaran
dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan
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daerah, pengelolaan sumber dava alam dan sumber
daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan,
dan agama serta menvampaikan hasil pengawas-
annya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai
bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

(4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diber-
hentikan dari jabatannya, yang syarai-syarat dan lala
caranva diatur dalam undang-undang.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 melahirkan sebuah lembaga baru
dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, yakni Dewan
Perwakilan Daerah (DPD). Dengan kehadiran DPD
tersebut, dalam sistem perwakilan Indonesia, DPR
didukung dan diperkuat oleh DPD. DPR merupakan lem-
baga perwakilan berdasarkan aspirasi dan paham politik
rakyat sebagai pemegang kedaulatan, sedangkan DPD
merupakan lembaga perwakilan penyalur keanekaragaman
aspirasi daerah. Keberadaan lembaga DPD merupakan
upaya menampung prinsip perwakilan daerah.

Sistem perwakilan yang dianut Indonesia merupakan
sistem yang khas Indonesia karena dibentuk sebagai per-
wujudan kebutuhan, kepentingan, serta tantangan bangsa
dan negara Indonesia.

Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang mengatur keberadaan DPD
dalam struktur ketatanegaraan Indonesia itu antara lain
dimaksudkan untuk:
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1) memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memper-
teguh persatuan kebangsaan seluruh daerah;

2) meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan
kepentingan  daerah-daerah  dalam  perumusan
kebijakan nasional berkaitan dengan negara dan
daerah;

3) mendorong percepatan demokrasi, pembangunan dan
kemajuan daerah secara serasi dan seimbang.

Dengan demikian, keberadaan daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan otonomi daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) berjalan
sesual dengan keberagaman daerah dalam rangka
kemajuan bangsa dan negara.

DPD memiliki fungsi yang terbatas di bidang legis-
lasi, anggaran, pengawasan, dan pertimbangan. Fungsi
DPD berkaitan erat dengan sistem saling mengawasi dan
saling mengimbangi dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia, yaitu:

(1) dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
rancangan undang-undang yang berkaitan dengan
otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,
pembentukan dan pemekaran serta penggabungan
daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber
daya ekonomi lainnya. serta yang berkaitan dengan
perimbangan keuangan pusat dan daerah;

(2)ikut membahas rancangan undang-undang yang
berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat
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dan  daerah; pembentukan, pemekaran, dan
penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam
dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan
keuangan pusat dan daerah; serta memberikan
pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas
rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan
belanja negara dan rancangan undang-undang yang
berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;

(3) dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan
undang-undang  mengenai: otonomi daerah,
pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah,
hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya
alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak,
pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil
pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat
sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Bentuk pengaturan lebih lanjut dalam undang-undang
yang mengatur tentang Dewan Perwakilan Daerah
sebagaimana ketentuan Pasal 22C ayat (4) dan Pasal 22D
ayat (4) adalah ditetapkan Undang-Undang Nomor 27
Tahun 2009 tentang MPR, DPR, dan DPD; Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan.
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9. Bab Pemilihan Umum

Bab tentang Pemilihan Umum merupakan bab baru
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Rumusannya sebagai berikut.

BAB VIIB
PEMILIHAN UMUM
Pasal 22F

(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima
tahun sekali.

(2) Pemilihan umum diselengearakan untuk memilih
anggota  Dewan  Perwakilan — Rakyat,  Dewan
Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(3) Peserta pemilihan wmum untuk memilih anggola
Dewan Perwakilan Rakyvat dan anggota Dewan
Perwakilan Rakvat Daerah adalah partai politik.

(4) Peserta pemilihan wumum untuk memilih anggota
Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.

(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi
pemilihan umum yang bersiful nasional, tetap, dan
mandiri.

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan wumum
diatur dengan undang-undang.

Adanya ketentuan mengenai pemilihan umum
(pemilu) dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dimaksudkan untuk
memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemilu
sebagai salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat,
yang sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (2) yang
menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan

145

20998640_BK PANDUAN PEMASYARAKATAN UUD NRI THN 45_T-145



dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan
adanya ketentuan ini di dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka lebih
menjamin waktu penyelenggaraan pemilu secara teratur
per lima tahun ataupun menjamin proses dan mekanisme
serta kualitas penyelenggaraan pemilu yaitu langsung,
umum, bebas, rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil).
Sebagaimana dimaklumi pelaksanaan pemilu selama ini
belum diatur dalam Undang-Undang Dasar.

Selain mengatur Pemilihan Umum yang tercantum
dalam Bab VIIB tentang Pemilihan Umum, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
juga mengatur pemilihan umum untuk Presiden/Wakil
Presiden dan legislatif, yakni Pasal 6A mengatur
mengenai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pasal
19 ayat (1) mengatur pemilihan anggota DPR, serta Pasal
22C ayat (1) yang mengatur pemilihan anggota DPD.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 menegaskan bahwa pengaturan lebih lanjut
mengenai pemilu dilakukan dengan undang-undang. Hal
itu berarti kepentingan dan aspirasi rakyat juga diwadahi
dan dijadikan pedoman dalam pembentukan undang-
undang melalui wakil-wakilnya di DPR. Ketentuan itu
juga merupakan salah satu pelaksanaan saling mengawasi
dan saling mengimbangi antara Presiden dan DPR.

Bentuk pengaturan lebih lanjut dalam undang-undang
yang mengatur tentang Pemilihan Umum sebagaimana
ketentuan Pasal 22E ayat (6) adalah ditetapkan Undang-
Undang Nomor 17 tahun 2009 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
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1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR,
DPD. dan DPRD dan Undang-Undang Nomor Nomor 42
tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

10. Bab Hal Keuangan

Sebelum diubah, Bab tentang Hal Keuangan terdiri
atas satu pasal yakni Pasal 23. Setelah diubah, Bab
tentang Hal Keuangan menjadi delapan pasal, yakni Pasal
23, Pasal 23A, Pasal 23B, Pasal 23C, Pasal 23D, Pasal
Pasal 23E, Pasal 23F, dan Pasal 23G. Ketentuan Pasal 23,
Pasal 23A, Pasal 23C, Pasal 23E, Pasal 23F, dan Pasal
23G diputuskan pada Perubahan Ketiga (tahun 2001).

Perubahan Pasal 23 ayat (5) melahirkan sebuah bab
baru, yaitu Bab VIIIA tentang Badan Pemeriksa Keuangan

sebagai lembaga negara. Bab baru itu terdiri atas tiga pasal
yaitu Pasal 23E: Pasal 23F; dan Pasal 23G.

Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 menghasilkan Bab
tentang Hal Keuangan mencakup 2 (dua) pasal, yaitu Pasal
23B dan Pasal 23D. Uraian perubahan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
tercakup dalam materi pokok Bab tentang Hal Keuangan
adalah sebagai berikut:

Rumusan perubahan:

Pasal 23
(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai
wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan
setiap tahun dengan undang-undang dan dilak-
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sanakan secara terbuka dan bertanggung jawab
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

(2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan
dan belanja negara diajukan oleh Presiden uniuk
dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyvat dengan
memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan
Daerah.

(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menvetujui
rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara
vang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalan-
kan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun
yang lalu.

Pasal 234

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa
untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang,

Rumusan naskah asli:

Pasal 23

(1) Angearan pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-
tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan
Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang
diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan
anggaran lahun yang lalu.

(2) Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan
undang-undang.

(3) Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan
undang-undang.

(4) Hal keuangan negara selanjutnyva diatur dengan
undang-undang.

(3) Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan
negara diadakan suaiu Badan Pemeriksa Keuangan,
vang peraturannya ditelapkan dengan undang-
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undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada
Dewan Perwakilan Rakyat.

Ketentuan perubahan sebagaimana vyang terdapat
dalam Pasal 23 dimaksudkan untuk mengatur tentang
mekanisme APBN yang menuntut akuntabilitas dan
transparansi pengelolaan keuangan negara. Karena APBN
merupakan salah satu instrumen penting untuk
kepentingan pembangunan nasional dan ada bagian-bagian
yang  berkaitan dengan  pembangunan  daerah,
pembahasannya  dilakukan dengan memperhatikan
pertimbangan DPD. Dengan demikian, muatan APBN
merupakan gambaran utuh tentang pelaksanaan dan
tanggung jawab pengelolaan keuangan negara yang
ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Perubahan ketentuan Pasal 23A berdasarkan pertim-
bangan bahwa sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat,
pemerintah tidak boleh memaksakan berlakunya ketentuan
bersifat kewajiban material yang mengikat dan
membebani rakyat tanpa disetujui terlebih dahulu oleh
rakyat itu sendiri melalui wakil-wakilnya di DPR.
Berkaitan dengan pajak dan pungutan lain yang bersifat
memaksa, diharapkan DPR memperjuangkan kepentingan
dan aspirasi rakyat dan agar kepentingan dan aspirasi
menjadi pedoman dalam pengambilan putusan.

Ketentuan Pasal 23 ayat (5) diuraikan pada Bab
tentang Badan Pemeriksa Keuangan di bawah ini.
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a. Macam dan harga mata uang

Sebelum diubah, ketentuan mengenai macam dan
harga mata uang dirumuskan dalam satu ayat, yaitu
Pasal 23 ayat (3), setelah perubahan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
ketentuan mengenai macam harga mata uang
dirumuskan menjadi satu pasal, yaitu Pasal 23B.
Rumusannya sebagai berikut.

Rumusan perubahan:
Pasal 23B

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan
undang-undang.
Rumusan naskah asli:

Pasal 23

(3) Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan

undang-undang.

Pasal 23B itu melengkapi perubahan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 Bab tentang Hal Keuangan yang telah dilakukan
pada Perubahan Ketiga (tahun 2001).

Pasal 23C
Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur
dengan undang-undang.

b. Bank sentral

Mengenai bank sentral di dalam perubahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, dirumuskan dalam Pasal 23D.
Rumusannya sebagai berikut.
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Pasal 23D
Negara memiliki suatu  bank sentral yang
susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab,
dan independensinva diatur dengan undang-undang.

Ketentuan mengenai bank sentral merupakan
ketentuan baru dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai
hal itu masuk dalam Bab tentang Hal Keuangan.

Di dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Bab
VIII berkenaan dengan Hal Keuangan secara singkat
dijelaskan tentang fungsi Bank Indonesia yang pada
hakikatnya merupakan pengaturan tentang fungsi
bank sentral.

Ketentuan mengenai bank sentral dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum
dan kedudukan hukum yang jelas kepada bank sentral
sebagai suatu lembaga yang sangat penting dalam
suatu negara yang mengatur dan melaksanakan fungsi
kebijakan moneter.

Bentuk pengaturan lebih lanjut dalam undang-
undang yang mengatur tentang Hal Keuangan adalah
sebagai berikut:

(1) Sesual dengan pengaturan Pasal 23A tentang
pajak dan pungutan lainnya, telah ditetapkan
Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU No.
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16 tahun 2000 Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang
Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan,
UU No. 36 Tahun 2009 tentang Perubahan
Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan, UU No. 8
Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
dan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah.

(2) Sesual dengan pengaturan Pasal 23B tentang
macam dan harga mata uang, telah ditetapkan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999
tentang Bank Indonesia sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 7
tahun 2011 tentang Mata Uang. Sebelum
Undang-Undang ini dibentuk, undang-undang
yang mengatur tentang macam dan harga mata
uang diatur pada masa Undang-Undang Dasar
Sementara Tahun 1950, yaitu:

(a) Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun
1951 tentang Penghentian Berlakunya
“Indische Mutwet 1912”7 dan Penetapan
Peraturan Baru Tentang Mata Uang;

(b) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1953
tentang Penetapan “"Undang-Undang Darurat
Tentang Penghentian Berlakunya “Indische
Mutwet 1912” dan Penetapan Baru Tentang
Mata Uang” (Undang-Undang Darurat
Nomor 20 Tahun 1951) Sebagai Undang-
Undang;:
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(¢) Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun
1985 tentang Pengubahan "Undang-Undang
Mata Uang Tahun 19537;

(d) Undang-Undang Nomor 71 Tahun 1985
tentang Pengubahan "Undang-Undang Mata
Uang Tahun 1953 Sebagai Undang-
Undang.

(3) Sesuai dengan pengaturan Pasal 23C tentang
keuangan negara, telah ditetapkan Undang-
Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang
Keuangan Negara.

(4) Sesuai dengan pengaturan Pasal 23D tentang
bank sentral, telah ditetapkan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

11. Bab Badan Pemeriksa Keuangan

Bab tentang Badan Pemeriksa Keuangan adalah bab
baru dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Sebelumnya Badan Pemeriksa
Keuangan diatur dalam satu ayat, yakni dalam ayat (5)
Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Setelah perubahan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menjadi tiga pasal, yaitu Pasal 23E, Pasal 23F, dan Pasal
23G. Rumusannya sebagai berikut:
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Rumusan perubahan:

BAB VIIIA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Pasal 23E

(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab
tentang keuangan negara diadakan satu Badan
Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

(2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan
kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwa-
kilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, sesuai dengan kewenangannya.

(3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti  oleh
lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan
undang-undang.

Pasal 23F

(1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh
Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan
pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan
diresmikan oleh Presiden.

(2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari
dan oleh anggota.

Pasal 23G

(1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu
kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap
Provinsi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa
Keuangan diatur dengan undang-undang.

Rumusan naskah asli:

Pasal 23
(5) Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan
negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan,
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vang peraturannya ditetapkan dengan undang-
undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada
Dewan Perwakilan rakyat.

Dipisahkannya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
dalam bab tersendiri (Bab VIIIA), yang sebelumnya
merupakan bagian dari Bab VIII tentang Hal Keuangan
dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum yang kuat
serta pengaturan rinci mengenai BPK yang bebas dan
mandiri serta sebagai lembaga negara yang berfungsi
memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara. Dalam rangka memperkuat kedudukan,
kewenangan, dan independensinya sebagai lembaga
negara, anggotanya dipilih oleh DPR  dengan
memperhatikan pertimbangan DPD.

Dalam kedudukannya sebagai eksternal auditor
pemerintah yang memeriksa keuangan negara dan APBD,
serta untuk dapat menjangkau pemeriksaan di daerah,
BPK membuka kantor perwakilan di setiap provinsi.

Bentuk pengaturan lebih lanjut dalam undang-undang
yang mengatur tentang Badan Pemeriksa Keuangan adalah
sebagai berikut:

(1) Sesuai dengan pengaturan Pasal 23E ayat (3)
tentang tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, telah
ditetapkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara.

(2) Sesuai dengan pengaturan Pasal 23G ayat (2)
tentang BPK, telah ditetapkan Undang-Undang
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Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan.

12. Bab Kekuasaan Kehakiman

Sebelum perubahan, Bab tentang Kekuasaan Keha-
kiman terdiri atas dua pasal, yaitu Pasal 24 dan Pasal 25.
Setelah diubah, Bab tentang Kekuasaan Kehakiman
menjadi lima pasal sehingga lebih rinci dan lebih lengkap,
yaitu Pasal 24, Pasal 24 A, Pasal 24B, Pasal 24C, dan Pasal
25. Pada Perubahan Ketiga (tahun 2001) diputus Pasal 24
[kecuali ayat (3)], Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C. Pasal
24 ayat (3) diputus pada Perubahan Keempat (tahun
2002), sedangkan Pasal 25 tetap, tidak diubah.

Perubahan itu melahirkan dua lembaga baru dalam
kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK)
dan Komisi Yudisial (KY). Secara umum, perubahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 itu dimaksudkan untuk memperkuat kekuasaan keha-
kiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai
salah satu perwujudan ketentuan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan
Indonesia adalah negara hukum.

Uraian perubahan yang tercakup dalam materi pokok
Bab tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut.

a. Badan-badan pelaksana kekuasaan kehakiman

Sebelum perubahan, ketentuan mengenai badan
pelaksanaan kekuasaan kehakiman terdiri dari satu
pasal, yaitu Pasal 24 dengan dua ayat, yaitu ayat (1)
dan ayat (2). Setelah perubahan Undang-Undang
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Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi
ini tetap terdiri atas satu pasal dengan tiga ayat, yaitu
Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Pada
Perubahan Ketiga (tahun 2001) diputus dua ayat,
yaitu ayat (1) dan ayat (2), sedangkan ayat (3) dipu-
tuskan pada Perubahan Keempat (tahun 2002).
Rumusan perubahannya sebagai berikut.

Rumusan perubahan:

BAB IX
KEKUASAAN KEHAKIMAN
Pasal 24
(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan
yvang  merdeka  uniuk  menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah
Mahkamah Agung dan badan peradilan yang
berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan
peradilan militer, lingkungan peradilan tata
usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi.
(3) Badan-badan lain yang fungsinva berkaitan
dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam
undang-undang.

Rumusan naskah asli:

BAB IX
KEKUASAAN KEHAKIMAN
Pasal 24
(1) Kekuasan kehakiman dilakukan oleh sebuah
Mahkamah  Agung dan  lain-lain  badan
kehakiman menurut undang-undang.
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(2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman
itu diatur dengan undang-undang.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 itu dimaksudkan
untuk  mempertegas bahwa tugas kekuasaan
kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia
yakni untuk menyelenggarakan peradilan yang
merdeka, bebas dari intervensi pthak mana pun, guna
menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan ini
merupakan perwujudan prinsip Indonesia sebagai
negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1
ayat (3).

Pada Pasal 24 ayat (2) dibentuk satu lembaga
peradilan baru yaitu Mahkamah Konstitusi (MK),
selain badan kekuasaan kehakiman yang telah ada,
yaitu Mahkamah Agung, dan badan peradilan yang
berada di bawahnya. Wewenang dan hal lain yang
terkait dengan MK diatur dalam Pasal 24C.

Ketentuan Pasal 24 ayat (3) menjadi dasar hukum
keberadaan berbagai badan lain yang berkaitan
dengan kekuasaan kehakiman, antara lain lembaga
penyidik dan lembaga penuntut. Hal-hal mengenai
badan lain itu diatur dalam undang-undang.

Pengaturan dalam undang-undang mengenai
badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan
kehakiman membuka partisipasi rakyat melalui wakil-
wakilnya di DPR wuntuk memperjuangkan agar
aspirasi dan kepentingannya diakomodasi dalam pem-
bentukan undang-undang tersebut.
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Adanya ketentuan pengaturan dalam undang-
undang tersebut merupakan salah satu wujud saling
mengawasi dan saling mengimbangi antara kekuasaan
yudikatif MA dan badan peradilan di bawahnya serta
MK dengan kekuasaan legislatif DPR dan dengan
kekuasaan eksekutif lembaga penyidik dan lembaga
penuntut. Selain itu, ketentuan itu dimaksudkan untuk
mewujudkan sistem peradilan terpadu (integrated
Judiciary system) di Indonesia.

Pencantuman Pasal 24 ayat (3) di atas juga untuk
mengantisipasi perkembangan yang terjadi pada masa
yang akan datang, misalnya, kalau ada perkembangan
badan-badan peradilan lain yang tidak termasuk
dalam kategori keempat lingkungan peradilan yang
sudah ada itu diatur dalam undang-undang.

b. Kewenangan Mahkamah Agung

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik  Indonesia Tahun 1945 merumuskan
kewenangan Mahkamah Agung (MA) sebagaimana
tercantum dalam Pasal 24A ayat (1), ayat (2), ayat (3),
ayat (4), dan ayat (5). Rumusannya sebagai berikut.

Pasal 244

(1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada
tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang terhadap
undang-undang, dan mempunyai wewenang
lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

(2) Hakim agung harus memiliki integritas dan
kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional,
dan berpengalaman di bidang hukum.
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(3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial
kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk men-
dapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan
sebagai hakim agung oleh Presiden.

(4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih
dari dan oleh hakim agung.

(5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum
acara Mahkamah Agung serta badan peradilan
di bawahnya diatur dengan undang-undang.

Perubahan ketentuan mengenai MA dilakukan
atas pertimbangan untuk memberikan jaminan kons-
titusional yang lebih kuat terhadap kewenangan dan
kinerja MA. Sesuai dengan ketentuan Pasal 24A ayat
(1) MA mempunyai wewenang:

1) mengadili pada tingkat kasasi;

2) menguji peraturan perundang-undangan di bawah
undang-undang terhadap undang-undang;

3) wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-
undang.

Untuk itu, pengusulan calon hakim agung dila-
kukan oleh Komisi Yudisial (KY) dengan persetujuan
DPR. Dengan ketentuan itu, rakyat melalui DPR
mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa
yang tepat menjadi hakim agung sesuai dengan
aspirasi dan kepentingan rakyat untuk memperoleh
kepastian dan keadilan.

¢. Kewenangan Komisi Yudisial

Perubahan  Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 merumuskan
kewenangan Komisi Yudisial (KY) sebagaimana
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tercantum dalam Pasal 24B ayat (1), ayat (2), ayat (3),
dan ayat (4). Rumusannya sebagai berikut.

Pasal 24B

(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri vang berwenang
mengusulkan pengangkatan hakim agung dan
mempunyai  wewenang lain  dalam  rangka
menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhiran
martabat, serta perilaku hakim.

(2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai
pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum
serta memiliki integritas dan kepribadian yang
tidak tercela.

(3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhen-
tikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat.

(4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi
Yudisial diatur dengan undang-undang.

Ketentuan ini didasari pemikiran bahwa hakim
agung yang duduk di MA dan para hakim merupakan
figur yang sangat menentukan dalam perjuangan
menegakkan hukum dan keadilan. Apalagi hakim
agung duduk pada tingkat peradilan tertinggi (puncak)
dalam susunan peradilan di Indonesia sehingga ia
menjadi tumpuan harapan bagi pencari keadilan.

Sebagai negara hukum, masalah kehormatan dan
keluhuran martabat, serta perilaku hakim merupakan
hal yang sangat strategis untuk mendukung upaya
menegakkan peradilan yang handal dan realisasi
paham Indonesia adalah negara hukum. Untuk itu,
perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 memuat ketentuan mengenai
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pembentukan lembaga di  bidang kekuasaan
kehakiman bernama Komisi Yudisial (KY) yang
merupakan lembaga yang bersifat mandiri. Menurut
ketentuan Pasal 24B ayat (1), KY berwenang meng-
usulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai
wewenang lain dalam rangka menjaga dan mene-
gakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta peri-
laku hakim.

Melalui lembaga KY itu diharapkan dapat di-
wujudkan lembaga peradilan yang sesuai dengan
harapan rakyat sekaligus dapat diwujudkan penegakan
hukum dan pencapaian keadilan yang diputus oleh
hakim yang terjaga kehormatan dan keluhuran
martabat serta perilakunya.

d. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik  Indonesia Tahun 1945 merumuskan
kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK)
sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C ayat (1),
ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (06).
Rumusannya sebagai berikut.

Pasal 24C

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final untuk menguji undang-undang ter-
hadap  Undang-Undang  Dasar, — memuius
sengketa kewenangan lembaga negara vang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang
Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan
memutus perselisihan tentang hasil pemilihan
umum.
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(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan
atas  pendapat  Dewan Perwakilan Rakyat
mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden
dan/atau  Wakil Presiden menurut Undang-
Undang Dasar.

(3) Mahkamah Konstitusi  mempunyai  sembilan
orang anggola hakim konstitusi yang ditetapkan
oleh Presiden, yang diajukan masing-masing liga
orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh
Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh
Presiden.

(4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.

(5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan
kepribadian yvang tidak tercela, adil, negarawan
yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan,
serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.

(6) Pengangkatan  dan  pemberhentian  hakim
konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya
tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan
undang-undang.

Perubahan  Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 juga melahirkan
sebuah lembaga negara baru di bidang kekuasaan
kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) dengan
wewenang tertentu, sebagai berikut:

1) menguji undang-undang terhadap Undang-Un-
dang Dasar;

2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara
yang kewenangannya diberikan oleh Undang-
Undang Dasar;

3) memutus pembubaran partai politik;
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4) memutus perselisthan tentang hasil pemilihan
umum.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah
sejalan dengan dianutnya paham negara hukum
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Dalam negara hukum harus
dijaga paham konstitusional. Artinya, tidak boleh ada
undang-undang dan peraturan perundang-undangan
lainnya yang bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar. Hal itu sesuai dengan penegasan bahwa Un-
dang-Undang Dasar sebagai puncak dalam tata urutan
peraturan  perundang-undangan di  Indonesia.
Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
membutuhkan sebuah mahkamah dalam rangka
menjaga prinsip konstitusionalitas hukum. MK-lah
yang bertugas menjaga konstitusionalitas hukum
tersebut.

Dalam praktik tidak ada keseragaman di negara-
negara di dunia ini mengenai kewenangan MK di-
sesuaikan dengan sejarah dan kebutuhan setiap ne-
gara. Ada konstitusi negara yang menyatukan fungsi
mahkamah konstitusi ke dalam MA: ada pula
konstitusi negara yang memisahkannya sehingga
dibentuk dua badan kekuasaan kehakiman, yaitu MA
dan MK. Indonesia menganut paham yang kedua.

Masih berkaitan dengan kewenangan MK, lemba-
ga negara ini juga berwenang memutus sengketa ke-
wenangan lembaga negara yang kewenangannya dibe-
rikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik
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Indonesia Tahun 1945. Lembaga negara yang
kewenangannya diberikan langsung oleh Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, antara lain Presiden, MPR, DPR, DPD, MA,
dan BPK. Perbedaan pendapat di dalam MK sendiri
diputuskan melalui mekanisme internal MK.

Putusan MK untuk menyelesaikan perbedaan
pendapat di tubuh MK berdasarkan pertimbangan
komposisi keanggotaan hakim konstitusi di MK yang
diharapkan dapat menerapkan prinsip saling
mengawasi dan saling mengimbangi. Komposisi
hakim konstitusi di MK merupakan perwujudan tiga
cabang kekuasaan negara, yakni legislatif, eksekutif,
dan yudikatif, yakni dari sembilan anggota hakim
konstitusi terdiri atas tiga orang yang diajukan oleh
DPR, tiga orang yang diajukan oleh Presiden, dan tiga
orang yang diajukan oleh MA.

Dengan pembentukan MK tersebut, proses dan
putusan yang diambil badan peradilan ini terhadap
perkara-perkara yang menjadi wewenangnya dapat
dilakukan secara lebih baik karena ditangani oleh
badan peradilan yang memang khusus dibentuk untuk
menangani perkara yang khusus yang berkaitan
dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada sisi lain adanya MA dan MK dalam ke-
kuasaan kehakiman lebih mempertegas bahwa praktik
pemerintahan selama ini yang membedakan adanya
lembaga tertinggi negara dan tinggi negara sudah
ditinggalkan karena setiap lembaga menjalankan
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tugas sesuai dengan fungsi yang diberikan oleh Un-
dang-Undang Dasar.

€. Syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian
hakim (TETAP)

Rumusan pasal ini sebagai berikut.

Pasal 25
Svarat-syarat  untuk  menjadi  dan  untuk
diperhentikan sebagai  hakim ditetapkan dengan
undang-undang.

Bentuk pengaturan lebih lanjut dalam undang-
undang yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman
adalah sebagai berikut:

(1) Sesuai dengan pengaturan Pasal 24 ayat (1)
tentang badan-badan kekuasaan kehakiman,
telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 48
tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas UU Nomor 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum, Undang-
Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama, Undang-
Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004
tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

(2) Sesuai dengan pengaturan Pasal 24A ayat (1)
dan ayat (4) tentang wewenang Mahkamah
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Agung, telah ditetapkan Undang-Undang
Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman, Undang-Undang Nomor 5 tahun
2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung.

(3) Sesuai dengan pengaturan Pasal 24B ayat (4)
tentang Komisi Yudisial, telah ditetapkan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi
Yudisial.

(4) Sesuai dengan pengaturan Pasal 24C ayat (4)
tentang Mahkamah Konstitusi, telah ditetapkan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas UU Nomor 24 tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi.

(5) Sesuai dengan pengaturan Pasal 25 tentang
syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diper-
hentikan sebagai hakim, telah ditetapkan
undang-undang yang mengatur kedudukan
hakim, yaitu:

(a) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.

(b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung.
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(¢) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22
tahun 2004 tentang Komisi Y udisial.

(d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas UU Nomor 24 tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi.

13. Bab Wilayah Negara

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 memuat bab baru, yaitu Bab
tentang Wilayah Negara yang terdiri dari satu pasal, yaitu
Pasal 25A. Rumusannya sebagai berikut.

BAB IXA
WILAYAH NEGARA
Pasal 254

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah
negara kepulauan vang berciri Nusantara dengan wilayah
vang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan
undang-undang.

Adanya wilayah merupakan salah satu syarat berdi-
rinya sebuah negara. Dalam konstitusi negara-negara di
dunia ini terdapat bermacam cara dalam merumuskan
wilayahnya. Ada yang menggunakan garis lintang dan
garis bujur, ada yang menyebutkan negara bagiannya atau
provinsinya, ada pula dengan cara menjelaskan kondisi
kewilayahannya. Dalam hal ini, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menganut cara
yang terakhir.
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Adanya ketentuan ini dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimaksudkan
untuk mengukuhkan kedaulatan wilayah NKRI. Hal imi
penting dirumuskan agar ada penegasan secara kons-
titusional batas wilayah Indonesia di tengah potensi
perubahan batas geografis sebuah negara akibat gerakan
separatisme, sengketa perbatasan antarnegara, atau
pendudukan oleh negara asing.

Berkaitan dengan wilayah negara Indonesia, pada 13
Desember 1957 pemerintah Indonesia mengeluarkan
Deklarasi Djuanda. Deklarasi itu menyatakan: “Bahwa
segala perairan di  sekitar, di antara, dan yang
menghubungkan  pulau-pulau  vang termasuk  dalam
daratan Republik Indonesia, dengan tidak memandang
luas atau lebarnya, adalah bagian yang wajar dari
wilavah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan
demikian  merupakan  bagian  daripada  perairan
pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah
kedaulatan Negara Republik Indonesia. Penentuan batas
laut 12 mil yang divkur dari garis-garis yang
menghubungkan titik terluar pada pulau-pulaw Negara
Republik Indonesia akan ditentukan dengan Undang-
undang.”

Sebelumnya, pengakuan masyarakat internasional
mengenai batas laut teritorial hanya selebar 3 mil laut
terhitung dari garis pantai pasang surut terendah.

Deklarasi Juanda menegaskan bahwa Indonesia
merupakan satu kesatuan wilayah Nusantara. Laut bukan
lagi sebagai pemisah, tetapi sebagai pemersatu bangsa
Indonesia. Prinsip ini kemudian ditegaskan melalui
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Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
4/PRP/1960.

Berdasarkan Deklarasi Juanda tersebut, Indonesia
menganut konsep negara kepulauan vyang berciri
Nusantara (archipelagic state). Konsep itu kemudian
diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS
1982 = United Nations Convention on the Law of the Sea)
yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaika, tahun
1982. Indonesia kemudian meratifikasi UNCLOS 1982
tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 1985. Sejak itu dunia internasional mengakui
Indonesia sebagai negara kepulauan.

Berkat pandangan visioner Djuanda-lah bangsa
Indonesia akhirnya memiliki tambahan wilayah seluas
2.000.000 km?, termasuk sumber daya alam yang
dikandungnya.

Pada saat membahas materi rancangan perubahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 mengenai wilayah negara ini, sebenarnya timbul
keinginan untuk mempergunakan penyebutan Benua
Maritim Indonesia untuk pengenalan wilayah Indonesia
seperti yang telah dideklarasikan oleh pemerintah pada
tahun 1957. Hal itu tidaklah berlebihan mengingat ada
klaim penyebutan Benua Antartika untuk Pulau Antartika
yang berada di Kutub Selatan.

Dengan adanya ketentuan mengenai wilayah negara
tersebut, pada masa datang kemungkinan pemisahan
sebuah wilayah dari NKRI makin dipersulit. Demikian
pula hal itu akan mendukung penegakan hukum di seluruh
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wilayah tanah air, dalam melakukan perundingan
internasional yang berkaitan dengan batas wilayah negara
Indonesia, serta pengakuan internasional terhadap
kedaulatan wilayah negara Indonesia.

Kesadaran bangsa Indonesia sebagai bangsa yang
besar dengan mengingat besarnya jumlah penduduk,
sumber daya alam yang melimpah, serta luasnya wilayah
pasti akan memberikan kepercayaan dir1 yang besar.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 25A ini, pada
Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan perubahan
penomoran pasal dari Pasal 25E (perubahan kedua)
menjadi Pasal 25A untuk menyesuaikan penomoran pasal
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Bentuk pengaturan lebih lanjut dalam undang-undang
yang mengatur tentang Wilayah Negara khususnya
mengenai batas-batas wilayah dan hak-haknya antara lain
adalah sebagaimana terdapat pada  Undang-Undang
Nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS
1982; Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona
Ekonomi Eksklusif; Undang-Undang Nomor 43 tahun
2008 tentang Wilayah Negara; Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2010 tentang Batas Selat Singapura.

14. Bab Warga Negara dan Penduduk

Semula bab ini bernama Bab tentang Warga Negara.
Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara
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Republik Indonesia Tahun 1945, namanya menjadi Bab
tentang Warga Negara dan Penduduk. Sebelum diubah,
ketentuan mengenai hal ini diatur dalam tiga pasal, yaitu
Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28. Setelah perubahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 tetap terdiri atas tiga pasal, yaitu Pasal 26, Pasal 27,
dan Pasal 28 dengan sebagian isi yang berubah.

Uraian perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang tercantum dalam
materi pokok Bab tentang Warga Negara dan Penduduk
sebagai berikut.

a. Warga negara dan penduduk

Sebelum diubah, ketentuan mengenai warga
negara dan penduduk diatur dalam satu pasal, yakni
Pasal 26 dengan dua ayat, yaitu ayat (1) dan ayat (2).
Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 tetap satu pasal,
tetapi dengan tiga ayat, yaitu Pasal 26 ayat (1), ayat
(2). dan ayat (3). Rumusannya sebagai berikut.

Rumusan perubahan:

BAB X
WARGA NEGARA DAN PENDUDUK
Pasal 26
(2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan
orang asing vang bertempat tinggal di Indonesia.
(3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk
diatur dengan undang-undang.
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Rumusan naskah asli:

BAB X
WARGA NEGARA
Pasal 26
(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang
bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa
lain yang disahkan dengan undang-undang
sebagai warga negara.
(2) Syarat-syarat vang mengenai kewarganegaraan
ditetapkan dengan undang-undang.

Perubahan  Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai hal ini
dilatarbelakangi oleh kebutuhan memasukkan orang
asing yang bertempat tinggal di Indonesia sebagai
unsur penduduk, selain warga negara Indonesia
(WNI).

Dengan masuknya rumusan orang asing yang
tinggal di Indonesia sebagai penduduk Indonesia,
orang asing yang menetap di wilayah Indonesia
mempunyai status hukum sebagai penduduk Indo-
nesia. Sebagai penduduk, pada diri orang asing itu
melekat hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan vyang Dberlaku (berdasarkan
prinsip yurisdiksi teritorial) sekaligus tidak boleh
bertentangan dengan ketentuan hukum internasional
yang berlaku umum (general international law).
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b. Hak dan kewajiban bela negara

Semula ketentuan mengenai hak dan kewajiban
warga negara dalam bela negara diatur dalam Pasal 30
ayat (1). Setelah perubahan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi
Pasal 27 ayat (3) dengan rumusan sebagai berikut.

Rumusan perubahan:

Pasal 27
(3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta
dalam upava pembelaan negara.

Rumusan itu berasal dari Pasal 30 ayat (1) naskah
asli berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak dan
wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara”.
Perubahannya setelah menjadi Pasal 27 ayat (3)
terletak pada kata tiap-tiap yang diganti dengan kata
setiap untuk menyesuaikan dengan perkembangan
bahasa Indonesia. Adanya ketentuan Pasal 27 ayat (3)
ini menambah dua ayat dalam Pasal 27 yang telah ada
yakni ayat (1) dan ayat (2) yang tetap.

Pasal 27 ayat (3) ini dimaksudkan untuk mem-
perteguh konsep yang dianut bangsa dan negara
Indonesia di bidang pembelaan negara, yakni upaya
pembelaan negara bukan monopoli TNI, tetapi meru-
pakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara.

Pasal 27 ayat (1) dan (2) tetap, dengan rumusan
sebagai berikut.
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Pasal 27
(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di
dalam hukum dan pemerintahan dan wajib
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan
tidak ada kecualinya.
(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan
dan penghidupan vang lavak bagi kemanusiaan.

Pasal 28 tetap, dengan rumusan sebagai berikut.

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, menge-
luarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan
sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Bentuk pengaturan lebih lanjut tentang warga
negara dan penduduk sebagaimana amanat Undang-
Undang Dasar adalah ditetapkannya Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan,
Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang
Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka
umum, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan
Diskriminasi Ras dan Etnis.

15. Bab Hak Asasi Manusia

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 juga memuat Bab tentang Hak
Asasi Manusia (HAM) yang merupakan bab baru dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan sekaligus sebagai perluasan materi HAM yang
telah ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara
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Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum diubah, yaitu
Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (1),
Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 34.

Uraian perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang tercakup dalam
materi pokok Bab tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
adalah sebagai berikut:

BAB XA
HAK ASASI MANUSIA

Pasal 284
Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak
mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28B
(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan
melanjutkan keturunan melalui perkawinan vang sah.
(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh,
dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28C

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui
pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat
pendidikan dan memperoleh manfaat dari  ilmu
pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi
meningkatkan kualitas  hidupnyva dan demi kese-
Jahteraan umat manusia.

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinva dalam
memperjuangkan haknyva secara kolektif untuk mem-
bangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
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Pasal 28D

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yvang adil serta
perlakuan vang sama di hadapan hukum.

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat
imbalan dan perlakuan vang adil dan lavak dalam
hubungan kerja.

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesem-
paltan yvang sama dalam pemerintahan.

(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 28F

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat
menurul  agamanya, memilih  pendidikan  dan
pengajaran, memilih pekerjaan, memilih
kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah
negara dan meninggalkannya, seria berhak kemballi.

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan mevakini keper-
cayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan
hati nuraninya.

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikal,
berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F
Setiap orang berhak untuk  berkomunikasi dan
memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan
lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan
menyampaikan informasi dengan menggunakan segala
Jenis saluran vang tersedia.
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Pasal 28G

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi,
keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda
vang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa
aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan
untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang
merupakan hak asasi.

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan
atau perlakuan vang merendahkan derajat mariabat
manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari
negara lain.

Pasal 28H

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,
bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan
hidup vang baik dan sehat serta berhak memperoleh
pelayanan kesehatan.

(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan
perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan
manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan
keadilan.

(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang
memungkinkan pengembangan dirinva secara utuh
sebagai manusia yang bermartabat.

(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi
dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara
sewenang-wenang oleh siapa pun.

Pasal 281
(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemer-

dekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak
untuk tidak diperbudak, hak wuntuk diakui sebagai
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pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak
dituntut atas dasar hukum vang berlaku surut adalah
hak asasi manusia vang tidak dapat dikurangi dalam
keadaan apa pun.

(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang
bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak
mendapatkan  perlindungan  terhadap  perlakuan
vang bersifat diskriminatif itu.

(3) lIdentitas budava dan hak masyarakat tradisional
dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan
peradaban.

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan
hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara,
terutama pemerintah.

(3) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi
manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang
demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia
dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan
perundang-undangan.

Pasal 28J

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia
orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap
orang wajib  tunduk kepada pembatasan vang
ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud
semata-mata untuk menjamin  pengakuan serta
penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain
dan untuk memenuhi tuntutan vang adil sesuai
dengan pertimbangan moral, nilai-nilai  agama,
keamanan, dan ketertiban wmum dalam  suatu
masyarakat demokratis.
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Penambahan rumusan HAM serta jaminan peng-
hormatan, perlindungan, pelaksanaan, dan pemajuannya
ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 Indonesia bukan semata-mata
karena kehendak untuk mengakomodasi perkembangan
pandangan mengenai HAM yang makin penting sebagai
isu global, melainkan karena hal itu merupakan salah satu
syarat negara hukum. HAM sering dijadikan sebagai salah
satu indikator untuk mengukur tingkat peradaban, tingkat
demokrasi, dan tingkat kemajuan suatu negara. Rumusan
HAM vyang telah ada dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilengkapi
dengan memasukkan pandangan mengenai HAM yang
berkembang sampai saat ini.

Masuknya rumusan HAM ke dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan
kemajuan besar dalam proses perubahan Indonesia
sekaligus menjadi salah satu ikhtiar bangsa Indonesia
menjadikan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 menjadi Undang-Undang Dasar
yang makin modern dan makin demokratis.

Dengan adanya rumusan HAM dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
maka secara konstitusional hak asasi setiap warga negara
dan penduduk Indonesia telah dijamin.

Dalam hubungan tersebut, bangsa Indonesia ber-
pandangan bahwa HAM harus memperhatikan karak-
teristik Indonesia dan sebuah hak asasi juga harus
diimbangi dengan kewajiban, sehingga diharapkan akan
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tercipta saling menghargai dan menghormati akan hak
asasi tiap-tiap pihak.

Dalam Bab tentang Hak Asasi Manusia terdapat dua
pasal yang saling berkaitan erat, yaitu Pasal 28] dan Pasal
28J. Keberadaan Pasal 28] dimaksudkan untuk
mengantisipasi sekaligus membatasi Pasal 281.

Pasal 281 mengatur beberapa hak asasi manusia yang
tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, termasuk di
dalamnya hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang
berlaku surut.

Sedangkan Pasal 28] memberikan pembatasan yang
ditetapkan dengan undang-undang dan untuk menjamin
pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan
orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai
dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan,
dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Rumusan HAM yang masuk dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat
dibagi ke dalam beberapa aspek, yaitu:

1) HAM berkaitan dengan hidup dan kehidupan;

2) HAM berkaitan dengan keluarga;

3) HAM berkaitan dengan pendidikan, ilmu pengetahuan
dan teknologi;

4) HAM berkaitan dengan pekerjaan;

5) HAM berkaitan dengan kebebasan beragama dan
meyakini  kepercayaan,  kebebasan  bersikap,
berpendapat, dan berserikat;

6) HAM berkaitan dengan informasi dan komunikasi;

7) HAM berkaitan dengan rasa aman dan perlindungan
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dari perlakuan yang merendahkan derajat dan
martabat manusia;

8) HAM berkaitan dengan kesejahteraan sosial;

9) HAM berkaitan dengan persamaan dan keadilan;

10) HAM berkewajiban menghargai hak orang dan pihak
lain.

Jika rumusan HAM dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu diim-
plementasikan secara konsisten, baik oleh negara maupun
oleh rakyat, diharapkan laju peningkatan kualitas
peradaban, demokrasi, dan kemajuan Indonesia jauh lebih
cepat dan jauh lebih mungkin dibandingkan dengan tanpa
adanya rumusan jaminan pengakuan, penghormatan,
perlindungan, dan pemajuan HAM dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bentuk pengaturan lebih lanjut tentang hak asasi
manusia sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar
adalah sebagai berikut:

(1) Sesuai dengan pengaturan Pasal 28 tentang
kemerdekaan berserikat dan berkumpul,
mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan
sebagainya, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor
9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan
pendapat di muka umum dan Undang-Undang
Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

(2) Sesuai dengan pengaturan kesamaan kedudukan di
dalam hukum dan pemerintahan, telah ditetapkan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang
Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
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(3) Sesuai dengan pengaturan Pasal 281 ayat (5) tentang
penegakkan dan pelindungan hak asasi manusia,
telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang
Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

16. Bab Agama, TETAP

Rumusan tentang agama sebagai berikut.

BAB X1
AGAMA

Pasal 29

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk
untuk memeluk agamanya masing-masing dan uniuk
beribadat menurut agamanya dan kepercavaannya
itu.

Bentuk pengaturan lebih lanjut tentang agama
sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar adalah adalah
ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005
tentang Pengesahan Infernational Covenant On Civil and
Political Rights (Kovenan Internasional tentang hak-hak
Sipil dan Politik).

17. Bab Pertahanan dan Keamanan

Semula bab ini berjudul Bab tentang Pertahanan
Negara. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, judulnya menjadi Bab
tentang Pertahanan dan Keamanan Negara. Semula bab ini
terdiri atas satu pasal, yaitu Pasal 30 dengan dua ayat,

183

20998640_BK PANDUAN PEMASYARAKATAN UUD NRI THN 45_T-183



yaitu ayat (1) dan ayat (2). Setelah perubahan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menjadi satu pasal dengan lima ayat, yaitu Pasal 30 ayat
(1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Uraian perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang tercakup dalam
pokok materi Bab tentang Pertahanan dan Keamanan
Negara sebagai berikut.

a. Hak dan kewajiban bela negara

Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ketentuan
mengenal hak dan kewajiban bela negara diatur dalam
Pasal 30 dengan dua ayat, yaitu ayat (1) dan ayat (2).
Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi Pasal 30
dengan lima ayat, yaitu ayat (1), ayat (2), ayat (3),
ayat (4), dan ayat (5). Adapun Pasal 30 ayat (1)
menjadi Pasal 27 ayat (3) dengan perubahan
redaksional. Rumusan perubahannya sebagai berikut.

Rumusan perubahan:

BAB XII
PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

Pasal 30

(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut
serta dalam wusaha pertahanan dan keamanan
negara.
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Rumusan naskah asli:

BAB XII
PERTAHANAN NEGARA

Pasal 30
(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut
serta dalam usaha pembelaan negara.
(2) Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan
undang-undang.

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban dalam
usaha pertahanan dan keamanan negara merupakan
implementasi dari ketentuan Pasal 27 ayat (3)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga
negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya
pembelaan negara. Oleh sebab itu, setiap warga
negara tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban
yang sama dalam usaha pertahanan dan keamanan
negara.

Adanya ketentuan ini didasarkan pada pemikiran
bahwa sistem pertahanan dan keamanan negara yang
dianut negara Indonesia adalah sistem pertahanan dan
keamanan rakyat semesta. Dalam sistem ini seluruh
komponen bangsa terlibat dan mempunyai peranan,
yaitu rakyat sebagai kekuatan pendukung sedangkan
TNI dan Kepolisian sebagai kekuatan utama.

b. Usaha pertahanan dan keamanan negara

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai usaha
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pertahanan dan keamanan negara sebagaimana
tercantum dalam Pasal 30 ayat (2) dengan rumusan
perubahan sebagai berikut.

Pasal 30
(2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilak-
sanakan — melalui  sistem  pertahanan  dan
keamanan rakyat semesia oleh Tentara Nasional
Indonesia dan Kepolisian Negara Republik
Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat,
sebagai kekuatan pendukung.

Ketentuan ini dilatarbelakangi oleh pengalaman
sejarah bangsa Indonesia dalam merebut dan mem-
pertahankan kemerdekaan. Salah satu faktor penting
suksesnya revolusi kemerdekaan tahun 1945 dan per-
juangan mempertahankan kemerdekaan terletak pada
bersatu padunya kekuatan rakyat dan kekuatan militer
dan polisi Indonesia. Dalam perkembangannya,
bersatupadunya kekuatan itu dirumuskan dalam
sebuah sistem yang dikenal dengan nama sistem
pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang
berlaku hingga saat ini.

Atas dasar pengalaman sejarah tersebut, sistem
pertahanan dan keamanan rakyat semesta tersebut
dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dengan maksud
untuk lebih mengukuhkan keberadaan sistem tersebut.
Kedudukan rakyat dan TNI serta Kepolisian Republik
Indonesia dalam usaha pertahanan dan keamanan
negara makin dikukuhkan, yakni rakyat sebagai
kekuatan pendukung dan TNI serta Kepolisian
Republik  Indonesia  sebagai  kekuatan utama.

186

20998640_BK PANDUAN PEMASYARAKATAN UUD NRI THN 45_T-186



Rumusan itu menjadi salah satu ciri khas sistem
pertahanan dan keamanan Indonesia yang bersifat
semesta, yang melibatkan seluruh rakyat warga
negara, wilayah dan sumber daya nasional secara
aktif, terpadu, terarah, dan berkelanjutan.

c. Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian
Republik Indonesia

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai Tentara
Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik
Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat
(3) dan ayat (4) dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 30

(3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan
Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara
sebagai alat negara bertugas mempertahankan,
melindungi, dan memelihara  keutuhan dan
kedaulatan negara.

(4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai
alat  negara yang menjaga keamanan dan
ketertiban masyarakat  bertugas melindungi,
mengavomi,  melavani  masyarakat,  serta
menegakkan hukum.

Adanya ketentuan ini untuk lebih menegaskan
pembagian tugas dua alat negara yang bergerak di
bidang pertahanan dan keamanan negara, yakni TNI
sebagai alat negara di bidang pertahanan dan Kepo-
lisian sebagai alat negara di bidang keamanan. Dalam
hal pertahanan terdapat tiga aspek di dalamnya, yakni
masalah keutuhan negara, kedaulatan negara, dan

187

20998640_BK PANDUAN PEMASYARAKATAN UUD NRI THN 45_T-187



keselamatan negara. Di luar ketiga aspek tersebut
masuk ke dalam kategori keamanan yang menjadi
tugas Kepolisian Republik Indonesia sebagai lembaga
penegak hukum.

Seiring dengan itu diharapkan pembagian tugas
tersebut mampu meningkatkan profesionalisme TNI
dan Kepolisian Republik Indonesia seiring perkem-
bangan tuntutan rakyat dan kebutuhan zaman.

d. Pengaturan hal-hal vang terkait dengan
pertahanan dan Keamanan dengan undang-
undang

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai hal-hal
yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan
dengan undang-undang sebagaimana tercantum dalam
Pasal 30 ayat (5) dengan rumusan sebagai berikut.

Pasal 30

(5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indo-
nesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia,
hubungan  kewenangan  Tentara  Nasional
Indonesia dan Kepolisian Negara Republik
Indonesia di dalam menjalankan tugasnya,
syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam
usaha pertahanan dan keamanan negara, serta
hal-hal vang terkait dengan pertahanan dan
keamanan diatur dengan undang-undang.

Ketentuan itu dimaksudkan untuk memberikan
dasar hukum bagi DPR dan Presiden untuk
membentuk undang-undang yang berisi pengaturan
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lebih lanjut mengenai berbagai hal yang berkaitan
dengan hal-hal tersebut di atas. Pengaturan dengan
undang-undang mengenai pertahanan dan keamanan
merupakan konsekuensi logis dari prinsip yang
menempatkan urusan pertahanan dan keamanan
sebagai kepentingan rakyat.

Bentuk  pengaturan lebih lanjut tentang
pertahanan dan keamanan khususnya mengenai
susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia,
Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan
kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan
Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam
menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan
warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan
negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan
dan keamanan, telah ditetapkan Undang-Undang
Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara,
Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang
Pertahanan Negara, dan Undang-Undang Nomor 34
tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

18. Bab Pendidikan dan Kebudayaan

Sebelum diubah, bab ini bernama Bab tentang
Pendidikan terdiri dari satu pasal, vaitu Pasal 31 dengan
dua ayat. Setelah diubah menjadi Bab tentang Pendidikan
dan Kebudayaan yang terdiri atas satu pasal, yaitu Pasal
31 dengan lima ayat, yaitu ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat
(4), dan ayat (5).

Uraian perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang tercakup dalam
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materi pokok Bab tentang Pendidikan dan Kebudayaan
sebagai berikul.

a. Hak dan kewajiban warga negara dan pemerintah
di bidang pendidikan

Perubahan  Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai hak dan
kewajiban warga negara dan pemerintah di bidang
pendidikan tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) dan
ayat (2) dengan rumusan sebagai berikut.

Rumusan perubahan:

BAB X1II
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pasal 31
(1) Setiap warga negara berhak mendapat

pendidikan.

Perubahan ketentuan Pasal 31 avat (1) terletak
pada penggantian kata fiap-tiap menjadi setiap dan
kata pengajaran menjadi kata pendidikan. Perubahan
kata dari tiap-tiap menjadi  sefiap merupakan
penyesuaian  terhadap  perkembangan  bahasa
Indonesia. Adapun perubahan kata pengajaran
menjadi pendidikan dimaksudkan untuk memperluas
hak warga negara karena pengertian pengajaran lebih
sempit dibandingkan dengan pengertian pendidikan.

Pasal 31
(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan
dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
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Rumusan naskah asli:

BAB XIIT
PENDIDIKAN
Pasal 31
(1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat
pengajaran.
(2) Pemerintah mengusahakan dan

menyelenggarakan satu  sistem  pengajaran
nasional, yvang diatur dengan undang-undang.

Pendidikan dasar menjadi wajib dan akan ada
sanksi bagi siapa pun yang tidak melaksanakan ke-
wajiban itu. Dengan demikian setiap warga negara
mempunyai pendidikan minimum yang memung-
kinkannya untuk dapat berpartisipasi dalam proses
pencerdasan kehidupan bangsa. Di pihak lain, Un-
dang-Undang Dasar mewajibkan pemerintah untuk
membiayai pelaksanaan ketentuan ini.

b. Tujuan pendidikan nasional

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai tujuan
pendidikan nasional tercantum dalam Pasal 31 ayat
(3). Rumusannya sebagai berikut:

Rumusan Perubahan:

Pasal 31
(3) Pemerintah mengusahakan dan
menyelengearakan satu  sistem pendidikan

nasional, yang meningkatkan keimanan dan
ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, yvang diatur
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dengan undang-undang.

Ketentuan ini mengakomodasi nilai-nilai dan
pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai bangsa
yang religius dengan memasukkan rumusan kata
meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak
mulia sementara tujuan sistem pendidikan nasional
adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

¢. Prioritas anggaran pendidikan dalam APBN dan
APBD

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai Prioritas
anggaran pendidikan dalam APBN dan APBD
tercantum dalam Pasal 31 ayat (4) dengan rumusan
sebagai berikut.

Rumusan perubahan:

Pasal 31
(4) Negara mempriorilaskan anggaran pendidikan
sekurang-kurangnyva dua puluh persen dari
anggaran pendapatan dan belanja negara serta
dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
untuk memenwhi kebutuhan penyelenggaraan
pendidikan nasional.

Perubahan ini dilatarbelakangi oleh kenyataan
bahwa dalam praktik penyelenggaraan negara menun-
jukkan kurang dipahaminya Pasal 31 ayat (1) dan ayat
(2) yang pada hakikatnya mengandung prinsip
demokrasi pendidikan. Rumusan itu merupakan sikap
bangsa dan negara untuk memprioritaskan pe-
nyelenggaraan pendidikan sebagai upaya mencerdas-
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kan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan
nasional. Untuk itu, dirumuskan ketentuan dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang mewajibkan pemerintah untuk
membiayai pendidikan dasar dan kewajiban warga
negara mengikuti pendidikan dasar tersebut; serta
negara memprioritaskan  anggaran  pendidikan
sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari
APBN dan APBD.

d. Kewajiban  pemerintah  memajukan  ilmu
pengetahuan dan teknologi

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai kewajiban
pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan
teknologi tercantum dalam Pasal 31 ayat (5) dengan
rumusan sebagai berikut.

Rumusan perubahan:

Pasal 31
(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan
teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai
agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan
peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Adanya rumusan itu dimaksudkan sebagai dasar
agar pemerintah  berupaya memajukan ilmu
pengetahuan dan teknologi dengan tetap menjunjung
tinggi nilai-nilai agama dan memperkukuh persatuan
bangsa.
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e. Kewajiban negara memajukan kebudayaan
nasional

Sebelum diubah, ketentuan mengenai kewajiban
pemerintah  memajukan  kebudayaan  nasional
Indonesia tercantum dalam satu pasal, yaitu Pasal 32.
Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi satu pasal
dengan dua ayat, yaitu Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2)
dengan rumusan sebagai berikut.

Rumusan perubahan:

Pasal 32

(1) Negara memajukan  kebudayaan  nasional
Indonesia di tengah peradaban dunia dengan
menjamin  kebebasan  masyarakat  dalam
memelihara dan  mengembangkan nilai-nilai
budavanya.

(2) Negara menghormati dan memelihara bahasa
daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Rumusan naskah asli:

Pasal 32

Pemerintah  memajukan kebudayvaan nasional
Indonesia.

Perubahan itu dilatarbelakangi oleh kebutuhan
untuk menempatkan kebudayaan nasional pada dera-
jat yang tinggi atas dasar pemahaman bahwa kebu-
dayaan nasional, yang menjamin unsur-unsur kebu-
dayaan daerah, merupakan identitas bangsa dan
negara yang harus dilestarikan, dikembangkan, dan
diteguhkan di tengah perubahan global yang pesat dan
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dapat mengancam identitas bangsa dan negara
Indonesia. Sekaligus menyadari bahwa budaya Indo-
nesia bukan budaya tertutup di tengah perubahan
dunia.

Dengan demikian, diharapkan pada masa yang
akan datang, bangsa dan negara Indonesia tetap mem-
punyai identitas yang sesuai dengan dasar negara dan
nilai-nilai serta pandangan hidup bangsa Indonesia
walaupun terjadi perubahan global.

Ketentuan itu juga dilandasi oleh pemikiran bah-
wa persatuan dan kebangsaan Indonesia itu akan lebih
kukuh jika diperkuat oleh pendekatan kebudayaan
selain pendekatan politik dan hukum.

Bentuk  pengaturan lebih  lanjut tentang
pendidikan dan kebudayaan khususnya mengenai
pengusahaan dan penyelenggaraan sistem pendidikan
nasional, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 20
tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2009 tentang Badan Hukum Pendidikan.

19. Bab Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial

Sebelum diubah, judul bab ini adalah Kesejahteraan
Sosial yang terdiri dari 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 33
dengan tiga ayat dan Pasal 34 tanpa ayat. Setelah diubah,
nama bab menjadi Perekonomian Nasional dan
Kesejahteraan Sosial, terdiri atas dua pasal, yaitu Pasal 33
dengan lima ayat dan Pasal 34 dengan empat ayat.
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Uraian perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang tercakup dalam
materi pokok Bab tentang Perekonomian Nasional dan
Kesejahteraan Sosial sebagai berikut.

a. Perekonomian Nasional

Ketentuan mengenai perekonomian nasional
tercantum dalam Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3). Untuk melengkapi ketentuan mengenai perekono-
mian nasional ini, dirumuskan ayat (4) dan ayat (5).

Rumusan perubahan:

BAB X1V
PEREKONOMIAN NASIONAL DAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL
Pasal 33
(4) Perekonomian nasional diselenggarakan
berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip
kebersamaan, efisiensi berkeadilan,

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, keman-
dirian, serta dengan menjaga keseimbangan
kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
pasal ini diatur dalam undang-undang.

Rumusan naskah asli:

Pasal 33
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama
berdasar atas asas kekeluargaan.
(2) Cabang-cabang produksi vang penting bagi
negara dan yang menguasai hajat hidup orang
banvak dikuasai oleh negara.

196

20998640_BK PANDUAN PEMASYARAKATAN UUD NRI THN 45_T-196



(3) Bumi dan air dan kekayvaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara
dan  dipergunakan untuk  sebesar-besar
kemakmuran rakyat.

Adanya ketentuan baru dalam Pasal 33 im
terutama dimaksudkan untuk melengkapi “asas keke-
luargaan™ yang tercantum dalam Pasal 33 avat (1)
dengan prinsip-prinsip kebersamaan, efisiensi ber-
keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, ke-
mandirian, serta dengan menjaga keseimbangan ke-
majuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Asas kekeluargaan dan prinsip perekonomian
nasional dimaksudkan sebagai rambu-rambu yang
sangat penting dalam upaya mewujudkan demokrasi
ekonomi di Indonesia. Hal tersebut dipandang sangat
penting agar seluruh sumber daya ekonomi nasional
digunakan sebaik-baiknya sesuai dengan paham
demokrasi ekonomi sehingga mendatangkan manfaat
optimal bagi seluruh warga negara dan penduduk
Indonesia.

Pelaksanaan ketentuan Pasal 33 ayat (1), (2), (3),
dan (4) diatur lebih lanjut dengan undang-undang
dengan memperhatikan prinsip-prinsip, antara lain
efisiensi yang berkeadilan. Dengan demikian, sumber-
sumber yang ada harus dialokasikan secara efisien
untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional
secara sehat dan sekaligus untuk mencapai keadilan.
Kemajuan ekonomi di seluruh wilayah tanah air harus
diperhatikan keseimbangannya dan dalam
pelaksanaan otonomi daerah harus pula dijaga
kesatuan ekonomi nasional.
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Perubahan ini dalam rangka mendukung dan me-
wujudkan ekonomi yang adil dan makmur bagi
semua. Pelaksanaan Pasal 33 ini selanjutnya diatur
dalam undang-undang sehingga tidak dirumuskan
dalam kepentingan sesaat, tetapi menjangkau kepen-
tingan jangka panjang dan sesuai dengan kebutuhan
bangsa.

b. Kesejahteraan sosial

Sebelum diubah Pasal 34 tanpa ayat, setelah
perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 menjadi Pasal 34 dengan
empat ayat, yaitu ayat (1), ayat (2), ayat (3). dan ayat
(4) dengan rumusan sebagai berikut.

Rumusan perubahan:

Pasal 34

(1) Fakir miskin dan anak-anak vyang terlantar
dipelihara oleh negara.

(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial
bagi seluruh  rakvat dan  memberdayakan
masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai
dengan martabat kemanusiaan.

(3) Negara bertangeung jawab atas penyvediaan
fasilitas  pelayanan  kesehatan dan  fasilitas
pelayanan umum yang layak.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
pasal ini diatur dalam undang-undang.
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Rumusan naskah asli:
Pasal 34

Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar
dipelihara oleh negara.

Perubahan ini didasarkan kepada kebutuhan
meningkatkan jaminan konstitusional yang mengatur
kewajiban negara di bidang kesejahteraan sosial. Ada-
nya ketentuan mengenai kesejahteraan sosial yang
jauh lebih lengkap dibandingkan dengan sebelum per-
ubahan merupakan bagian upaya mewujudkan
Indonesia sebagai negara kesejahteraan (welfare state)
sehingga rakyat dapat hidup sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan. Di dalam rumusan tersebut
terkandung maksud untuk lebih mendekatkan gagasan
negara kesejahteraan dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 ke dalam realitas.

Negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan,
berarti terdapat tanggung jawab negara untuk
mengembangkan kebijakan negara di berbagai bidang
kesejahteraan serta meningkatkan kualitas pelayanan
umum (public services) yang baik melalui penyediaan
berbagai fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat.

Kata fakir miskin yang terdapat dalam ketentuan
Pasal 34 ayat (1) mempunyai pengertian yang
berbeda. Oleh karena itu, perkataan fakir miskin tidak
dapat dipahami sebagai satu kesatuan konsep. Kedua
kata itu berasal dari bahasa Arab dengan pengertian
berbeda. Kata fakir berarti ‘orang yang tidak mampu
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berusaha menghidupi dirinya sendiri’, sedangkan
miskin “orang yang mampu berusaha tetapi tidak
mencukupi kebutuhan minimum untuk menghidupi
dirinya sendir1’

Bentuk pengaturan lebih lanjut dalam undang-
undang yang mengatur tentang Perekonomian
Nasional dan Kesejahteraan Sosial adalah sebagai
berikut:

(1) Sesuai dengan pengaturan Pasal 33 tentang
perekonomian  nasional, telah ditetapkan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
sistem perencanaan pembangunan nasional
Presiden Republik Indonesia; Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
2005 — 2025; Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat; Undang-Undang
Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN; Undang-
Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber
Daya Air; Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

(2) Sesuai dengan pengaturan Pasal 34 tentang
kesejahteraan sosial, telah ditetapkan Undang-
Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan
Fakir Miskin, dan Undang-Undang Nomor 24
tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial.
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20. Bab Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta
Lagu Kebangsaan

Semula bab ini berjudul Bab tentang Bendera dan
Bahasa. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, judulnya menjadi Bab
tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta
Lagu Kebangsaan. Jika sebelum perubahan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
bab ini terdiri dari dua pasal, yaitu Pasal 35 dan Pasal 36,
maka setelah perubahan menjadi lima pasal, yaitu Pasal
35, Pasal 36, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C.
Rumusannya sebagai berikut.

Rumusan perubahan:

BAB XV
BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA,
SERTA LAGU KEBANGSAAN

Pasal 35

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.
Pasal 36

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.
Pasal 364

Lambang Negara ialah Garuda Pancasila  dengan
semboyan Bhinneka Tunggal lka.

Pasal 36B

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.
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Pasal 36C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan
Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan
undang-undang

Rumusan naskah asli:

BAB XV
BENDERA DAN BAHASA

Pasal 35
Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.
Pasal 36

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera. Bahasa,
dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur
dengan undang-undang.

Rumusan mengenai hal ini sebelumnya belum diatur
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan hanya diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 1951.

Masuknya ketentuan mengenai lambang negara serta
lagu kebangsaan ke dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang melengkapi
pengaturan mengenai bendera negara dan bahasa negara
yang telah ada sebelumnya merupakan ikhtiar untuk
memperkukuh kedudukan dan makna atribut kenegaraan
di tengah kehidupan global dan hubungan internasional
yang terus berubah. Dengan kata lain, kendatipun atribut
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itu tampaknya simbolis, hal tersebut tetap penting karena
menunjukkan identitas dan kedaulatan suatu negara dalam
pergaulan internasional.

Atribut kenegaraan itu menjadi simbol pemersatu
seluruh bangsa Indonesia di tengah perubahan dunia yang
tidak jarang berpotensi mengancam keutuhan dan
kebersamaan sebuah negara dan bangsa, tak terkecuali
bangsa dan negara Indonesia.

Bentuk pengaturan lebih lanjut dalam undang-undang
yang mengatur tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang
Negara, serta Lagu Kebangsaan adalah ditetapkannya
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera,
Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

21. Bab Perubahan Undang-Undang Dasar

Sebelum diubah, Bab tentang Perubahan Undang-
Undang Dasar terdiri atas satu pasal, yaitu Pasal 37
dengan dua ayat, yaitu ayat (1) dan ayat (2). Setelah
perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 menjadi satu pasal, yaitu Pasal 37
dengan lima ayat, yaitu ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat
(4), dan ayat (5).

Uraian perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang tercakup dalam
materi pokok Bab tentang Perubahan Undang-Undang
Dasar sebagai berikut.
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Rumusan perubahan:

BAB XVI
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR
Pasal 37

(1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar
dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permu-
svawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-
kurangnya 1/3  dari  jumlah anggota Majelis
Permusyawaratan Rakyat.

(2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang
Dasar diajukan secara  tertulis dan ditunjukkan
dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah
beserta alasannya.

(3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar,
Sidang Majelis Permusyvawaratan Rakyat dihadiri
oleh sekurang-kurangnva 2/3 dari jumlah angeota
Majelis Permusyawaratan Rakyat.

(4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal  Undang-
Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan
sekurang-kurangnyva lima puluh persen ditambah satu
anggota dari  seluruh anggota Majelis  Permu-
svawaratan Rakyat.

(5) Khusus mengenai beniuk Negara Kesatuan Republik
Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.
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Rumusan naskah asli:

BAB XVI1
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR
Pasal 37

(1) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-
kurangnyva 2/3 daripada jumlah anggota Majelis
Permusvawaratan Rakvat harus hadir.

(2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-
kurangnva 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir.

Ketentuan mengenai perubahan Undang-Undang
Dasar dimaksudkan untuk meneguhkan MPR sebagai
lembaga negara vang ditetapkan oleh Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki
wewenang melakukan perubahan Undang-Undang Dasar.

Di dalam ketentuan itu, Pembukaan tidak termasuk
objek perubahan, sedangkan bentuk Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) tidak dapat diubah. Adanya
ketentuan in1 dimaksudkan untuk mempertegas komitmen
bangsa Indonesia terhadap Pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk
NKRI sekaligus melestarikan putusan para pendiri negara
pada tahun 1945. Rumusan itu juga menggambarkan sikap
konsisten terhadap kesepakatan dasar yang dicapai fraksi-
fraksi MPR sebelum dilakukannya perubahan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Perubahan pasal ini meliputi proses perubahan pasal-
pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang diawali dengan usul perubahan yang
harus diajukan oleh sekurang-kurangnya satu pertiga
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jumlah anggota MPR; putusan untuk melakukan
perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 harus dengan persetujuan
sekurang-kurangnya 50% ditambah satu anggota MPR,
lebith banyak dari persyaratan minimal, yaitu empat
persembilan jumlah anggota MPR yaitu dua pertiga dikali
dua pertiga sebagaimana diatur pada pasal ini sebelum
perubahan.

22. Aturan Peralihan

Sebelum diubah, ketentuan Aturan Peralihan terdiri
dari empat pasal, yaitu Pasal I, Pasal 11, Pasal III, dan
Pasal IV. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi tiga
pasal, yaitu Pasal I, Pasal 11, dan Pasal I11.

Uraian perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang tercakup dalam
materi pokok tentang Aturan Peralihan sebagai berikut.

Rumusan perubahan:

ATURAN PERALIHAN
Pasal T

Segala peraturan perundang-undangan yang ada
masih tetap berlaku selama belum diadakan vang baru
menurut Undang-Undang Dasar ini.

Pasal Il

Semua lembaga negara yang ada masih tetap
berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan
Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru
menurut Undang-Undang Dasar ini.
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Pasal 111

Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya
pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala
kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Rumusan naskah asli:

ATURAN PERALIHAN
Pasal I

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur
dan menyelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada
Pemerintah Indonesia.

Pasal 11

Segala badan negara dan peraturan yang ada masih
langsung berlaku, selama belum diadakan vang baru
menurut Undang-Undang Dasar ini.

Pasal 111

Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden
dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Pasal IV

Sebelum Majelis Permusvawaratan Rakyal, Dewan
Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung
dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala
kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan
sebuah komite nasional.

Adanya ketentuan yang mengatur berbagai hal yang
berkaitan dengan terjadinya perubahan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan
hal yang berlaku umum dalam setiap perubahan hukum.
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Peraturan perundang-undangan tetap berlaku selama
belum diterbitkan yang baru menurut Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah
diubah  dimaksudkan untuk mencegah terjadinya
kekosongan hukum atau ketidakpastian hukum sebagai
akibat terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, adanya ketentuan yang mengatur bahwa
lembaga negara tetap berfungsi sepanjang melaksanakan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 juga dimaksudkan agar negara melalui berbagai lem-
baga negara yang dibentuknya (seperti MPR, DPR, Pre-
siden, dan MA) tetap berjalan sebagaimana mestinya
untuk  menyelenggarakan  kegiatan  negara  dan
pemerintahan, memenuhi kepentingan umum dan kebu-
tuhan rakyat sampai adanya lembaga baru yang dibentuk
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 vang telah diubah.

Ketentuan bahwa MA melaksanakan fungsi MK
sebelum MK terbentuk penting untuk mencegah terjadinya
kevakuman  hukum  dalam  pelaksanaan  tugas
ketatanegaraan. Selain itu, ketentuan ini dimaksudkan juga
untuk memastikan berjalannya mekanisme saling
mengawasi dan saling mengimbangi. Sementara itu,
lembaga negara yang ada, yaitu Presiden, DPR, MPR,
MA, BPK, dan DPA telah menyesuaikan diri dengan
ketentuan baru dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diubah.

208

20998640_BK PANDUAN PEMASYARAKATAN UUD NRI THN 45_T-208



23. Aturan Tambahan

Sebelum diubah, ketentuan mengenai Aturan Tam-
bahan terdiri atas dua ayat, yaitu ayat (1) dan ayat (2).
Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan itu menjadi
dua pasal, yaitu Pasal I dan Pasal II.

Uraian perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang tercakup dalam
materi pokok Aturan Tambahan sebagai berikut.

Rumusan perubahan:

ATURAN TAMBAHAN
Pasal I

Majelis  Permusyawaratan Rakyat ditugasi  untuk
melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum
Ketetapan Majelis Permusvawaratan Rakyat Sementara
dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat uniuk
diambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan
Rakvat tahun 2003.

Pasal Il

Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang
Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-
pasal.

Rumusan naskah asli:

ATURAN TAMBAHAN

(1) Dalam enam bulan sesudah akhirnya peperangan
Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan
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menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam
Undang-Undang Dasar ini.

(2) Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusya-
waratan Rakyat dibentuk, Majelis itu bersidang untuk
menetapkan Undang-Undang Dasar.

Ketentuan Pasal I Aturan Tambahan dirumuskan
sebagai tindak lanjut adanya perubahan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya
yang terkait dengan perubahan kedudukan dan wewenang
MPR sehingga perlu ada peninjauan terhadap materi dan
status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR.

Adapun ketentuan Pasal II Aturan Tambahan
dimaksudkan untuk menegaskan bahwa status Penjelasan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 tidak lagi merupakan bagian dari naskah Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Dengan demikian, ketentuan Pasal Il Aturan Tambahan ini
mengakhiri keberadaan Penjelasan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setelah hal-hal
normatif di dalamnya dimasukkan ke dalam pasal-pasal
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Selain itu, ketentuan Pasal II Aturan Tambahan juga
mengubah sistematika Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Sebelum diubah,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 terdiri atas tiga bagian, yaitu Pembukaan, Batang
Tubuh, dan Penjelasan. Setelah diubah, Undang-Undang
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Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas
dua bagian yaitu Pembukaan dan pasal-pasal.
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BAB II1
KETETAPAN MPR

A. Dasar Pemikiran, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang MPR

1.

Dasar Pemikiran

Forum Permusyawaratan Sidang-sidang MPR periode
1999 — 2004 telah berhasil menuntaskan salah satu amanat
reformasi yaitu melaksanakan perubahan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meninjau
materi dan status hukum Ketetapan MPR RI dari tahun 1960 —
2002.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, pada tataran implementasi, membawa
perubahan baik penghapusan maupun pembentukan lembaga-
lembaga negara, kedudukan masing-masing Lembaga Negara
tergantung kepada tugas dan wewenang yang diberikan oleh
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Dampak perubahan terhadap MPR sebagai lembaga
negara ferutama tampak pada kedudukan, tugas dan
wewenangnya. Kedudukan MPR setelah perubahan Undang-
Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 tidak
lagi menjadi sebuah lembaga yang memegang dan
melaksanakan sepenuhnya kedaulatan rakyat. Walaupun
demikian, dalam hal pelaksanaan fungsi konstitusional, hanya
MPR yang dapat merubah dan menetapkan peraturan
perundang-undangan tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar
Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mempunyai tugas
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dan wewenang yaitu memilih dan melantik Presiden dan/atau
Wakil Presiden apabila berhalangan dalam masa jabatannya.

Perubahan-perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 baik substansi maupun latar
belakang serta implikasinya, belum menjangkau dan belum
dipahami oleh seluruh elemen masyarakat. Di sinilah arti
penting sosialisasi yang dimaksudkan sebagai upaya
pembelajaran bagi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan
yang memadai tentang konstitusi, pada khususnya, dan tentang
dinamika ketatanegaraan pada umumnya, yang dapat
menumbuhkan sikap dan perilaku masyarakat luas untuk
menjawab tantangan-tantangan ke depan dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Adapun jenis Putusan MPR yang harus disosialisasikan
kepada masyarakat adalah:

a. Perubahan dan penetapan Undang-Undang Dasar;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
¢. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Sosialisasi Putusan MPR, tidaklah semata-mata mengenai
isi atau substansi dari Putusan MPR, melainkan juga
menyangkut latar belakang, dasar hukum, proses dan
mekanisme pembentukan Putusan MPR, serta perkembangan
lebih lanjut mengenai posisi dan status hukum Putusan MPR
saat ini dan di masa yang akan datang.

Di dalam buku ini akan dijelaskan secara singkat Putusan
MPR, yaitu:

1. Ketetapan MPR RI Nomor [IY'MPR/2003 Tentang
Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum Ketetapan
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MPRS Dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 Sampai
Dengan Tahun 2002.

2. Keputusan MPR RI Nomor 1/MPR/2010 Tentang
Peraturan Tata Tertib MPR RI.

3. Keputusan MPR RI Nomor 2/MPR/2004 Tentang Kode
Etik MPR RI.

Penentuan ketiga putusan MPR tersebut di atas sebagai
bahan materi yang akan disosialisasikan karena ketiga putusan
tersebut masih memiliki relevansi dan berlaku sampai saat ini.

2. Kedudukan, Tugas Dan Wewenang MPR Sebelum
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

Kedudukan, tugas dan wewenang MPR sebagaimana
diatur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (sebelum perubahan), berdasarkan ketentuan
Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 avat (1), Pasal 3, Pasal 6, Pasal 37,
dan Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 19435.

Kedudukan:

MPR adalah penjelmaan seluruh rakyat Indonesia dan
merupakan lembaga tertinggi negara, pemegang dan pelaksana
sepenuhnya kedaulatan rakyat.

Tugas dan wewenang MPR ialah:

a. menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan garis-garis besar dari pada
haluan negara, serta mengubah Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. menetapkan garis-garis besar haluan negara;
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c. memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden;

d. membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan
oleh lembaga negara yang lain, termasuk penetapan garis-
garis besar haluan negara;

memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap
putusan-putusan Majelis;

f.  menyelesaikan pemilihan dan selanjutnya mengangkat

Presiden dan Wakil Presiden;

2

g. meminta pertanggungjawaban dari Presiden mengenai
pelaksanaan garis-garis besar haluan negara dan menilai
pertanggungjawaban tersebut;

h. mencabut kekuasaan dan memberhentikan Presiden dalam
masa jabatannya apabila Presiden sungguh-sungguh
melanggar Undang-Undang Dasar dan/atau garis-garis
besar haluan negara;

1. menetapkan Peraturan Tata Tertib Majelis;

j. menetapkan Pimpinan Majelis yang dipilih dari dan oleh
Anggota;

k. mengambil dan/atau memberi keputusan terhadap
Anggota yang melanggar sumpah/janji Anggota.

Kedudukan, tugas dan wewenang tersebut telah
menjadikan MPR memiliki posisi yang sangat menentukan dan
penting dalam dinamika ketatanegaraan. Kedudukan, tugas dan
wewenang inilah yang memberikan otoritas MPR untuk
membentuk Ketetapan-Ketetapan MPR, yang semenjak tahun
1960 — 2002 berjumlah 139 Ketetapan.
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.

Kedudukan, Tugas Dan Wewenang MPR Setelah
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, MPR memiliki kedudukan, tugas dan
wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 2
avat (1), Pasal 3 avat (1), avat (2), dan avat (3), Pasal 7B ayat
(6), Pasal 8§ dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang Nomor
27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU
MD3).

Kedudukan:

MPR adalah lembaga permusyawaratan rakyat yang
berkedudukan sebagai lembaga negara.

MPR memiliki tugas dan wewenang sebagaimana yang
diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun
2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Tugas dan wewenang MPR ialah:

a. mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar;
melantik Presiden dan Wakil Presiden;
memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah
Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan/atau
Wakil Presiden;

d. melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila
Presiden mangkat, berhenti, atau diberhentikan, atau tidak
dapat melaksanakan  kewajibannya dalam masa
jabatannya;
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e. memilih dan melantik Wakil Presiden dari dua calon yang
diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan
Wakil Presiden selambat-lambatnya dalam waktu enam
puluh hari;

f.  memilih dan melantik Presiden dan Wakil Presiden
apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa
jabatannya dari dua paket calon Presiden dan Wakil
Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan
partai politik yang paket calon presiden dan Wakil
Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua
dalam pemilihan umum sebelumnya sampai habis masa
jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh
hari;

g, menetapkan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik;

h. memilih dan menetapkan Pimpinan Majelis;

i. membentuk alat kelengkapan Majelis.

PUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Putusan Majelis terdiri atas: perubahan dan penetapan Undang-
Undang Dasar, Ketetapan dan Keputusan.

Berdasarkan Keputusan MPR RI Nomor I/MPR/2010 Tentang
Peraturan Tata Tertib MPR RI, jenis putusan Majelis ada 3 (tiga).
yaitu:

1. Perubahan dan penetapan Undang-Undang Dasar:

Perubahan dan penetapan Undang-Undang Dasar adalah
Putusan Majelis:
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a) mempunyai kekuatan hukum sebagai Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia;
b) tidak menggunakan nomor putusan Majelis.

2.  Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah
Putusan Majelis:

a) berisi hal-hal yang bersifat penetapan (beschikking);

b) mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam dan ke
luar Majelis, sebagaimana diatur dalam Ketetapan MPR RI
Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi
Dan Status Hukum Ketetapan MPRS Dan MPR RI Tahun
1960 Sampai Dengan 2002;

¢) menggunakan nomor putusan Majelis.

3. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah
Putusan Majelis:

a) berisi aturan/ ketentuan intern Majelis;
b) mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam Majelis;
¢) menggunakan nomor putusan Majelis.

Sebagaimana dijelaskan di atas, jenis Putusan MPR yang
harus dilakukan “peninjauan™ adalah terutama mengenai
materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan
MPR sebelum adanya perubahan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini tidak berarti
bahwa MPR tidak dapat lagi membuat sebuah Ketetapan,
karena dalam keadaan tertentu MPR dapat mengeluarkan
Ketetapan yang bersifat penetapan (beschikking) vaitu:
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a. menetapkan Wakil Presiden menjadi Presiden apabila
Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan. atau tidak dapat
melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya;

b. memilith Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan
Wakil Presiden;

¢. memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila Presiden dan
Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak
dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya
secara bersama-sama.

C. KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA NOMOR I/MPR/2003 TENTANG
PENINJAUAN TERHADAP MATERI DAN STATUS
HUKUM KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN
RAKYAT SEMENTARA DAN KETETAPAN MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1960 SAMPAI DENGAN TAHUN 2002

1. Latar Belakang dan Dasar Pemikiran Pembentukan

Sebelum Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dilakukan perubahan, disebutkan dalam
Pasal 1 ayat (2) bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat
dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan
Rakyat. Sebagai bahan perbandingan, dapat dilakukan suatu
penelusuran tentang kedudukan, fungsi dan wewenang Majelis
Permusyawaratan Rakyat sebagaimana tertuang dalam
Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut:

“Kedaulatan Rakyat dipegang oleh suatu badan, bernama
Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai penjelmaan seluruh
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rakyat Indonesia (Vertretungsorgan des Willens des
Staatsvolkes). Majelis ini menetapkan Undang Undang Dasar
dan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara. Majelis in1
mengangkat Kepala Negara (Presiden) dan Wakil Kepala
Negara (Wakil Presiden). Majelis inilah yang memegang
kekuasaan Negara yang tertinggi, sedang Presiden harus
menjalankan haluan Negara menurut garis-garis besar yang
telah ditetapkan oleh Majelis. Presiden yang diangkat oleh
Majelis, bertunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis. la
adalah “mandataris” dari Majelis. la wajib menjalankan
putusan-putusan Majelis. Presiden tidak “neben”, akan tetapi
“untergeordnet” kepada Majelis™.

Dalam perjalanan waktu antara tahun 1960 sampai
dengan tahun 2002, MPRS/MPR sebagai L.embaga Tertinggi
Negara pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat telah
mengeluarkan Ketetapan-ketetapan yang menurut sifatnya
mempunyai ciri-ciri yag berbeda.

Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang ada dapat
ditemukan beberapa jenis materi yang termuat di dalamnya
sebagai berikut :

1) Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara dan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia  yang  bersifat mengatur  sekaligus
memberikan tugas kepada Presiden.

Contoh: Ketetapan MPR RI Nomor [X/MPR/2001
tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan
Sumber Dava Alam.
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2) Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara dan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia yang bersifat penetapan (beschikking).

Contoh: Ketetapan MPR RI Nomor [II/MPR/2001
tentang Penetapan Wakil Presiden Megawati
Soekarno Putri sebagai Presiden Republik
Indonesia.

3) Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara dan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia yang bersifat mengatur ke dalam ( interne
regelingen).

Contoh: Ketetapan MPR RI Nomor I'MPR/1978 tentang
Peraturan Tata Tertib MPR.

4) Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara dan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia yang bersifat deklaratif.

Contoh: Ketetapan MPRS Nomor VII/MPRS/1965
tentang “GESURI” “TAVIP The Fifth Freedom
is our Weapon” dan The Era of Confrontation”
sebagai Pedoman-pedoman Pelaksanaan
Manifesto Politik Republik Indonesia.

5) Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara dan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia yang bersifat rekomendasi.

Contoh: Ketetapan MPR RI Nomor VIII/MPR/2001
tentang Rekomendasi Arah Kebijakan

222

20998640_BK PANDUAN PEMASYARAKATAN UUD NRI THN 45_T-222



Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme.

6) Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara dan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia yang bersifat perundang-undangan.

Contoh: Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000
tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan
Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan MPR dari tahun 1960
sampai dengan tahun 2002, di dalam Perubahan Keempat
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Pasal 1 Aturan Tambahan, MPR ditugasi untuk
melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum
Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR untuk diambil putusan
pada Sidang MPR Tahun 2003.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang telah dilaksanakan oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat sesuai dengan ketentuan Pasal 37
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 membawa pula akibat yang cukup mendasar tentang
kedudukan, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga negara
dan lembaga pemerintahan yang ada, serta status berbagai
aturan hukum yang selama ini berlaku dalam penyelenggaraan
negara.

Perubahan kedudukan, tugas dan wewenang MPR
menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang telah diubah mengakibatkan hilangnya
kewenangan MPR untuk membentuk Ketetapan-ketetapan
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MPR yang bersifat mengatur ke luar, seperti membuat Garis-
garis Besar Haluan Negara (GBHN). Karena MPR tidak lagi
membuat GBHN untuk dilaksanakan oleh Presiden maka
Presidenlah yang mempersiapkan program kerjanya sesuai
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa Presiden dan Wakil
Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh
rakyat, sehingga Presiden tidak lagi mempunyai kewajiban
untuk bertanggung jawab kepada MPR.

Perubahan kewenangan MPR dalam hal pembentukan
Ketetapan MPR yang berlaku ke luar membawa pula akibat
perubahan pada kedudukan dan status hukum Ketetapan
MPRS dan Ketetapan MPR dalam tata susunan (hierarki)
Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.

Dalam masa transisi berlakunya Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan)
ke masa berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (setelah perubahan), dan untuk
melakukan *penyesuaian™ terhadap segala perubahan yang
terjadi, dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2003,
sebagaimana tugas yang diamanatkan oleh Pasal I Aturan
Tambahan, Pasal 1 dan Pasal 11 Aturan Peralithan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka
MPR membentuk sebuah Ketetapan yaitu Ketetapan MPR RI
Nomor I/MPR/2003 yang berisi peninjauan terhadap materi
dan status hukum Ketetapan-Ketetapan MPRS dan MPR dari
tahun 1960 sampai dengan tahun 2002.
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Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan bahwa
perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu
tanggal 10 Agustus 2002. Namun, pada saat itu masih terdapat
sejumlah Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang secara
hukum masih berlaku. Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR
yvang secara hukum masih berlaku tersebut, kadang-kadang
secara nyata tetap menjadi pedoman bagi masyarakat atau pun
bagi pejabat dalam membentuk berbagai peraturan perundang-
undangan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan
Negara. Selain itu, terdapat juga Ketetapan MPRS dan
Ketetapan MPR yang masih diinginkan oleh masyarakat luas
untuk dipertahankan eksistensinya.

Karena selama masa tahun 1960 sampai dengan tahun
2002 masih terdapat sebanyak 139 Ketetapan MPRS dan
Ketetapan MPR yang secara hukum masih berlaku. MPR
melalui Panitia Ad Hoc Il melakukan berbagai pengkajian dan
analisis terhadap seluruh Ketetapan MPRS dan Ketetapan
MPR tersebut. Kajian dan analisis tersebut kemudian
ditetapkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003
yang menempatkan seluruh Ketetapan MPRS dan Ketetapan
MPR tersebut sesuai dengan materi dan status hukumnya.

2. Dasar Hukum Pembentukan

Dasar hukum pembentukan Ketetapan MPR RI Nomor
I/MPR/2003 yang utama adalah Pasal I Aturan Tambahan dan
Pasal I dan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan oleh
MPR dalam Sidang Tahunan MPR pada bulan Agustus 2002.
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1) Pasal I Aturan Tambahan:

“Majelis  Permusyawaratan Rakvat  ditugasi  untuk
melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat uniuk
diambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan
Rakyat tahun 2003”.

2) Pasal I Aturan Peralihan:

“Segala peraturan perundang-undangan vang ada masih
tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut
UUD ini”.

3) Pasal Il Aturan Peralihan :

“Semua Lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi
sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-
Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut
Undang-Undang Dasar ini".

4) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata
Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor V/MPR/2002.

5) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor [II/MPR/2002 tentang Penetapan
Pelaksanaan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia Tahun 2003.
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Tujuan Pembentukan

Tujuan pembentukan Ketetapan MPR Rl  Nomor
I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status
Hukum Ketetapan Majelis  Permusyawaratan  Rakyat
Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002
adalah meninjau dan menentukan hal-hal yang
berhubungan dengan materi dan status hukum setiap
Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang masih ada
saat ini, serta menetapkan bagaimana keberadaan
(eksistensi) dari Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR
tersebut untuk saat ini dan masa yang akan datang.

Peninjauan tersebut juga dilakukan untuk menghindari
adanya ketidakpastian hukum yang akan terjadi dengan
berlakunya seluruh sistem pemerintahan negara berdasarkan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 setelah selesainya seluruh perubahan yang dilakukan
oleh MPR.

Proses Pembentukan

Mekanisme pembentukan Ketetapan MPR RI Nomor
I/MPR/2003 diawali dengan inventarisasi dan peninjauan serta
analisis terhadap pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 secara keseluruhan sebelum
dan sesudah dilakukan Perubahan. Setelah itu, dilakukan
analisis dan sinkronisasi terhadap seluruh Ketetapan MPRS
dan Ketetapan MPR yang masih berlaku, serta undang-undang
yang diamanatkan oleh berbagai Ketetapan MPRS dan
Ketetapan MPR yang masih berlaku.
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Peninjauan dan analisis terhadap pasal-pasal dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 tersebut dilakukan karena dengan Perubahan Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
terdapat sejumlah peristilahan yang harus disesuaikan atau
terdapat berbagai perubahan yang berhubungan dengan
kedudukan, fungsi, dan wewenang yang dimiliki oleh setiap
lembaga negara atau lembaga pemerintahan.

Proses pembentukan Ketetapan MPR RI Nomor
I/MPR/2003 dimulai dengan Pembentukan Panitia Ad Hoc I
dan Panitia Ad Hoc II oleh Badan Pekerja MPR untuk
menyiapkan  Rancangan  Ketetapan-Ketetapan ~ MPR,
Rancangan Keputusan-Keputusan MPR untuk diajukan dan
dibahas dalam Sidang Tahunan MPR 2003. Dalam Sidang
Tahunan MPR tahun 2003 tersebut ditetapkanlah Ketetapan
yaitu Ketetapan MPR RI Nomor I'MPR/2003.

Mekanisme Pembentukan

Peninjauan terhadap seluruh Ketetapan MPRS dan
Ketetapan MPR dilakukan dengan pengkajian dan analisis
tentang materi atau substansi yang dirumuskan dalam setiap
Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang dibentuk antara
tahun 1960 sampai dengan tahun 2002, kemudian
memisahkannya dalam kelompok-kelompok yang mempunyai
kesamaan materi. Sementara itu, peninjauan terhadap status
hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR dilakukan
dengan melakukan pengkajian dan analisis terhadap substansi
yang terdapat dalam setiap Ketetapan MPRS dan Ketetapan
MPR tersebut, kemudian menentukannya dalam kelompok-
kelompok yang mempunyai kesamaan status hukum untuk
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mendapatkan kepastian tentang berbagai sifat norma yang
terkandung di dalamnya.

Ditinjau dari sudut materi atau substansi norma hukum
yang terdapat dalam Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR
dapat dibedakan sebagai berikut:

a. dari segi alamat yang dituju/diatur (adressat norm) dapat
dibedakan antara yang bersifat individual dan yang
bersifat umum.

b. dari segi hal yang diatur dapat dibedakan antara yang
bersifat konkrit dan abstrak.

¢. dari segi keberlakuannya dapat dibedakan antara yang
bersifat final/sekali-selesai (einmalig) dan yang bersifat
terus menerus (tetap berlaku dengan ketentuan).

Berdasarkan peninjauan yang dilakukan, tidak semua
Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR memiliki norma hukum
yang sejenis untuk keseluruhan pasalnya dan juga sifat yang
dimiliki Ketetapan tersebut. Dalam suatu Ketetapan MPRS
dan Ketetapan MPR tidak jarang pasal-pasalnya merupakan
campuran dari norma hukum yang bersifat pengaturan
(regeling) dan norma hukum yang bersifat penetapan
(beschikking).

Dengan demikian pengelompokan Ketetapan MPRS dan
Ketetapan MPR vyang dilakukan peninjauan dari segi
keberlakuannya juga mengandung makna dibatasi di samping
yang bersifat final/sekali-selesai (einmalig) dan yang bersifat
terus menerus (tetap berlaku dengan ketentuan).

Pengelompokan yang bersifat dibatasi adalah jika
substansi dari Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR tersebut:
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«  telah berakhir masa berlakunya dan/atau materinya sudah
diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil
pemilihan umum tahun 2004;

« tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-
undang;

« masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan
Tata Tertib yang baru oleh Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia hasil pemilihan umum tahun
2004.

Substansi Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003

Dengan ditetapkannya Ketetapan MPR RI Nomor
I/MPR/2003, seluruh Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR
yang berjumlah 139 dikelompokkan ke dalam enam pasal
sesual dengan materi dan status hukumnya dan dari segi
keberlakuannya yang bersifat final/sekali-selesai (einmalig)
dan yang bersifat tetap berlaku dengan ketentuan, serta yang
bersifat dibatasi.

Pengelompokkan tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 1:

“Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.

Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku adalah Ketetapan MPRS dan
Ketetapan MPR yang telah berakhir masa berlakunya atau
karena materinya telah diatur dalam Undang-Undang Dasar
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Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jumlahnya delapan

Ketetapan, yaitu:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

Ketetapan MPRS RI Nomor X/MPRS/1966 tentang
Kedudukan Semua Lembaga-Lembaga Negara Tingkat
Pusat dan Daerah pada Posisi dan Fungsi yang Diatur
dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/1973 tentang
Kedudukan dan Hubungan Tata-kerja Lembaga
Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-Lembaga
Tinggi Negara.

Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/1973 tentang
Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik
Indonesia Berhalangan.

Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/1978 tentang
Kedudukan dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga
Tertinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga-L.embaga
Tertinggi Negara.

Ketetapan MPR RI Nomor [II/MPR/1988 tentang
Pemilihan Umum.

Ketetapan MPR RI Nomor XII/MPR/1998 tentang
Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden
Republik Indonesia.

Ketetapan MPR RI Nomor XIV/MPR/1998 tentang
Perubahan dan Tambahan atas Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
[II/MPR/1988 tentang Pemilihan Umum.
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8) Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak
Asasi Manusia.

KETETAPAN INI SUDAH BERAKHIR MASA
BERLAKUNYA DAN/ATAU MATERINYA SUDAH
DIATUR DI DALAM UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, OLEH
KARENA ITU, KEDELAPAN KETETAPAN TERSEBUT
DI ATAS DINYATAKAN TELAH DICABUT DAN TIDAK
BERLAKU LAGL.

Pasal 2:

“Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia yang dinyatakan tetap berlaku dengan
ketentuan™.

Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang dinyatakan tetap
berlaku dengan ketentuan adalah Ketetapan MPRS dan
Ketetapan MPR yang materi dalam pasal-pasalnya belum
selesai dilaksanakan secara keseluruhan, atau terdapat
pasal-pasal yang sifatnya penetapan (beschikking) dan
yang bersifat pengaturan (regeling) secara bersama-sama.
Jumlahnya tiga Ketetapan, vaitu :

1) Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang
Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan
Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara
Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan
Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau
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Mengembangkan Faham atau Ajaran
Komunis/Marxisme-Leninisme.

Ketetapan ini dinyatakan tetap berlaku dengan
ketentuan seluruh ketentuan dalam Ketetapan MPRS
RI  Nomor XXV/MPRS/1966 ini, ke depan
diberlakukan dengan berkeadilan dan menghormati
hukum, prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Substansi dan Perkembangan Ketetapan:

. Ideologi dalam ajaran Komunisme, Marxisme/
Leninisme bertentangan dengan ideologi Negara
Republik Indonesia sehingga Ketetapan tersebut
harus dipertahankan. Jika Ketetapan ini dicabut akan
berakibat ajaran Komunisme, Marxisme/Leninisme,
dan organisasi semacam PKI akan hidup kembali
sehingga dapat menyebabkan munculnya kembali
trauma sejarah pengkhianatan PKI terhadap Bangsa
Indonesia.

[ ]

Pada hakekatnya Ketetapan ini memiliki semangat
sebagai  “aturan  dasar  bernegara”  untuk
menyelamatkan ideologi negara Pancasila dan
mencegah kembali terjadinya tragedi politik dalam
suasana traumatik, seperti yang terjadi di tahun 1965
saat terjadi G 30 S PKI. Dengan demikian,
penetapan kembali keberlakuan Ketetapan ini adalah
untuk menegaskan bahwa ideologi dan gerakan
Komunisme, menyimpang dari cita-cita demokrasi
Indonesia, sehingga gerakan politik untuk
menegakkan paham komunisme, seperti pendirian
Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan yang
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berasaskan/ berpahamkan Komunisme, Marxisme
dan Leninisme harus tetap dilarang. Namun sesuai
dengan substansi Ketetapan itu sendiri, kajian untuk
kepentingan ilmiah dan akademis masih dapat
dibenarkan.

3. Berkenaan dengan hak-hak politik eks PKI dan/atau
keturunannya, yang pernah mengalami perlakuan
diskriminatif pada masa sebelumnya. Hak tersebut
sudah dikembalikan sesuai dengan semangat
keadilan, hukum, demokrasi dan hak asasi manusia,
sesuai dengan kedudukannya sebagai warga negara.
Hal tersebut berdasarkan Keputusan Mahkamah
Konstitusi  Nomor: 011-017/PUU-I/2003  yang
merupakan hasil Judicial Review atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu
Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pasal 60 huruf g.
Di mana Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa
Pasal 60 huruf g dalam undang-undang dimaksud,
yang berbunyi: “Bukan bekas anggota organisasi
terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk
organisasi massanya, atau bukan orang vang terlibat
langsung ataupun tak langsung dalam G 30 S/PKI
atau organisasi terlarang lainnya™ dibatalkan.

KETETAPAN MPR INI TETAP BERLAKU
SEBAGAI PEDOMAN DALAM KEBIJAKAN
POLITIK NASIONAL.

2) Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang
Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.
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Ketetapan ini dinyatakan tetap berlaku dengan
ketentuan Pemerintah berkewajiban mendorong
keberpihakan  politik  ekonomi  yang  lebih
memberikan kesempatan dukungan dan
pengembangan ekonomi, usaha kecil menengah, dan
koperasi sebagai pilar ekonomi dalam
membangkitkan terlaksananya pembangunan
nasional dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai
dengan hakikat Pasal 33 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Substansi dan Perkembangan Ketetapan:

. Ketetapan ini menjadi acuan dasar yang mendorong
terwujudnya demokrasi ekonomi agar lebih
bertumpu pada penguatan ekonomi, usaha mikro,
kecil, menengah, dan koperasi sebagai pilar utama
ekonomi nasional. Pelaksanaannya, bagaimanapun,
memerlukan kemauan politik yang lebih kuat dan
seluruh  penyelenggara negara dalam rangka
pemberdayaan ekonomi rakyat secara meluas, baik
kuantitatif maupun kualitatif, sehingga menjadi basis
sistem ekonomi nasional yang kokoh. Untuk itu
masih diperlukan penyempurnaan dan pembentukan
peraturan perundang-undangan yang menjamin
komitmen pemerintah dalam memberdayakan
ekonomi  rakyat dan  koperasi, termasuk
keterkaitannya dengan jaringan dan kemitraan usaha
besar dan BUMN, menuju terintegrasinya pelaku-
pelaku ekonomi ke dalam sistem ekonomi nasional.

2. Praktek demokrasi ekonomi dalam sistem ekonomi
nasional tengah beradaptasi dengan kecenderungan
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ekonomi global, sebagaimana ditunjukkan antara
lain dengan terbentuknya berbagai peraturan
perundang-undangan,  seperti, Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999
tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat
Pekerja/Serikat Buruh, Undang-Undang Nomor 42
Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah, Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,
dan ratifikasi berbagai kesepakatan internasional di
bidang ekonomi dan perdagangan, serta berbagai
peraturan  perundang-undangan lainnya, yang
mendorong dan memperkuat demokrasi ekonomi.
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3. Ketetapan MPR ini diharapkan menjadi pedoman
dalam penyelenggaraan ekonomi nasional oleh para
penyelenggara Negara.

KETETAPAN MPR INI TETAP BERLAKU
SEBAGAI PEDOMAN POLITIK EKONOMI
DALAM RANGKA DEMOKRASI EKONOMI.

3) Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/1999 tentang
Penentuan Pendapat di Timor Timur.

Ketetapan ini tetap berlaku sampai terlaksananya
ketentuan dalam Pasal S dan Pasal 6 Ketetapan MPR
RI Nomor V/MPR/1999.

Substansi dan Perkembangan Ketetapan:

. Ketetapan ini menetapkan bahwa  Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
mengakui hasil pelaksanaan penentuan pendapat
yang diselenggarakan di Timor Timur tanggal 30
Agustus 1999 oleh PBB sesuai dengan persetujuan
antara Republik Indonesia dengan Republik Portugal
mengenai masalah Timor Timur dengan hasil
mayoritas warga Timor Timur yang memiliki hak
pilih menolak tawaran otonomi khusus di dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dengan penolakan tersebut berarti adanya
perubahan sikap sebagian besar rakyat Timor Timur
terhadap Deklarasi Balibo tanggal 30 November
1975 yang menyatakan bahwa rakyat Timor Timur
menyatakan ~ kehendaknya  untuk menyatukan
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Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

3. Pencabutan Ketetapan Nomor VI/MPR/1978
tentang Pengukuhan Penyatuan wilayah Timor
Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia tidak menghapuskan keabsahan tindakan
maupun segala bentuk penghargaan yang diberikan
negara kepada para pejuang dan aparatur pemerintah
selama kurun waktu bersatunya wilayah Timor
Timur ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia menurut hukum nasional Indonesia.

4. Secara umum, pemisahan Timor-Timur (Timor
Leste) akibat hasil jajak pendapat yang dilakukan
sudah terlaksana. Namun masih menyisakan
beberapa persoalan yang sedang dan akan
diselesaikan pemerintah Indonesia seperti masalah
kewarganegaraan, pengungsian dan  masalah
penyelesaian aset-aset negara dan hak perdata
perseorangan.

5. Sampai diselesaikannya beberapa persoalan yang
ada maka TAP ini masih tetap berlaku, untuk
menghindari kekosongan hukum dalam penyelesaian
beberapa masalah akibat terpisahnya Timor Timur
dari Indonesia.

KETETAPAN MPR INI TETAP BERLAKU
SAMPAI SELESAINYA MASALAH-MASALAH
AKIBAT TERPISAHNYA TIMOR TIMUR DARI
INDONESIA.
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Pasal 3:

“Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan
terbentuknya pemerintahan hasil pemilihan umum tahun
2004,

Ketetapan MPR vyang dinyatakan tetap berlaku sampai
terbentuknya pemerintahan hasil pemilihan umum tahun
2004 adalah Ketetapan MPR yang materinya merupakan
Garis-garis Besar Haluan Negara atau menyangkut Laporan
Tahunan dari Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan
Rekomendasi dari MPR kepada Lembaga-lembaga Tinggi
Negara tersebut. Jumlahnya delapan Ketetapan, yaitu:

1) Ketetapan MPR RI Nomor I[V/IMPR/1999 tentang Garis-
garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004.

2) Ketetapan MPR RI Nomor [V/MPR/2000 tentang
Rekomendasi  Kebijakan dalam  Penyelenggaraan
Otonomi Daerah.

3) Ketetapan MPR RI Nomor VIII/MPR/2000 tentang
Laporan Tahunan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara
pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia Tahun 2000.

4) Ketetapan MPR RI Nomor [I/MPR/2001 tentang
Penetapan Wakil Presiden Republik Indonesia Megawati
Soekarnoputri Sebagai Presiden Republik Indonesia.

5) Ketetapan MPR RI Nomor I[V/MPR/2001 tentang
Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
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6) Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/2001 tentang
Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia oleh Lembaga Tinggi Negara

pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia Tahun 2001,

7) Ketetapan MPR RI Nomor I1I/MPR/2002 tentang
Rekomendasi Kebijakan untuk Mempercepat Pemulihan
Ekonomi Nasional.

8) Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2002 tentang
Rekomendasi atas Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh
Presiden, Dewan Pertimbangan Agung, Dewan
Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan,
Mahkamah Agung pada Sidang Tahunan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun
2002.

DENGAN TERBENTUKNYA PEMERINTAHAN
HASIL PEMILU 2004 MAKA KEDELAPAN
KETETAPAN TERSEBUT DENGAN SENDIRINYA
TIDAK BERLAKU.

Pasal 4:

“Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan
terbentuknya undang-undang”.

Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang dinyatakan tetap
berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang adalah
Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang materinya
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bersifat pengaturan (regeling) sekaligus mandat kepada DPR
dan Presiden untuk membentuk undang-undang sebagai
pelaksanaan dari Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR
tersebut. Di samping itu, undang-undang yang dimaksud
belum terbentuk atau sudah terbentuk tetapi belum
sepenuhnya memenuhi aspirasi  yang termuat dalam
Ketetapan tersebut. Jumlahnya 11 (sebelas) Ketetapan, yaitu:

1) Ketetapan MPRS RI Nomor XXIX/MPRS/1966
tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera.

Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 mengamanatkan
secara langsung bahwa Ketetapan ini tetap berlaku
dengan menghargai Pahlawan Ampera yang telah
ditetapkan dan sampai terbentuknya undang-undang
tentang pemberian gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda
kehormatan.

Substansi dan Perkembangan Ketetapan:

1. Ketetapan ini menetapkan bahwa setiap korban
perjuangan  menegakkan dan  melaksanakan
Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera) dalam
melanjutkan pelaksanaan revolusi 1945 mencapai
masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila
adalah Pahlawan Ampera.

2. Menugaskan kepada pemerintah untuk meneliti dan
melaksanakan perintah Ketetapan ini.

3. Bahwa setiap orang vyang menjadi korban
perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan
keadilan dalam membela kepentingan warga negara,
masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik

241

20998640_BK PANDUAN PEMASYARAKATAN UUD NRI THN 45_T-241



Indonesia, dinyatakan sebagai pembela Amanat
Penderitaan Rakyat dan berhak mendapatkan tanda
Jasa kepahlawanan, tanda jasa dan gelar kehormatan
lainnya.

4. Saat ini sudah dibentuk Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda
Kehormatan.

2) Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme.

Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 mengamanatkan
secara langsung bahwa Ketetapan ini tetap berlaku
sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam Ketetapan
tersebut.

Substansi dan Perkembangan Ketetapan:

1. Ketetapan ini  mengamanatkan agar para
penyelenggara negara mampu menjalankan fungsi
dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh
tanggung jawab agar reformasi pembangunan
berdaya guna dan berhasil guna dan menghindarkan
terjadinya praktek-praktek KKN dalam
penyelenggaraan negara.

2. Upaya pemberantasan KKN harus dilaksanakan
secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat
maupun mantan pejabat negara, keluarga dan
kroninya, swasta dan konglomerat dengan tetap
memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan
HAM.
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3. Penyelenggara negara pada lembaga-lembaga
eksekutif, legislatif, dan yudikatif baik di pusat
maupun di  daerah belum sungguh-sungguh
melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik.
Karena dalam menjalankan fungsi dan tugasnya
tersebut penyelenggara negara belum sepenuhnya
jujur, adil, terbuka dan terpercaya serta mampu
membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan
nepotisme.

4. Berkenaan dengan pelaksanaan Ketetapan ini, sudah
dibentuk Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999
Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme,
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi, Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK),
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang
Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang
Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Undang-Undang
Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 8

243

20998640_BK PANDUAN PEMASYARAKATAN UUD NRI THN 45_T-243



Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian uang.

5. Berkaitan dengan pemberantasan KKN yang harus
dilakukan secara tegas kepada siapapun (pasal 4),
tidak sepenuhnya memuaskan meskipun sebagian
telah dilaksanakan proses hukumnya.

6. Politik hukum pemberantasan Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme, baik yang berkenaan dengan materi
perundang-undangan, lembaga-lembaga dan Aparat
penegak hukum serta budaya hukum, dirasakan
belum sepenuhnya mencerminkan pelaksanaan
secara sungguh-sungguh menegakkan peraturan
perundang-undangan  yang mengacu  kepada
Ketetapan ini.

3) Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang
Penyelenggaraan ~ Otonomi  Daerah;  Pengaturan,
Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional
yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat
dan Daecrah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 mengamanatkan
secara langsung bahwa ketetapan imi tetap berlaku
sampai dengan terbentuknya undang-undang tentang
pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan oleh
Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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Substansi dan Perkembangan Ketetapan:

1. Ketetapan ini mengamanatkan penyelenggaraan
otonomi daerah dengan memberikan kewenangan
yvang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah
secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan,
pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional
yang berkeadilan serta perimbangan keuangan
pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

2. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan
dengan prinsip-prinsip demokrasi dan
memperhatikan keragaman daerah.

3. Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan
pemerintahan  daerah  dilaksanakan  dengan
memperhatikan:

a) potensi daerah;

b) luas daerah;

c) jumlah penduduk;

d) keadaan geografi;

¢) tingkat pendapatan masyarakat di daerah.

4. Pemerintah daerah berwenang mengelola sumber
daya mnasional dan memelihara kelestarian
lingkungan.

5. Telah dibentuk peraturan perundang-undangan yang
merupakan tindak lanjut dari ketetapan ini, yaitu
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor
33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
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Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan
beberapa peraturan pelaksanaannya. Meskipun
demikian, bagi sebagian masyarakat undang-undang
itu dinilai belum maksimal, terutama berkenaan
dengan:

a) Kewenangan otonomi yang luas dan
bertanggung jawab secara proporsional.

b) Pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan
sumber daya nasional antara pusat dan daerah
yang berkeadilan.

¢) Pemberian kesempatan yang luas kepada
pengusaha kecil, menengah, dan koperasi dalam
pengelolaan sumber daya alam.

d) Perimbangan keuangan pusat dan daerah,
khususnya perimbangan bagi hasil sumber daya
alam belum mampu mendorong peningkatan
kapasitas fiskal daerah untuk membangun
daerahnya bahkan sebaliknya menimbulkan
kecenderungan ketergantungan daerah pada
pemerintah pusat dalam membangun daerahnya.

e) Kewenangan pemerintah daerah mengelola
sumber daya nasional dan bertanggung jawab
memelihara lingkungan.

6. Pelaksanaan otonomi daerah telah menumbuhkan
adanya daerah otonom yang peraturannya berlaku
secara umum dan daerah khusus dan istimewa yang
peraturannya berlaku secara khusus seperti, DKI
Jakarta, DI Yogyakarta, Otonomi Khusus NAD dan
Otonomi Khusus Papua, yang menimbulkan dampak
beragamnya kewenangan yang dimiliki oleh daerah
otonom dan daerah Otonomi Khusus.
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4) Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 tentang
Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-
undangan.

Amanat Ketetapan ini ialah perlunya disusun undang-
undang yang berkaitan dengan pengaturan 3 (tiga)
substansi, sebagai berikut:

1. Tata urutan peraturan perundang-undangan;

2. Lembaga Negara vang berwenang menguji undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar;

3. Lembaga Negara yang berwenang menguji
peraturan perundang-undangan di bawah undang-
undang terhadap undang-undang.

Substansi dan Perkembangan Ketetapan:

a. Tata urutan peraturan perundang-undangan menurut
Ketetapan ini adalah:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR RI;
Undang-Undang;

S ]

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(Perpu);

5. Peraturan Pemerintah;

6. Keputusan Presiden;

7. Peraturan Daerah.

Dalam perkembangannya, dengan adanya perubahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang diantaranya menyangkut kedudukan,
tugas, dan fungsi MPR, maka berdasarkan ketentuan
Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
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tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah;

5. Peraturan Presiden;

6. Peraturan Daerah Provinsi; dan

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pada penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b, yang dimaksud
dengan “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat”
adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor:
I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan
Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan
Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003.

Pasal 8 (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
menyatakan bahwa Jenis Peraturan Perundang-undangan
selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung,
Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan,
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Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan,
lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk
dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah
Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau
yang setingkat.

b. Kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar bukan lagi dilakukan oleh MPR
tetapi oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan
pasal 24C ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 yang
diatur kembali di dalam Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi,

c. Sedangkan kewenangan untuk menguji peraturan
perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap
undang-undang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Hal
ini sesuai dengan pasal 24A ayat (1) UUD Negara Rl
Tahun 1945 yang diatur kembali di dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung.

5) Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/2000 tentang
Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional.

Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 mengamanatkan
perlu diwujudkan persatuan dan kesatuan nasional antara
lain melalui pemerintahan yang mampu mengelola
kehidupan secara baik dan adil. serta mampu mengatasi
berbagai permasalahan sesuai dengan arah kebijakan dan
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kaidah pelaksanaan dalam Ketetapan MPR RI Nomor
V/MPR/2000.

Substansi dan Perkembangan Ketetapan:

I. Ketetapan ini  mengamanatkan  pentingnya
pemantapan persatuan dan kesatuan nasional, karena
dalam sejarah perjalanan negara Indonesia telah
terjadi pemberontakan dan pergolakan sebagai
akibat dari penyalahgunaan kekuasaan yang
sentralistis,  tidak terselesaikannya perbedaan
pendapat, ketidaksiapan dalam  menghormati
perbedaan pendapat dan menerima kemajemukan
diantara pemimpin bangsa dan masyarakat. Hal
tersebut antara lain melahirkan konflik vertikal
antara pusat dan daerah, dan konflik horisontal antar
berbagai unsur masyarakat, pertentangan ideologi
dan agama, kemiskinan struktural, kesenjangan
sosial, ketidakadilan, dan lain-lain.

2. Dari keadaan tersebut di atas, diperlukan kesadaran
dan komitmen vyang sungguh-sungguh untuk
memantapkan persatuan dan kesatuan nasional
melalui  rekonsiliasi  nasional  serta  perlu
diinternalisasikan pemahaman dan penghayatan
tentang pentingnya persatuan dan kesatuan dengan
menumbuhkan semangat  patriotisme  dan
nasionalisme.

3. Dalam kenyataannya pemahaman dan penghayatan
masyarakat tentang persatuan dan kesatuan masih
jauh dari harapan karena masih munculnya berbagai
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konflik yang meliputi: agama, suku, ras, sosial,
budaya, politik, dan ekonomi.

4. Belum terwujudnya penyelenggaraan negara dan
pemerintahan yang mampu mengelola kehidupan
berbangsa secara baik dan adil, sistem politik yang
demokratis, sistem dan pelaksanaan hukum yang
berorientasi kepada keadilan dan kebenaran, dan
terwujudnya kehidupan demokrasi yang menjamin
hak dan kewajiban masyarakat dalam proses
pengambilan keputusan politik serta Hak Asasi
Manusia.

5. Telah dibentuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun
2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
yang merupakan amanat Ketetapan ini, namun oleh
Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan perkara
Nomor 006/PUU-IV/2006, undang-undang tersebut
telah dibatalkan.

6. Salah satu kaidah pelaksanaan dari Ketetapan ini
ialah dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun
peraturan perundang-undangan yang akan mengatur
penyelenggaraan negara serta perilaku masyarakt
dalam berbangsa dan benegara.

6) Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 tentang
Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian
Negara Republik Indonesia.

Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 mengamanatkan
secara langsung pembentukan undang-undang yang
terkait dengan pemisahan kelembagaan TNI dan Polri.
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Substansi dan Perkembangan Ketetapan:

1. Ketetapan  ini  mengamanatkan  pemisahan
kelembagaan TNI dan POLRI, menentukan peran
TNI dan POLRI serta perlu adanya kerjasama dan
saling membantu antara TNI dan POLRI dalam
melaksanakan tugasnya dibidang pertahanan negara
dan keamanan.

2. Amanat dari ketetapan ini, yaitu pemisahan
kelembagaan TNI dan POLRI, telah terwadahi di
dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang
Pertahanan Negara serta Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia,
namun amanat yang berkaitan dengan kerjasama dan
saling membantu antara TNI dan Polri belum dapat
dilaksanakan secara maksimal karena belum ada
peraturan perundang-undangannya.

7) Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang
Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian
Negara Republik Indonesia.

Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 mengamanatkan
secara langsung bahwa Ketetapan ini tetap berlaku
sampai terbentuknya undang-undang yang terkait dengan
penyempurnaan Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (2)
dari Ketetapan tersebut yang disesuaikan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
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Substansi dan Perkembangan Ketetapan:

1. Ketetapan ini mengamanatkan tentang:

a)

b)

d)

Jati diri, peran, susunan dan kedudukan, tugas
bantuan, dan keikutsertaan TNI di dalam
penyelenggaraan negara;

Peran, susunan dan kedudukan, lembaga
kepolisian, tugas bantuan, serta keikutsertaan
Polri dalam penyelenggaraan negara;

TNI merupakan alat negara yang berperan
sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

Tugas dan peran Polri ialah alat negara yang
berperan dalam memelihara keamanan dan
ketertiban masyarakat, menegakkan hukum,
memberikan pengayoman dan pelayanan
kepada masyarakat.

2. Memerintahkan pembentukan undang-undang yang
terkait antara lain tentang penyelenggaraan wajib

militer, peradilan militer serta yang berkaitan

dengan tugas bantuan antara TNI dan Polri.

3. Penataan peran TNI telah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan
Negara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004
tentang Tentara Nasional Indonesia.
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4. Adapun tentang penataan peran Polri diatur dalam
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

5. Namun dipandang masih perlu adanya peraturan
perundang-undangan yang lebih menata peran TNI
dan Polri antara lain yang berkaitan dengan tugas
kerjasama dan bantuan, penyelenggaraan wajib
militer serta lembaga kepolisian nasional.

8) Ketetapan MPR Rl Nomor VI/MPR/2001 tentang
Etika Kehidupan Berbangsa.

Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 mengamanatkan
perlu ditegakkan Etika Kehidupan Berbangsa yang
meliputi etika sosial dan budaya, etika politik dan
pemerintahan, etika ekonomi dan bisnis, etika penegakan
hukum yang berkeadilan dan berkesetaraan, etika
keilmuan, dan etika lingkungan untuk dijadikan acuan
dasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan
bernegara sesuai dengan arah kebijakan dan kaidah
pelaksanaannya, serta menjiwai seluruh pembentukan
undang-undang sesuai dengan Ketetapan MPR RI
Nomor VI/MPR/2001.

Substansi dan Perkembangan Ketetapan:

. Ketetapan ini mengamanatkan untuk meningkatkan
kualitas manusia yang beriman, bertakwa, dan
berakhlak mulia serta berkepribadian Indonesia
dalam kehidupan berbangsa. Pokok-pokok etika
kehidupan berbangsa mengacu pada cita-cita
persatuan dan Kkesatuan, ketahanan, kemandirian,
keunggulan dan kejayaan, serta Kkelestarian
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lingkungan yang dijiwai oleh nilai-nilai agama dan
nilai-nilai luhur budaya bangsa.

2. Pokok-pokok etika kehidupan berbangsa
mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan,
sportifitas,  disiplin, etos kerja, kemandirian,
toleransi, budaya malu, tanggung jawab, menjaga
kehormatan serta martabat diri sebagai warga
bangsa.

3. Etika kehidupan berbangsa meliputi: etika sosial dan
budaya, etika politik dan pemerintahan, etika
ekonomi dan bisnis, etika penegakan hukum yang
berkeadilan dan berkesetaraan, etika keilmuan, dan

etika lingkungan.

4. Pada kenyataannya pemahaman dan penghayatan
tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara
masih jauh dari harapan karena etika kehidupan
berbangsa dan bernegara masih sekedar norma-
norma perilaku yang pelanggarannya belum
dikenakan sanksi moral maupun sanksi hukum yang
jelas dan terukur dalam berbagai aspek kehidupan
berbangsa dan bernegara serta tidak dapat dituangkan
dalam peraturan perundang-undangan.

5. Ketetapan ini berfungsi sebagai pedoman dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, budaya
dan hukum.
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9) Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2001 tentang
Visi Indonesia Masa Depan.

Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2001
mengamanatkan perlu diwujudkan masyarakat Indonesia
yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil,
sejahtera, maju, mandiri serta baik dan bersih dalam
penyelenggaraan negara sesuai dengan arah kebijakan
dan kaidah pelaksanaannya.

Substansi dan Perkembangan Ketetapan:

1. Visi Indonesia masa depan diperlukan untuk
memberikan fokus pada arah kehidupan berbangsa
dan bernegara menuju masa depan yang lebih baik.

ba

Dalam menjaga kesinambungan arah
penyelenggaraan  kehidupan  berbangsa  dan
bernegara diperlukan visi antara yaitu visi Indonesia
2020 yang merupakan visi di antara cita-cita luhur
bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
1945 (visi ideal) dan visi lima tahunan.

3. Cita-cita luhur bangsa Indonesia telah digariskan
oleh para pendiri negara seperti dicantumkan dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945 dan cita-cita luhur tersebut
merupakan cita-cita sepanjang masa yang harus
diupayakan pencapaiannya.

4, Visi Indonesia 2020 tersebut mencakup seluruh
aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dengan
memperhatikan tantangan yang dihadapi saat ini dan
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dimasa yang akan datang serta memperhitungkan
pelaksanaannya sampai tahun 2020.

5. Tantangan Indonesia menjelang Tahun 2020 adalah:

a) Pemantapan persatuan bangsa dan kesatuan
negara;

b) Sistem hukum yang adil;

c) sistem politik yang demokratis;

d) Sistem ekonomi yang adil dan produktif;

e) Sistem sosial budaya yang beradab;

f) Sumber daya manusia yang bermutu;

g) Globalisasi.

6. Telah disahkannya Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004  tentang  Sistem  Perencanaan
Pembangunan Nasional, Peraturan Presiden Nomor
7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (lima tahunan) dan Undang-
Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional 2005 — 2025, adalah sebagai
upaya untuk melaksanakan amanat TAP MPR
Nomor VII/MPR/2001 secara bertahap.

7. Ketetapan ini tetap sejalan dengan Peraturan
perundang-undangan yang telah terbentuk bahkan
menjadi pedoman untuk mewujudkan cita-cita luhur
budaya bangsa dan sebagai pegangan untuk
merumuskan arah kebijakan bagi penyelenggara
negara.

10) Ketetapan MPR RI Nomor VIII/MPR/2001 tentang
Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan
Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
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Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 mengamanatkan
secara langsung bahwa ketetapan ini tetap berlaku
sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam Ketetapan
tersebut.

Substansi dan Perkembangan Ketetapan:

1. Ketetapan ini bertujuan untuk mempercepat dan
lebih menjamin efektivitas pemberantasan Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sebagaimana
diamanatkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor
XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme,
serta berbagai peraturan perundang-undangan
terkait.

2. Arah kebijakan pemberantasan KKN adalah:

(1) Mempercepat proses hukum terhadap aparatur
pemerintah terutama penegak hukum dan
penyelenggaran negara yang diduga terlibat
KKN:

(2) Melakukan penindakan hukum vyang lebih
sungguh-sungguh terhadap semua kasus KKN:

(3) Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut
mengawasi dan melaporkan dugaan KKN yang
dilakukan oleh pegawai negeri, penyelenggara
negara, dan masyarakat;

(4) Mencabut, mengubah, atau mengganti semua
peraturan perundang-undangan serta keputusan-
keputusan  penyelenggara  negara  yang
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berindikasi melindungi atau memungkinkan
terjadinya KKN;

(5) Merevisi semua peraturan perundang-undangan
vang ada sehingga sinkron dan konsisten satu
dengan yang lainnya;

(6) Membentuk undang-undang serta peraturan
pelaksanaannya untuk membantu percepatan dan
efektivitas pelaksanaan pemberantasan KKN
yang muatannya meliputi:

a. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi;

Perlindungan saksi dan korban;

Kejahatan Terorganisasi;

Kebebasan Mendapatkan Informasi;

Etika Pemerintahan;

Kejahatan Pencucian Uang;

g.  Ombudsman.

e oap T

(7) Perlu segera dibentuk Undang-Undang guna
mencegah terjadinya tindakan-tindakan kolusi
dan/atau nepotisme yang dapat mengakibatkan
terjadinya tindak pidana korupsi.

3. Berkenaan dengan pelaksanaan Ketetapan ini, sudah
dibentuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab
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Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang
Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan
Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan menjadi Undang-Undang, Undang-
Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang.

11) Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang
Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya
Alam.

Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 mengamanatkan
secara langsung bahwa ketetapan ini tetap berlaku
sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam Ketetapan
tersebut.
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Substansi dan Perkembangan Ketetapan:

1. Ketetapan MPR ini mengamanatkan untuk
mendorong pembaharuan agraria dan pengelolaan
sumber daya alam yang harus dilaksanakan
berdasarkan  prinsip-prinsip  keutuhan  Negara
Kesatuan Republik Indonesia, menghormati Hak
Asasi Manusia, supremasi hukum, kesejahteraan
rakyat, demokrasi, kepatuhan hukum, partisipasi
rakyat, keadilan termasuk kesetaraan gender,
pemeliharaan sumber daya agraria/sumber daya
alam, memelihara keberlanjutan untuk generasi kini
dan generasi yang akan datang, memperhatikan daya
tampung dan daya dukung lingkungan, keterpaduan
dan koordinasi antar scktor dan antar daerah,
menghormati dan melindungi  hak masyarakat
hukum adat, desentralisasi, keseimbangan hak dan
kewajiban negara, pemerintah, masyarakat dan
individu.

2. Pembaharuan agraria mencakup suatu proses yang
berkesinambungan berkenaan dengan penataan
kembali penguasan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan sumber daya agraria, dilaksanakan
dalam  rangka  tercapainya  kepastian dan
perlindungan  hukum  serta  keadilan dan
kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Pengelolaan sumber daya alam yang terkandung di
daratan, lautan dan angkasa dilakukan secara
optimal, adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan.
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4. Untuk mewujudkan amanat Ketetapan ini, agar
melakukan pengkajian terhadap berbagai peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria
dan pengelolaan sumber daya alam dalam rangka
sinkronisasi  kebijaksanaan antar sektor demi
terwujudnya peraturan perundang-undangan.

5. Menindaklanjuti  Ketetapan ini, sebagaimana
ditugaskan dalam Pasal 6 dan Pasal 7, telah
terbentuk peraturan perundang-undangan:

(1). Di bidang Sumber Daya Agraria.

a. Pemerintah telah menerbitkan Keputusan
Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang
Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.
Pertimbangannya adalah perlunya
mewujudkan konsepsi kebijakan
pertanahan nasional yang utuh dan terpadu
dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Keputusan Presiden ini juga
menugaskan Badan Pertanahan Nasional
untuk melakukan langkah-langkah
percepatan untuk:

«  Penyempurnaan Undang-Undang
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria (Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960) dan Rancangan Undang-
Undang tentang Hak Tanah serta
peraturan perundang-undangan lainnya.

«  Membangun Sistem Informasi dan
Manajemen Pertanahan.
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b. Disamping itu, Keputusan Presiden Nomor
34 Tahun 2003 juga menyatakan bahwa 9
(sembilan) kewenangan pemerintah di
bidang pertanahan dilakukan pemerintah
oleh Kabupaten/Kota.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang  Pemerintahan  Daerah  telah

e

meletakkan kewenangan Pemerintahan di
bidang pertanahan di daerah.

d. Berbagai permasalahan agraria yang
muncul dalam berbagai konflik di tengah
masyarakat saat ini pada hakekatnya
bersumber dari pola pengaturan dan
pengelolaan sumber daya agraria terutama
tanah vyang meliputi struktur pemilikan,
penguasaan, penggunaan, pemanfaatan
sekaligus pengendalian.

e. Semakin banyaknya peraturan perundang-
undangan sektoral yang tumpang tindih
bahkan bertentangan satu sama lain,
ditambah lagi dengan inkonsistensi antara
peraturan  perundang-undangan  dengan
pelaksanaannya.

f. Terdapat kelemahan koordinasi antar
instansi, antara pemerintah pusat dan
pemerintah  daerah, dan koordinasi di
tingkat daerah yang mengakibatkan
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kurangnya kepastian hukum bagi rakyat
dan semakin sulitnya menjangkau keadilan
dalam akses terhadap perolehan dan
pemanfaatan sumber daya agraria.

(2). Di bidang Sumber Daya Alam.

a. Telah terbentuk Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
Beberapa pasal dari Undang-Undang ini
telah  dibatalkan  oleh Mahkamah
Konstitusi, yaitu :

- Pasal 12 ayat (3): “Menteri
menetapkan Badan Usaha atau Badan
Usaha Tetap yang diberi wewenang
melakukan kegiatan usaha Eksplorasi
dan Eksploitasi pada Wilayah Kerja
sebagaimana dimaksud ayat (2);

- Pasal 22 ayat (1): “Badan Usaha atau
Badan Usaha Tetap wajib
menyerahkan paling banyak 25% (dua
puluh lima persen) bagiannya dari hasil
produksi Minyak Bumi dan/atau Gas
Bumi untuk memenuhi kebutuhan
dalam negeri;

- Pasal 28 ayat (2): “Harga Bahan Bakar
Minyak dan harga Gas Bumi

diserahkan pada mekanisme
persaingan usaha yang sehat dan
wajar’™’; dan
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b.

- Pasal 28 ayat (3): ‘“Pelaksanaan

kebijaksanaan  harga sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) tidak
mengurangi tanggung jawab
sosial Pemerintah terhadap golongan
masyarakat tertentu”.

Telah terbentuk Undang-Undang Nomor 27
Tahun 2003 tentang Panas Bumi, Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Pemanfaatan Sumber Daya Air, dan
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang  Perikanan  serta  Peraturan
Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Izin Bagi
Perusahaan Tambang Melakukan Kegiatan
Pertambangan di Kawasan Hutan Lindung.

6. Beberapa undang-undang yang sudah terbentuk

sebelum

lahirnya Ketetapan MPR RI  Nomor

I/MPR/2003, antara lain:

a.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan

Ekosistemnya;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang
Penataan Ruang;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan.
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7. Di dalam Program Legislasi Nasional telah
diagendakan pembentukan sejumlah Rancangan
Undang-Undang tentang:

a. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35
Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok
Agraria,

Hak Milik Atas Tanah;

Pengambilalihan Lahan Untuk Kepentingan
Umum;

Energi;

Mineral dan Batubara;

Minyak dan Gas Bumi;

Tata Ruang;

Kelistrikan;

Kelautan;

j.  Pengelolaan Sumber Daya Alam;

k. Sumber Daya Genetik;
|

T oo A

- -

Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
m. Penanaman Modal

Pasal 5:

“Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia yang dinyatakan masih berlaku sampai dengan
ditetapkannya Peraturan Tata Tertib yang baru oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia hasil
pemilihan umum tahun 2004,

Ketetapan MPR yang dinyatakan masih berlaku sampai dengan
ditetapkannya Peraturan Tata Tertib yang baru oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia hasil pemilihan
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umum tahun 2004 adalah Ketetapan MPR yang mengatur
mengenai Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu

Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1999 dan Perubahannya.
Jumlahnya lima Ketetapan, yaitu:

. Ketetapan MPR RI Nomor II'/MPR/1999 tentang Peraturan
Tata Tertib MPR RI.

2. Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2000 tentang Perubahan
Pertama Atas Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1999
tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI.

3. Ketetapan MPR RI Nomor I[I/MPR/2000 tentang Perubahan
Kedua Atas Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1999
tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI.

4. Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/2001 tentang Perubahan
Ketiga Atas Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1999
tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI.

5. Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/2002 tentang Perubahan
Keempat Atas Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1999
tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI.

Pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2003, selain membentuk
Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003, MPR juga membentuk
Ketetapan MPR RI Nomor II'MPR/2003 tentang Perubahan
Kelima Atas Ketetapan MPR RI Nomor [I/MPR/1999 tentang
Peraturan Tata Tertib MPR RI. Hal ini menyebabkan ketetapan
MPR RI Nomor II/MPR/2003 tidak masuk ke dalam kategori
ketetapan yang diatur di dalam Pasal 5 Ketetapan MPR RI
Nomor I/MPR/2003 walaupun materi ketetapan tersebut adalah
sama, yaitu mengenai Peraturan Tata Tertib MPR yang
dibentuk oleh MPR sebelum hasil Pemilu 2004,
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Kelima Ketetapan tersebut dan ditambah satu ketetapan
(Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/2003) yang merupakan
Peraturan Tata Tertib MPR yang mengatur tata cara Majelis
dalam rangka melaksanakan tugas sesuai kedudukan, tugas dan
wewenangnya, sudah tidak berlaku karena telah
terbentuknya Peraturan Tata Tertib MPR hasil Pemilu
2004.

Pasal 6:

“Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
yang dinyatakan tidak perlu dilakukan tindakan hukum
lebih lanjut, baik karena bersifat final (einmaligh), telah
dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan”.

Ketetapan MPRS maupun Ketetapan MPR yang termasuk dalam
pasal ini adalah Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang
tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena
bersifat einmaligh, yaitu yang bersifat final, bersifat penetapan
(beschikking), atau karena telah dicabut oleh Ketetapan MPR
yang lain, atau pun telah dilaksanakan, baik oleh MPR maupun
oleh Presiden. Jumlahnya 104 Ketetapan, misalnya:

1. Ketetapan MPRS RI Nomor II/MPRS/1960 tentang (aris-
Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta
Berencana Tahapan Pertama 1961-1969. Ketetapan ini
sudah  dicabut dengan Ketetapan MPRS Nomor
XXXVII/MPRS/1968.

2. Ketetapan MPR  Nomor [IX/MPR/1973  tentang
Pengangkatan Presiden Republik Indonesia. Ketetapan ini
materinya bersifat individual, konkrit, dan final sehingga
tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut.

268

20998640_BK PANDUAN PEMASYARAKATAN UUD NRI THN 45_T-268



104 Ketetapan di dalam pasal 6 ini dinyatakan tidak berlaku.

Berdasarkan pengelompokan terhadap Ketetapan MPRS dan
Ketetapan MPR dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 yang
berjumlah 139 Ketetapan dengan mengacu kepada Ketetapan MPR
Nomor I[/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status
Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI dari tahun 1960
sampai dengan tahun 2002 dan dengan adanya perkembangan
aktual hingga bulan Februari 2006 maka Ketetapan-ketetapan yang
tetap berlaku berjumlah 13 (tiga belas) Ketetapan, sedangkan
yang sudah tidak berlaku berjumlah 126 (seratus dua puluh
enam) Ketetapan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di
bawah ini:

269

20998640_BK PANDUAN PEMASYARAKATAN UUD NRI THN 45_T-269



0LC

€1 9z1 6€1 HYTINOL

POl P01 9TVSVd | 9

S S STIVSVd | S

01 l Ll PIVSVd | ¥
3 g €1IVSVd | €
¢ ¢ ZIVSVd | 2
3 8 LTvSvd | L

AV TS it HYTINOF TVSVd 'ON

(LOOZ IAVNUIAA NVONIA IVAIWVS)
00T/ AN/ HOIWON T ddIN NVAV LALLM NVMHVSVAHAad
I HdW NVAVLALAM NVA SUdIN NVAV.LALAM INOMNOH SOLVLS
ONVINAL

T HdIN VAT WIL NVICYY "TISVH

20998640 _BK PANDUAN PEMASYARAKATAN UUD NRI THN 45_T-270



Dengan telah dilakukannya pengelompokan terhadap 139
Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR ke dalam enam pasal dan
ditetapkannya dalam Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003, status
hukum dari keseluruhan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR
selama kurun waktu tahun 1960 sampai dengan tahun 2002

menjadi jelas.

Dari keenam pasal tersebut yang telah dilakukan telaahan
sebagaimana di atas adalah  Pasal 2 dan Pasal 4. Untuk
mempermudah, berikut ini digambarkan ikhtisar (dalam bentuk

tabel) dari perkembangan aktual Ketetapan-Ketetapan tersebut:
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BAB 1V
PERATURAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PERATURAN TATA TERTIB MAJELIS PERMUSYAWARATAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Beberapa pengaturan pelaksanaan wewenang dan tugas MPR
sebagaimana diatur dalam Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Peraturan Tata Tertib
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia adalah tentang :

A. Tata Cara Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

BAB X
TATA CARA PELAKSANAAN WEWENANG DAN
TUGAS
Bagian Kesatu
Tata Cara Pelaksanaan Wewenang
Paragraf 1
Tata Cara Perubahan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 104

(1) MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(2) Dalam mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Anggota MPR tidak dapat mengusulkan pengubahan terhadap
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Pasal 105
Usul pengubahan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 diajukan oleh paling sedikit 1/3 (satu per
tiga) dari jumlah Anggota MPR.
Setiap usul pengubahan diajukan secara tertulis dengan menunjuk-
kan secara jelas pasal yang diusulkan untuk diubah beserta
alasannya.

Pasal 106

Usul pengubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 diajukan kepada Pimpinan MPR.
Penyerahan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan
berita acaranya.
Usul pengubahan pasal Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 tidak dapat diubah, diganti, dan/atau
ditarik setelah 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam semenjak
usul disampaikan kepada Pimpinan MPR.
Anggota MPR pengusul pengubahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak dapat menarik atau membatalkan dukungan-
nya kembali setelah 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam
semenjak usul disampaikan kepada Pimpinan MPR.
Setelah menerima usul pengubahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pimpinan MPR memeriksa kelengkapan persyaratannya
yang meliputi:

a. jumlah pengusul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105

ayat (1); dan
b.pasal yang diusulkan diubah dan alasan pengubahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2).

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul pengubahan diterima.
Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
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Pimpinan MPR mengadakan rapat dengan Pimpinan Fraksi dan
Pimpinan Kelompok DPD MPR untuk membahas kelengkapan
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105.

Pasal 107

Untuk menginformasikan dan memutuskan tindak lanjut terhadap usul
pengubahan, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap usul tersebut,
diadakan Rapat Gabungan.

(1)

(2)

Pasal 108

Dalam hal usul pengubahan tidak memenuhi kelengkapan
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2),
Pimpinan MPR memberitahukan penolakan usul pengubahan
secara tertulis kepada pihak pengusul beserta alasannya.

Dalam hal usul pengubahan dinyatakan oleh Pimpinan MPR
memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 105 ayat (2), Pimpinan MPR wajib menyelengga-
rakan Sidang Paripurna MPR dalam kurun waktu paling lama 60
(enam puluh) hari.

Anggota MPR menerima salinan usul pengubahan yang telah
memenuhi kelengkapan persyaratan paling lambat 14 (empat
belas) hari sebelum dilaksanakan Sidang Paripurna MPR.

Pasal 109

Pengambilan keputusan terhadap usul pengubahan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilaksanakan sesuai
dengan Pasal 90, Pasal 91, Pasal 93 huruf a, Pasal 97, dan Pasal 99.

Pasal 110

Dalam Sidang Paripurna MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108

ayat (2) dilakukan kegiatan sebagai berikut:
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(1)

(2)

(1)

(2)

3)

(4)

&

Pengusul menjelaskan usulan yang diajukan beserta alasannya;
Fraksi dan Kelompok DPD MPR memberikan pemandangan
umum terhadap usul pengubahan; dan

Membentuk Panitia Ad Hoc untuk mengkaji usul pengubahan
dari pihak pengusul yang waktunya disepakati dalam Sidang
Paripurna MPR.

Pasal 111
Dalam Sidang Paripurna MPR berikutnya, Panitia Ad Hoc
melaporkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110
huruf c.
Fraksi dan Kelompok DPD MPR menyampaikan pemandangan
umum terhadap hasil kajian Panitia Ad Hoc.

Pasal 112
Sidang Paripurna MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111
ayat (1) dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah
Anggota MPR.
Sidang Paripurna MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat memutuskan pengubahan pasal Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan persetujuan
sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu)
dari jumlah anggota.
Jika usulan tersebut tidak mendapat persetujuan pada Sidang Pari-
purna MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), usulan tersebut
tidak dapat diajukan kembali pada masa keanggotaan yang sama.
Usulan pengubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat diajukan dalam 6
(enam) bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan MPR.
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B. Tata Cara Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

Dalam Masa Jabatannya

Paragraf 3

Tata Cara Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden

Dalam Masa Jabatannya

Pasal 116
MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil
Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) diusulkan oleh DPR.

Pasal 117

MPR wajib menyelenggarakan Sidang Paripurna MPR untuk
memutuskan usul DPR mengenai pemberhentian Presiden dan/
atau Wakil Presiden pada masa jabatannya paling lambat 30 (tiga
puluh) hari sejak MPR menerima usul sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 116 ayat (2).

Usui DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2)
harus dilengkapi keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa
Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran
hukum, baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi,
penyuapan, tindak pidana berat lainnya maupun perbuatan tercela;
dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak
lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 118

Pimpinan MPR mengundang Presiden dan/atau Wakil Presiden
untuk menyampaikan penjelasan yang berkaitan dengan usulan
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(2)

(3)

(1

(2)

(3)

pemberhentiannya dalam Sidang Paripurna MPR sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1).

Apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak hadir untuk
menyampaikan penjelasan, MPR tetap mengambil keputusan
terhadap usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1).

Keputusan MPR terhadap usul pemberhentian Presiden dan/atau
Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diambil
dalam Sidang Paripurna MPR yang dihadiri paling sedikit 3/4
(tiga per empat) dari jumlah anggota dan disetujui oleh paling
sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir.

Pasal 119
Dalam hal MPR memutuskan memberhentikan Presiden dan/atau
Wakil Presiden atas usul DPR, Presiden dan/atau Wakil Presiden
berhenti dari jabatannya.
Dalam hal MPR memutuskan tidak memberhentikan Presiden
dan/atau Wakil Presiden atas usul DPR, Presiden dan/atau
Wakil Presiden tetap melaksanakan tugas dan kewajiban jabatan-
nya sampai berakhir masa jabatannya.
Keputusan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) ditetapkan dengan Ketetapan MPR.

Pasal 120

Dalam hal Presiden dan/atau Wakil Presiden mengundurkan diri sebelum

diambil keputusan MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat

(3), Sidang Paripurna MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118
ayat (1) tidak dilanjutkan.
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BAB V
PENUTUP

MPR telah melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai pelaksanaan salah satu tun-
tutan reformasi. Para perumus perubahan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di MPR melakukan perubahan
melalui pembahasan yang mendalam, teliti, cermat, dan menyeluruh.
Selain itu, para perumus perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 juga senantiasa mengajak dan
mengikutsertakan berbagai kalangan masyarakat dan penyelenggara
negara untuk berpartisipasi aktif memberikan masukan dan tanggapan
secara kritis dan objektif dalam proses penyusunan rancangan per-
ubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
tersebut.

Aspirasi publik yang berkembang mengenai hal-hal seputar
perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 terus menerus dicermati secara sungguh-sungguh dan diupayakan
diserap dalam merumuskan rancangan perubahan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian,
perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 yang dilakukan oleh MPR memuat aspirasi, kepentingan, serta
cita-cita bangsa dan negara Indonesia secara optimal.

Berkaitan dengan hal tersebut, para perumus perubahan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyeleng-
garakan berbagai forum dialog publik, baik di tingkat pusat maupun
daerah, yang dilakukan secara sistematis guna membahas secara kritis
dan objektif hal-hal mengenai rancangan perubahan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
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Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang telah dilakukan oleh bangsa dan negara Indonesia
telah mewujudkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang demokratis dan modern sesuai dengan kebutuhan dan
tuntutan dinamika bangsa Indonesia.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang telah dilakukan hanya akan bermakna dan bermanfaat
apabila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
itu dilaksanakan secara bersungguh-sungguh, konsisten, dan konsekuen
oleh seluruh komponen bangsa, terutama para penyelenggara negara.
Untuk itu, menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh komponen
bangsa, terutama para penyelenggara negara, untuk melaksanakan
semua isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 secara konsisten dan konsekuen.

Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 secara konsisten dan konsekuen akan memberikan harapan
besar bagi terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara yang demokratis, modern, dan religius sebagai perwujudan
pelaksanaan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 yang tertuang dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 berdampak pada perubahan kedudukan, tugas dan
wewenang MPR. Kedudukan MPR tidak lagi sebagai lembaga yang
memegang dan melaksanakan sepenuhnya kedaulatan rakyat, karena
kedaulatan rakyat pasca perubahan konstitusi dilaksanakan menurut
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kedudukan MPR, seperti halnya lembaga-lembaga negara lain,
tergantung pada wewenang, tugas, dan fungsi yang diberikan oleh
Undang-Undang Dasar. Perubahan kedudukan MPR tersebut juga
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berimplikasi pada hilangnya wewenang MPR untuk membentuk
Ketetapan MPR yang bersifat mengatur keluar, seperti Garis-garis
Besar Haluan Negara.

Sebagai akibat dari perubahan kedudukan, tugas dan wewenang
MPR, putusan MPR, khususnya putusan yang berbentuk Ketetapan
MPR ditinjau materi dan status hukumnya guna “menyesuaikan”
dengan segala perkembangan yang terjadi. Dilaksanakannya langkah-
langkah penyesuaian materi dan status hukum Ketetapan MPR adalah
untuk menjalankan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 sebagaimana tercantum pada Pasal 1 Aturan
Tambahan, yang hasilnya dituangkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor
I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum
Ketetapan MPRS dan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun
2002.

Penjelasan yang tertuang di dalam buku ini, selain materi tentang
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga
mengenai materi dan status hukum Ketetapan-Ketetapan MPR
sebagaimana termaktub di dalam Ketetapan MPR RI Nomor
I/MPR/2003, khususnya pasal 2 dan pasal 4 serta penjelasan mengenai
kedudukan, tugas dan wewenang MPR setelah perubahan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Buku ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan
pengetahuan kepada masyarakat tentang konstitusi, pada khususnya,
dan tentang dinamika ketatanegaraan, pada umumnya. Semuanya itu
pada akhirnya dapat menumbuhkan partisipasi dan tanggapan positip
dari masyarakat luas untuk menjawab tantangan-tantangan ke depan
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
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